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Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah
Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu yang kami laksanakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini.

Bantul, 16 Maret 2026

INSPEKTUR
KABUPATEN BANTUL,

Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002
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KATA PENGANTAR

FPuji dan syukur senantiaza kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, barokah, karunia, dan hidayah-Mya sehingga kami dapat bersama-
sama menyelesaikan kewsajiban kami dalam mengemban amanah untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tabhun 2025 dengan baik dan lancar sera
menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025 dengan tepat wakiu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {LPPD) Kabupaten Bantul Tahun
2025 disusun datam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Pasal 69
Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dagrah, Paraturan Pamarintah
Momeor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dan Peraturan Menter Dalam MNeger Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, vang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/'kota
disampaikan oleh bupati'walikota kepada Mentari melalui gubemur sabagai wakil pemerintah
pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

Paenyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 telah berpadoman pada Peraturan
Menteri Dalam Megen MNomeor 18 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan Laporan
Fenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Surat
Menteri Dalam Megeri Nomor 100.2.2. 7/989/0TDA tanggal 17 Februar 2028, serta Surat
Manteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021,
tanggal 4 Maret 2021, pada Sub Bab Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Kaml mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, aparatur
pemearintah daerah, DPRD, dan pemarntah provinsifpusatinstansi vertikal, atas dukungan
dan partisipasi, serta kinerjanya sshingga dapat mendorong keberhasilan penyalanggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bantul. Kami menerima saran dan kritik yang
konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja penyalenggaraan pemernntahan daerah untuk
mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul yang lebih baik,
Akhirnya, kami menyampaikan permohonan maaf yvang seftulus-tulusnya atas segala
kekurangan dan kekhilafan, Semoga LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini dapat
memberikan gambaran komprehensf atas penvelenggaraan pemerintahan daerah di
Kabupaten Bantul pada tahun 2025 serta menjadl sarana evaluasi bagl seluruh jajaran
Pemerintah Kabupaten Bantul supaya memacu kinena ke depan untuk lebih optimal.
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1.1. Latar Belakang

1.1.1.

Penjelasan Umum

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB |

PENDAHULUAN

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.

TAHUN 2025

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Bantul sesuai dengan Undang-

Undang yang ada mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di

Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Geografis Wilayah
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Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul (sumber: Bappeda Kab. Bantul,

2024)
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Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 5
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah
bagian selatan, secara astronomis Kabupaten Bantul terletak antara
110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan
Batas wilayah administratif Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
Sebelah Timur Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Bantul secara administratif terdiri atas 17 Kapanewon
(Kecamatan) dan 75 Kalurahan (Desa) sebagaimana disajikan dalam Tabel
1.1. Kabupaten Bantul memiliki wilayah seluas 511,527 Km?. Kapanewon
Dlingo merupakan wilayah terluas dengan luasan 60,765Km? (11,88%),
sedangkan Kapanewon Srandakan merupakan Kapanewon dengan wilayah
terkecil seluas 18,160Km? atau 3,55% dibanding seluruh total wilayah
Kabupaten Bantul.

Tinggi wilayah rata-rata geometrik Kabupaten Bantul 48m.d.p.| (meter
di atas permukaan laut). Kapanewon Dlingo memiliki wilayah tertinggi dengan
ketinggian 200m.d.p.l, sedangkan wilayah terendah berada di Kapanewon
Srandakan dengan ketinggian 12m.d.p.l. Wilayah Kapanewon dengan jarak
terjauh menuju ke lbukota Kabupaten berada di Kapanewon Piyungan
dengan jarak 17km, sedangkan wilayah Kapanewon dengan jarak terdekat
berada di Kapanewon Bantul dengan jarak 1km.

Topografi Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran rendah,
daerah perbukitan serta daerah pantai. Topografi sebagai dataran rendah
sebesar 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah Bagian Barat
merupakan daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari
Utara ke Selatan seluas 89,86Km? (17,73% dari keseluruhan wilayah).
Bagian Tengah, berupa daerah datar dan landai seluas 210,94km2 adalah
daerah pertanian yang subur. Bagian Selatan, merupakan bagian dari daerah
Bagian Tengah dengan keadaan alam yang berpasir dan sedikit berlaguna,

terbentang di Pantai Selatan Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek.
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c. Jumlah Penduduk dan Jumlah Kapanewon

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul

TAHUN 2025 'ES%%

berdasarkan Data Jumlah

Penduduk Semester 2 Tahun 2025 sebanyak 985.142 jiwa, dengan

komposisi penduduk dengan jenis kelamin Laki-laki sebanyak 490.557 jiwa

atau 49,80% dan penduduk Perempuan sebanyak 494.565 jiwa atau sebesar

50,20% dari total jumlah penduduk. Secara administratif, Kabupaten Bantul

terdiri atas 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan. Informasi mengenai jumlah

penduduk dan jumlah kapanewon dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk
per Kapanewon (Kecamatan) Tahun 2025.

Wilayah Jumlah Penduduk
Kapanewon Kepadatan
No. Kaflﬁ?;ﬁ ?nazgré)s/a) Luas Wilayah Togorrl;;: jp L p L+P terhoz/aodap (I;?,\r,]:&?nuzk)
(Km2) Total Total
Wilayah Penuduk
1 Srandakan 18,160 3,55% 15506 15.665 31.171 3,56% 1.717
1 Poncosari 11,616 2,27% 6.498 6.583 13.081 1,49% 1.126
2 Trimurti 6,543 1,28% 9.008 9.082 18.090 2,07% 2.765
2 Sanden 23,296 4,55% 15.773 16.172  31.945 3,65% 1.371
1 Gadingsari 8,291 1,62% 4.964 5.100 10.064 1,15% 1.214
2 Gadingharjo 2,872 0,56% 1.907 1.909 3.816 0,44% 1.329
3 Srigading 7,826 1,53% 4.710 4.885 9.595 1,10% 1.226
4 Murtigading 4,307 0,84% 4.192 4.278 8.470 0,97% 1.966
3 Kretek 26,161 511% 15.234 15.707 30.941 3,53% 1.183
1 Tirtomulyo 4,407 0,86% 3.529 3.558 7.087 0,81% 1.608
2 Parangtritis 11,151 2,18% 3.964 4.134 8.098 0,92% 726
3 Donotirto 4,575 0,89% 4.098 4.261 8.359 0,95% 1.827
4 Tirtosari 2,431 0,48% 2.158 2.239 4.397 0,50% 1.809
5 Tirtohargo 3,597 0,70% 1.485 1.515 3.000 0,34% 834
4 Pundong 23,591 4,61% 18.027 18.317 36.344 4,15% 1.541
1 Seloharjo 10,900 2,13% 6.073 5.999 12.072 1,38% 1.107
2 Panjangrejo 5,669 1,11% 4.709 4.936 9.645 1,10% 1.701
3 Srihardono 7,021 1,37% 7.245 7.382 14.627 1,67% 2.083
5 Bambanglipuro 22,696 4,44% 20.931 21.353 42.284 4,83% 1.863
1 Sidomulyo 7,959 1,56% 6.978 7.079 14.057 1,61% 1.766
2 Mulyodadi 6,507 1,27% 5.977 6.113 12.090 1,38% 1.858
3 Sumbermulyo 8,229 1,61% 7.976 8.161 16.137 1,84% 1.961
6 Pandak 24,561 4,80% 26.600 26.327 52.927 6,04% 2.155
1 Caturharjo 5,865 1,15% 5.974 5.816 11.790 1,35% 2.010
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Wilayah Jumlah Penduduk
Kapanewon Kepadatan
No- (Kecamatan)/ Luas Wilayah T?r%;c?;p terhoe/:dap penduduk
Kalurahan (D = ey jiwa/kKm2
alurahan (Desa) =%, o) Total L P L+P Tota  0walKm2)
Wilayah Penuduk
2 Triharjo 6,761 1,32% 6.836 6.650 13.486 1,54% 1.995
3 Gilangharjo 7,264 1,42% 8.102 8.149 16.251 1,86% 2.237
4  Wijirejo 4,671 0,91% 5.688 5.712 11.400 1,30% 2.441
7 Pajangan 33,073 6,47% 19.278 19.195 38.473 4,39% 1.163
1 Triwidadi 12,605 2,46% 5.597 5.644 11.241 1,28% 892
2 Sendangsari 11,739 2,29% 6.375 6.293 12.668 1,45% 1.079
3 Guwosari 8,728 1,71% 7.306 7.258 14.564 1,66% 1.669
8 Bantul 21,991 4,30% 33.300 33.816 67.116 7,66% 3.052
1 Palbapang 5,507 1,08% 7.102 7.297 14.399 1,64% 2.615
2 Ringinharjo 2,755 0,54% 4.394 4.451 8.845 1,01% 3.210
3 Bantul 5,348 1,05% 8.397 8.666 17.063 1,95% 3.190
4 Trirenggo 6,060 1,18% 9.822 9.743 19.565 2,23% 3.228
5 Sabdodadi 2,320 0,45% 3.585 3.659 7.244 0,83% 3.122
9 Jetis 24,285 4,75% 30.089 30.151 60.240 6,88% 2.481
1 Patalan 5,654 1,11% 6.173 6.223 12.396 1,42% 2.192
2 Canden 5,337 1,04% 6.200 6.161 12.361 1,41% 2.316
3 Sumberagung 6,230 1,22% 7.865 7.942 15.807 1,81% 2.537
4 Trimulyo 7,064 1,38% 9.851 9.825 19.676 2,25% 2.785
10 Imogiri 52,555 10,27% 32.378 32.851 65.229 7,45% 1.241
1 Selopamioro 20,172 3,94% 7.640 7.742 15.382 1,76% 763
2 Sriharjo 6,648 1,30% 4.673 4.810 9.483 1,08% 1.426
3 Waukirsari 15,291 2,99% 9.191 9.315 18.506 2,11% 1.210
4 Kebonagung 1,997 0,39% 1.964 2.012 3.976 0,45% 1.991
5 Karangtengah 3,177 0,62% 2.812 2.818 5.630 0,64% 1.772
6 Girirejo 3,044 0,60% 2.437 2.429 4.866 0,56% 1.599
7 Karangtalun 1,250 0,24% 1.584 1.586 3.170 0,36% 2.536
8 Imogiri 0,977 0,19% 2.077 2.139 4.216 0,48% 4.313
11 Dlingo 60,765 11,88% 20.189 20.413 40.602 4,64% 668
1 Mangunan 12,447 2,43% 2.474 2.581 5.055 0,58% 406
2 Muntuk 12,946 2,53% 4.512 4.438 8.950 1,02% 691
3 Dlingo 8,725 1,71% 2.938 2.981 5.919 0,68% 678
4 Temuwuh 7,639 1,49% 3.770 3.810 7.580 0,87% 992
5 Terong 8,883 1,74% 2.925 2.946 5.871 0,67% 661
6 Jatimulyo 10,125 1,98% 3.570 3.657 7.227 0,83% 714
12 Banguntapan 28,642 5,60% 58.918 59.794 118.712 13,56% 4.145
1 Baturetno 3,892 0,76% 8.910 8.965 17.875 2,04% 4.593
2 Banguntapan 7,918 1,55% 19.304 19.969 39.273 4,48% 4.960
3 Jagalan 0,296 0,06% 1.441 1.501 2.942 0,34% 9.943
4 Singosaren 0,709 0,14% 2.048 1.996 4.044 0,46% 5.702
5 Jambidan 3,757 0,73% 5.538 5.562 11.100 1,27% 2.955
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Wilayah Jumlah Penduduk
Kapanewon Kepadatan
No- Ka(llzfgﬁgnnat(gr;)éa) Luas Wilayah T?r%;c?;p L p L+P terhoe/:dap (I;s:;j“g?nuzlé
(Km2) Total Total
Wilayah Penuduk

6 Potorono 4,175 0,82% 7.172 7.252 14.424 1,65% 3.455

7 Tamanan 3,843 0,75% 6.708 6.631 13.339 1,52% 3.471

8 Wirokerten 4,053 0,79% 7.797 7.918 15.715 1,79% 3.877

13 Pleret 23,618 4,62% 25.442  25.094 50.536 5,77% 2.140
1 Wonokromo 4,286 0,84% 7.633 7.564 15.197 1,74% 3.545

2 Pleret 4,431 0,87% 7.138 7.026 14.164 1,62% 3.196

3 Segoroyoso 5,093 1,00% 4.722 4.659 9.381 1,07% 1.842

4 Bawuran 5,063 0,99% 3.382 3.323 6.705 0,77% 1.324

5 Wonolelo 4,745 0,93% 2.567 2.522 5.089 0,58% 1.073

14  Piyungan 34,079 6,66% 27.354  27.603 54.957 6,28% 1.613
1 Sitimulyo 10,219 2,00% 9.378 9.292 18.670 2,13% 1.827

2 Srimulyo 14,993 2,93% 9.125 9.461 18.586 2,12% 1.240

3 Srimartani 8,866 1,73% 8.851 8.850 17.701 2,02% 1.996

15 Sewon 27,773 5,43% 51.852 51.886 103.738 11,85% 3.735
1 Pendowoharjo 6,875 1,34% 11.817 11.771 23.588 2,69% 3.431

2 Timbulharjo 8,043 1,57% 11.990 11.894 23.884 2,73% 2.969

3 Bangunharjo 7,062 1,38% 13.557 13.628 27.185 3,10% 3.850

4 Panggungharjo 5,793 1,13% 14.488 14.593 29.081 3,32% 5.020

16 Kasihan 32,408 6,34% 54.604 54.870 109.474 12,50% 3.378
1 Bangunjiwo 15,447 3,02% 15.264  15.172 30.436 3,48% 1.970

2 Tirtonirmolo 5,083 0,99% 12.126  12.029 24.155 2,76% 4,752

3 Tamantirto 6,752 1,32% 12.194 12.312 24.506 2,80% 3.629

4 Ngestiharjo 5,125 1,00% 15.020 15.357 30.377 3,47% 5.927

17 Sedayu 33,874 6,62% 25102 25.351 50.453 5,76% 1.489
1 Argodadi 10,676 2,09% 6.162 6.105 12.267 1,40% 1.149

2 Argorejo 7,331 1,43% 6.638 6.805 13.443 1,54% 1.834

3 Argosari 6,416 1,25% 4.745 4.759 9.504 1,09% 1.481

4 Argomulyo 9,452 1,85% 7.557 7.682 15.239 1,74% 1.612

511,527 490.577 494.565
Kabupaten Bantul © PendudukLaki-laki — 49,80% 985.142 1.712
% Penduduk 50,20%

Perempuan

Sumber: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 -2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan
Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau; Lampiran | Surat Dinas Nomor
B-13.2/PBNR/IGD.04.05/8/2025, Tanggal 31 Agustus 2025

2. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No. B/400.14.4/00916; Tanggal 13
Februari 2026, Hal: Data Jumlah Penduduk Semester 2 Tahun 2025; data diolah
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bantul berada pada 1.712
jiwa/lkm2 (Tabel 1.1). Angka ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bantul
secara keseluruhan berada dalam fase transisi menuju wilayah semi-urban.
Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun
2020 Tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020
bahwa seluruh Kapanewon di Kabupaten Bantul telah masuk ke dalam
klasifikasi perkotaan.

Berdasarkan Tabel 1.1. terdapat tiga wilayah Kapanewon terpadat yang
berada di wilayah utara, ketiga wilayah tersebut yaitu:

1. Banguntapan: memiliki kepadatan tertinggi, mencapai 4.145 jiwa/km?,
dengan Kalurahan Jagalan memiliki tingkat kepadatan 9.943 jiwa/km?.
Sewon: kepadatan rata-rata 3.735 jiwa/km?.

Kasihan: kepadatan rata-rata 3.378 jiwa/km?, dengan Kalurahan
Ngestiharjo mencapai 5.927 jiwa/km?.

Wilayah kapanewon dengan kepadatan penduduk terendah terdapat
pada:

1. Dlingo: menjadi yang paling lenggang dengan hanya 668 jiwa/km?,
memiliki luas wilayah terbesar (60,765 km? atau 11,88% dari total
wilayah), namun menampung jumlah penduduk paling sedikit.

Kretek: dengan kepadatan penduduk 1.183 jiwa/km?.
3. Pajangan: dengan kepadatan penduduk 1.163 jiwa/km?.

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai
Pemerintah
1) Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul

secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2025

Tabel 1.2 Susunan Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul Tahun

2025
No Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah
Nama Tipe
A. Sekretariat Daerah A
B. Sekretariat DPRD A
C. Inspektorat Daerah A
D. Dinas Daerah, terdiri atas:

1.

Dinas Kependidikan, Kepemudaan, dan Olahraga A

2.

Dinas Kesehatan A

3.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan A

Permukiman

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil A

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu A

Satu Pintu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, A

Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Sosial

vs}

8.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti
Mandhala Sarta Tata Sasana)

vs}

9.

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

10.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

12 Dinas Lingkungan Hidup

13 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

W 0 W W

14 Dinas Perhubungan

15.Dinas Komunikasi dan Informatika

16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

17.Dinas Pariwisata

18.Satuan Polisi Pamong Praja

19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

20.Dinas Kelautan dan Perikanan

OO T W T ®

Badan Daerah, terdiri atas:

1.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah

> >

3.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

>

4.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan B

Sumberdaya Manusia

5.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik C

Kapanewon (Nomenklatur Kecamatan di tingkat
Kabupaten untuk D.l. Yogyakarta) , terdiri atas:

1.

Kapanewon Srandakan

Kapanewon Sanden

Kapanewon Kretek

Kapanewon Pundong

apr LD

Kapanewon Bambanglipuro

> > > > >

Dasar Hukum

Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun
2021 tentang
Perubahan Kedua
Atas Peraturan
Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 12
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten
Bantul

@

S



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

10

No Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Dasar Hukum

Nama Tipe
6. Kapanewon Pandak A
7. Kapanewon Pajangan
8. Kapanewon Bantul
9. Kapanewon Jetis

10.Kapanewon Imogiri

11 Kapanewon Dlingo

12 Kapanewon Banguntapan
13 Kapanewon Pleret

14 Kapanewon Piyungan

15 Kapanewon Sewon
16.Kapanewon Kasihan

17 Kapanewon Sedayu

>>»>»>2>2>>>> > >

G. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Peraturan Bupati Bantul
Nomor 55 Tahun 2023

Daerah

- tentang Pembentukan,
1. RSUD Panembahan Senopati B Kedudukan, Susunan
2. RSUD Saras Adyatma p Oroanisasi Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja
Unit Organisasi Bersifat
Khusus Rumah Sakit
Umum Daerah

Sumber: Perda Kab. Bantul Nomor 5 Tahun 2021; Perbup Bantul No. 55 Tahun 2023

2) Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan,
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan
Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Berada di Setiap
Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bantul

(PNS dan PPPK tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sampai dengan

31 Desember 2025 tercatat sebanyak 2.548 pegawai dengan komposisi

sebesar 17,18% atau sebanyak 438 pegawai PPPK, dan 82,81% atau

sebanyak 2110 pegawai PNS. Dari sisi pendidikan, sebesar 58,79% atau

1.489 pegawai PNS memiliki jenjang pendidikan tinggi, dan sebesar 5,81%

PPPK berjenjang pendidikan tinggi, bila dibanding seluruh jumlah pegawai

(PNS dan PPPK dil uar Guru dan Tenaga Kesehatan Secara rinci sebaran

dan jumlah pegawai PNS pada perangkat daerah pengampu urusan di

Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan jenjang

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3.
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Tabel 1.3 Rincian Jumlah PNS dan PPPK di Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)
Jenjang Pendidikan Pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan.
Jumlah Seluruh ASN Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
lah
No Nama Organisasi Perangkat Daerah Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenjang Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) J_Llj_gl::
SD SLTP SLTA SMK D-1 D-ll D-lll D-IV S-1 S-2 S-3 Juml. SD SLTP SLTA SMK D-I D-ll D-lll D-IV S-1 S-2 S-3 Juml.
| Sekretariat Daerah
1 Sekretaris Daerah - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1
2 Asisten Administrasi Umum - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1
3 Asisten Pemerintahan dan - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1
Kesejahteraan Rakyat
4 Asisten Perekonomian dan - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1
Pembangunan
5 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1
Keuangan dan Pembangunan
6 Staf Ahli Bupati Bidang Politik, - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1
Hukum dan Pemerintahan
7 Staf Ahli Bupati Bidang Sumber - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1
Daya Manusia Dan
Kemasyarakatan
8 Bagian Hukum - - 2 - -1 1 - 6 4 - 14 - - - - - - - - - - - - 14
9 Bagian Kesejahteraan Rakyat - - 1 - - - 2 - 6 - - 9 - - 1 - - - 1 - - - - 2 11
10 Bagian Organisas - - 2 - - - 2 2 2 1 - 9 - - 1 - - - - - - - - 1 10
11 Bagian Pengadaan Barang dan - - 1 - - - 4 2 14 3 - 24 - - - 1 - - - - 3 - - 4 28
Jasa
12 Bagian Perekonomian 1 - - - - - 3 - 5 2 - 11 - - 1 - - - 1 - - - - 2 13
Pembangunan dan SDA
13 Bagian Perencanaan dan Keuangan - - 1 1 - - 2 1 3 2 - 10 - - - 2 - - - - - - - 2 12
14 Bagian Tata Pemerintahan - 1 2 - - - 3 2 2 4 - 14 - - - - - - - - - - - - 14

11
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Jumlah Seluruh ASN Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

lah
No Nama Organisasi Perangkat Daerah Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenjang Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) J_L;gl;
SD SLTP SLTA SMK D-I D-ll D-lll D-IV S-1 S-2 S-3 Juml. SD SLTP SLTA SMK D-I D-ll D-lll D-IV S-1 S-2 S-3 Juml.
15 Bagian Umum dan Protokol - 5 20 3 - - 6 3 13 - - 50 - - 3 1 - - - - - - - 4 54
Jumlah Sekretariat Daerah 1 6 29 4 - 1 23 10 51 23 - 148 - - 6 4 - - 2 -3 - - 15 163
Il Sekretariat DPRD - 2 8 2 - - 5 - 13 7 - 37 - - 2 - - - - - 1 - - 3 40
Il Badan
1 Badan Kepegawaian dan 1 - 4 2 - - 12 - 18 9 - 46 - - - - - - - - 1 - - 1 47
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - - - 2 7 - 15 - - - - - - 2 - - - - 2 17
3 Badan Penanggulangan Bencana 1 1 4 - - - 2 3 12 - 29 2 - 56 4 - - 1 - 3 - - 66 95
Daerah
4 Badan Pengelolaan Keuangan, - 2 18 1 - - 21 - 48 9 - 99 - - 6 2 - - 1 - - - - 9 108
Pendapatan dan Aset Daerah
5 Badan Perencanaan Pembangunan - 1 1 4 1 - 6 1 23 15 - 52 - - - - - - 1 - - - - 1 53
Daerah
Jumlah Badan 2 4 30 7 1 - 4 6 108 42 - 241 2 - 62 6 - - 5 - 4 - - 79 320
IV Dinas
1 Dinas Kebudayaan (Kundha - 1 2 1 - - 8 1 10 7 - 30 - - 2 - - - - - 1 - - 3 33
Kabudayan)
2 Dinas Kelautan dan Perikanan - - 3 - - - 3 - 12 8 - 26 - - 4 1 - - - 1 - - 7 33
3 Dinas Kependudukan dan - - 15 1 - - 5 1 17 6 - 45 - - 1 - - 4 - 1 - - 7 52
Pencatatan Sipil
4 Dinas Kesehatan - 2 30 5 - - 33 10 53 29 1 163 - - 26 18 - - 20 - - - - 64 227
5 Dinas Ketahanan Pangan dan - 1 23 5 - - 27 9 49 25 - 139 - - 9 6 - - 17 - 33 4 - 69 208
Pertanian
6 Dinas Komunikasi dan Informatika - - 3 1 - - 8 4 23 8 - 47 - - - 1 - - 1 - - - 7 54
7 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 2 6 36 6 - - 9 - 22 16 - 97 - - 4 2 - - 1 - 6 - - 13 110

Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan

12
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Jumlah Seluruh ASN Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

lah
No Nama Organisasi Perangkat Daerah Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenjang Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) J_L;gl;
SD SLTP SLTA SMK D-I D-ll D-lll D-IV S-1 S-2 S-3 Juml. SD SLTP SLTA SMK D-I D-ll D-lll D-IV S-1 S-2 S-3 Juml.
8 Dinas Lingkungan Hidup 1 4 28 6 - - 4 - 19 9 - 71 - - 3 1 - - 1 - 2 - - 7 78
9 Dinas Pariwisata 2 4 19 3 - - 8 - 14 5 - 55 1 - 3 3 - - - - - - - 7 62
10 Dinas Pekerjaan Umum, 3 5 21 12 - - 2 - 30 13 - 86 1 - 6 5 - - 3 - 1 - - 16 102
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat - - 6 - - - 4 2 9 3 - 24 - - - 1 - - - - 1 - - 2 26
dan Kalurahan
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan - - 1 1 - - 9 2 14 5 - 32 - - 1 - - - - - - - - 1 33
dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
13 Dinas Penanaman Modal dan - - 3 - - - 2 - 22 6 - 33 - - - - - - 2 - - - - 2 35
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14 Dinas Pendidikan, Kepemudaan 1 13 66 15 - 6 6 1 68 39 2 217 6 - 22 5 - - 2 - 1 - - 36 253
dan Olahraga
15 Dinas Perhubungan - - 16 2 -1 7 3 8 6 - 43 - - 4 6 - - - - - - - 10 53
16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - 2 - - - 17 - 4 3 - 26 - - 1 - - - 1 - - - - 2 28
17 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 1 6 3 - - 6 3 6 11 - 36 - - 1 1 - - - - 2 - - 4 40
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata
Sasana)
18 Dinas Sosial - - 6 2 - - 5 2 14 6 - 35 - - 1 - - - - - 2 - - 3 38
19 Dinas Tenaga Kerja dan - - 2 1 - - 10 - 24 3 - 40 - - 2 1 - - 1 - 1 - - 5 45
Transmigrasi
Jumlah Dinas 9 37 288 64 - 7 173 38 418 208 3 1.245 8 - 90 52 - - 54 - 57 4 - 265 1510
V  Inspektorat Daerah - - 2 1 - - 5 1 34 15 - 58 - - - 1 - - - - - - - 1 59
VI  Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 8 1 - - 8 1 17 3 - 40 6 - 10 4 - - 3 - 1 - - 24 64
VIl Rumah Sakit Umum Daerah

13
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Jumlah Seluruh ASN Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

No Nama Organisasi Perangkat Daerah Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenjang Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) J_L;g::h
SD SLTP SLTA SMK D-I D-ll D-lll D-IV S-1 S-2 S-3 Juml. SD SLTP SLTA SMK D-I D-ll D-lll D-IV S-1 S-2 S-3 Juml.
1 RSUD Panembahan Senopati 1 5 25 2 - - 14 1 11 11 - 70 - - 4 12 - - 6 1 3 - - 26 96
2 RSUD Saras Adyatma - - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 2 - - 3 - - - - 7 8
Jumlah Rumah Sakit Umum 1 5 25 2 - - 14 1 11 12 - 71 - - 6 14 - - 9 1 3 - - 33 104
Daerah
VIl Kapanewon
1 Kapanewon Bambanglipuro - - 4 1 - - 2 - 5 - - 12 - - 1 - - - - - - - - 1 13
2 Kapanewon Banguntapan - - 2 - - - 1 - 12 2 - 17 - - - 1 - - - - - - - 1 18
3 Kapanewon Bantul - - 2 -1 - - 1 6 2 - 12 - - 1 - - - 1 - - - - 2 14
4 Kapanewon Dlingo - 1 5 - - - 1 1 9 - - 17 - - - 1 - - - - - - - 1 18
5 Kapanewon Imogiri - 1 6 1 - - 3 1 5 2 - 19 - - 1 - - - - - - - - 1 20
6 Kapanewon Jetis - 1 4 - - - 1 1 8 2 - 17 - - 1 - - - - - - - - 1 18
7 Kapanewon Kasihan - 1 2 - - - 2 2 9 2 - 18 - - - 1 - - - - - - - 1 19
8 Kapanewon Kretek - - 4 - - - 2 - 7 2 - 15 - - 1 - - - - - - - - 1 16
9 Kapanewon Pajangan - - 2 - - - 1 1 9 1 - 14 - - 1 - - - - - - - - 1 15
10 Kapanewon Pandak - 1 5 - - - 2 1 9 - - 18 - - 1 - - - - - - - - 1 19
11 Kapanewon Piyungan - 1 2 - - - 1 - 9 2 - 15 - - 1 - - - - - - - - 1 16
12 Kapanewon Pleret - - 4 - - - 1 1 6 2 - 14 - - 1 - - - - - - - - 1 15
13 Kapanewon Pundong - - 1 1 - - 2 1 9 2 - 16 - - 1 - - - - - - - - 1 17
14 Kapanewon Sanden - - 3 - - - 2 - 5 3 - 13 - - 1 - - - - - - - - 1 14
15 Kapanewon Sedayu - - 7 - - - 1 - 8 1 - 17 - - - 1 - - - - - - - 1 18
16 Kapanewon Sewon - 1 5 - - - 1 - 10 2 - 19 - - 1 - - - - - - - - 1 20
17 Kapanewon Srandakan - - 4 - - - 1 - 9 3 - 17 - - - - - - - - - - 1 18
Jumlah Kapanewon - 7 62 3 - 24 10 135 28 - 270 - - 12 5 - - 1 - - - - 18 288
Jumlah Total 14 62 452 84 2 8 293 67 787 338 3 2110 16 - 188 86 - - 74 1 69 4 - 438  2.548

Sumber: BKPSDM Kab. Bantul, 2026
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e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 ditargetkan
sebesar Rp2.488.884.349.506,96. Realisasi pendapatan daerah sampai
dengan akhir tahun 2025 sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan berdasarkan data realisasi dari BPKPAD Kabupaten
off 2026, yaitu
Rp2.512.298.437.218,89, terdapat selisih lebih dari target yang ditetapkan

Bantul cut per tanggal 23 Januari sebesar

sebesar Rp23.414.087.711,93 atau realisasi tercapai 100,94%, terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sejumlah Rp773.220.778.377,96,

1.

terealisasi sejumlah Rp766.131.199.608,89 atau tercapai sebesar

99,08% yang dipengaruhi oleh sektor Retribusi Daerah tercapai

sebesar 94,59% dari yang dianggarkan.

Dana Pendapatan Transfer pada tahun 2025 dianggarkan sebesar
Rpl.715.663.571.129,00, realisasi tercapai sebesar 101,76% atau
terealisasi sejumlah Rp1.745.825.974.633,00.

Lain Lain Pendapatan Yang Sah terdapat realisasi dari Pendapatan

Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundangan total sebesar Rp341.262.977,00.

Tabel 1.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan
(sebelum dilakukan Audit BPK RI)

Daerah Tahun 2025

No

Uraian

Pagu Anggaran (Rp)
")

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

% Realisasi

thd Jumlah

Pendapatan
LRA

PENDAPATAN ASLI
DAERAH

773.220.778.377,96

766.131.199.608,89

99,08%

30,50%

Pajak Daerah

409.430.783.300,00

414.970.679.632,50

101,35%

16,52%

Retribusi Daerah

330.331.530.552,00

312.457.635.841,00

94,59%

12,44%

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

20.199.694.868,00

20.838.377.004,15

103,16%

0,83%

Lain-lain PAD yang
Sah

13.258.769.657,96

17.864.507.131,24

134,74%

0,71%

PENDAPATAN
TRANSFER

1.715.663.571.129,00

1.745.825.974.633,00

101,76%

69,49%

Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

1.570.277.248.668,00

1.589.798.154.936,00

101,24%

63,28%

Pendapatan Transfer
Antar Daerah

145.386.322.461,00

156.027.819.697,00

107,32%

6,21%
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% Realisasi
P A R thd Jumlah
No Uraian agu nggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Pend:pgtaeln
LRA
3. LAIN-LAIN 0,00 341.262.977,00 - 0,01%
PENDAPATAN
YANG SAH
Pendapatan Hibah 0,00 340.350.528,00 - 0,01%
Lain-lain Pendapatan 0,00 912.449,00 - 0,00%
Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
JUMLAH PENDAPATAN- 2.488.884.349.506,96 2.512.298.437.218,89 100,94% 100,00%
LRA

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul; data unaudited cut-off 23 Januari 2026; data diolah

2) Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja

Pagu anggaran belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2025 ditetapkan sebesar Rp2.636.904.600.204,41.
sebesar Rp2.501.013.620.265,84 atau 94,84%.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan

Realisasi Belanja

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja Operasi dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah (PD) yang
terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang dan Jasa,
(i) Belanja Hibah, dan (iv) Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja
Operasi tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.054.869.567.977,38, realisasi
sebesar Rp1.953.446.228.782,04 atau 95,06%.

Tabel 1.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025
(sebelum dilakukan Audit BPK RI)

No : Pagu Anggaran Realisasi Capaian
Uraian
(Rp) (Rp) (%)
BELANJA DAERAH
1 BELANJA OPERASI 2.054.869.567.977,38 1.953.446.228.782,04 95,06%
Belanja Pegawai 1.056.701.685.446,47 1.000.755.806.665,00 94,71%
Belanja Barang dan Jasa 900.300.140.867,91 856.399.680.925,04 95,12%
Belanja Hibah 91.882.816.349,00 91.182.341.192,00 99,24%
Belanja Bantuan Sosial 5.984.925.314,00 5.108.400.000,00 85,35%
2 | BELANJA MODAL 209.530.341.302,52 195.412.733.322,80 93,26%
Belanja Modal Peralatan dan 63.617.407.546,52 60.251.382.383,00 94,71%
Mesin
Belanja Modal Gedung dan 14.825.933.733,00 13.492.099.185,00 91,00%
Bangunan
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No : Pagu Anggaran Realisasi Capaian
Uraian
(Rp) (Rp) (%)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, 121.073.263.503,00 111.660.165.894,80 92,23%
dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap 9.449.736.520,00 9.447.873.360,00 99,98%
Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya 564.000.000,00 561.212.500,00 99,51%
3 BELANJA TAK TERDUGA 11.360.421.425,51 3.525.110.891,00 31,03%
Belanja Tak Terduga 11.360.421.425,51 3.525.110.891,00 31,03%
4 BELANJA TRANSFER 361.144.269.499,00 348.629.547.270,00 96,53%
Belanja Bagi Hasil 40.548.857.469,00 40.548.857.469,00 | 100,00%
Belanja Bantuan Keuangan 320.595.412.030,00 308.080.689.801,00 96,10%
JUMLAH BELANJA 2.636.904.600.204,41 2.501.013.620.265,84 94,85%

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul; data unaudited cut-off 23 Januari 2026; data diolah

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar
harga beli/lbangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Anggaran  Belanja Modal Tahun 2025  ditetapkan  sebesar
Rp209.530.341.302,52 dengan realisasi Rpl195.412.733.322,80 atau
93,26%.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025
dianggarkan Rpl11.360.421.425,51
Rp3.525.110.891,00 atau 31,03%.

Belanja Transfer
Rp361.144.269.499,00 dengan realisasi sebesar Rp348.629.547.270,00
atau 96,53%. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat
pada Tabel 1.5.

sebesar dengan realisasi

Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar
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3) Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan
untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam
hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi,
transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang
dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan dapat berbentuk
angsuran hutang, bantuan modal dan/atau transfer ke dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar
Rp174.720.250.697,45 dengan realisasi Rp175.061.744.482,45 atau
100,20%. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
sebesar Rp26.700.000.000,00 dengan realisasi Rp25.375.550.000,00 atau
95,04%. Rincian Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Pagu Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Daerah
Tahun 2025 (sebelum dilakukan Audit BPK)

No Uraian Pagu Anggaran Realisasi Cap:)aian
(Rp) (Rp) (%)

PEMBIAYAAN DAERAH

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 174.720.250.697,45 175.061.744.482,45 | 100,20%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya

173.920.250.697,45

173.920.250.697,45

100,00%

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

800.000.000,00

1.141.493.785,00

142,69%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

26.700.000.000,00

25.375.550.000,00

95,04%

Penyertaan Modal Daerah

26.700.000.000,00

26.700.000.000,00

100,00%

PEMBIAYAAN NETTO

148.020.250.697,45

149.686.194.482,45

101,13%

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul; data unaudited cut-off 23 Januari 2026; data diolah

1.1.2.

Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029)

2026 (periode kepala daerah sebelumnya) berakhir,

Pemerintah

Kabupaten Bantul

(Isu

Pada tahun 2025 menjadi tahun transisi penting di mana RPJMD 2021-

dan dimulailah

penyusunan serta implementasi RPJMD baru untuk periode 2025-2029, yang
selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045, terutama pasca-
Pilkada Serentak 2024. Oleh karenanya indikator kinerja utama dalam
RPJMD tahun 2021-2026 yang tidak dilaksanakan pada RPIMD 2025-2029

akan tetap diukur capaiannya. Sedangkan untuk pembahasan perencanaan
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kinerja difokuskan kepada RPJMD baru yang dilaksanakan pada akhir tahun
2025 ke depan.

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 karena dari tahap ini akan diketahui
tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta
jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama tahun 2025-2029, maka
dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul, sebagai berikut:
1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai
dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat
miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai
akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan
merupakan permasalahan kompleks dan masih menjadi isu pokok

dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Tingkat kemiskinan di

Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan

kecenderungan menurun, namun masih lebih tinggi dibandingkan

tingkat kemiskinan di DIY dan nasional. Tingkat pengangguran di Bantul
pada 2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun
masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran di DIY.

2. Kesenjangan Pendapatan

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu lima
tahun terakhir masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang’.

Gini Ratio Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional.

Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui fasilitasi

kesempatan berusaha, padat karya dan pemberian bantuan kepada

masyarakat miskin.
3. Peningkatan kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
kualitas SDM. Perkembangan penduduk membawa konsekuensi
semakin meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan, baik dari segi
cakupan penduduk yang membutuhkan pendidikan maupun dari segi
mutu atau kualitas pendidikan yang diberikan. Upaya mewujudkan

kapasitas SDM yang berdaya saing dan relevan dengan perkembangan
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jaman, memerlukan tindakan kolaboratif antara pemerintah, swasta,

dunia usaha dan masyarakat melalui:

a) Penyediaan akses pendidikan yang berkualitas.

b) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten
dalam bidangnya dan memiliki ketrampilan dalam mengajar.

c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang tersertifikasi
sesuai dengan kebutuhan pasar, industri dan pasar kerja lokal
maupun internasional serta perkembangan teknologi.

Dalam bidang pendidikan upaya pemenuhan layanan dasar yang
berkualitas dan inklusif dilakukan melalui layanan pendidikan sekolah
kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti
anak dari keluarga tidak mampu dan anak berkebutuhan
khusus/disabilitas.

Pengelolaan Sampah

Permasalahan sampah menjadi salah satu permasalahan yang
cukup kompleks yang terjadi di DIY. Mulai Tahun 2024, Kabupaten/Kota
di DIY harus melaksanakan pengelolaan sampah di masing—masing
kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan
berbagai upaya pengelolaan sampah baik untuk penanganan maupun
pengurangan sampah. Upaya penanganan sampah dilakukan dengan
pembangunan dan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah. Saat ini
fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia belum memadai untuk
mengelola timbulan sampah yang ada di Kabupaten Bantul. Upaya
optimalisasi yang dilakukan antara lain penambahan gedung,
penambahan alat, dan pendampingan operasional. Upaya untuk
melakukan pengurangan sampah pada sumbernya juga belum
memberikan hasil yang signifikan. Upaya pengurangan sampah yang
dilakukan antara lain sosialisasi pengurangan sampah pada sumbernya,
memilah sampah/shodagoh sampah.

Pembangunan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta kualitas dan
keamanan pangan merupakan tiga aspek utama dalam mewujudkan
ketahanan pangan. Permasalahan alih fungsi lahan menjadi salah satu

kondisi yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Terjadinya alih fungsi
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lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan lain berdampak
pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan
ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan.
Permasalahan irigasi juga menjadi salah satu kendala bagi petani.
Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan
kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi
dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal
budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).
Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul semakin
meningkat dan terus menunjukkan tren positif. Pencapaian jumlah
kunjungan wisatawan merupakan keberhasilan dari pelaksanaan
strategi pengembangan pariwisata antara lain peningkatan daya tarik
obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata,
peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan
pemberdayaan kapasitas desa wisata. Tantangan di sektor pariwisata
ke depan adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan kesiapan daerah
tujuan wisata baik jumlah maupun kualitas pelayanan.
Pengembangan Kawasan Selatan

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas
penanganan pada lima tahun ke depan. Kawasan ini memiliki nilai
strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat
diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Wilayah pesisir
Kabupaten Bantul memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang
cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi,
budaya, dan lingkungan.
Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis

Gumuk Pasir Parangtritis merupakan gumuk pasir tipe Barchan
yang unik dan langka karena terbentuk pada iklim tropika basah. Gumuk
Pasir Parangtritis merupakan geosite bernilai internasional yang
memiliki potensi menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG).
Keberadaan Gumuk Pasir Parangtritis secara ekologis berfungsi
sebagai tanggul alam terhadap ancaman gelombang tsunami, saat ini

kondisinya mulai rusak. Penggunaan lahan gumuk pasir yang semakin
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meningkat dari tahun ke tahun membuat luas gumuk pasir semakin
berkurang. Zona inti yang dikhususkan untuk konservasi mengalami alih
fungsi lahan akibat adanya beberapa aktivitas manusia seperti
pembangunan permukiman, sarana pariwisata, penghijauan,
pembukaan lahan pertanian dan pembukaan lahan tambak. Hal ini
sesuai dengan penjelasan dari Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk
Pasir (BGPGP), mengenai permasalahan Kawasan Gumuk Pasir
Parangtritis yaitu berkurangnya luasan gumuk pasir. Solusi untuk
permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir
Parangtritis merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan
Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan Samas—Parangtritis.
Restorasi zona inti gumuk pasir bertujuan untuk mengembalikan fungsi
ekologis gumuk pasir. Potensi masalah yang telah diidentifikasi di
kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis sesuai Rencana Tapak
adalah:

a) Wisata kendaraan bermotor (motor dan mobil serta off-roader);

b) Perikanan / Tambak / Peternakan dan Pertanian;

c) Pemukiman liar / tidak berizin.

d) Vegetasi yang tumbuh dan menutup lorong angin.

Dampak langsung yang terjadi akibat restorasi ini adalah
penertiban lahan terbangun yang berada di zona inti seperti bangunan,
pengalihan jalur jeep wisata dan pengalihan aktivitas lainnya.
Pelaksanaan penertiban zona inti Gumuk Pasir Parangtritis
membutuhkan regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan aksi
restorasi sehingga dapat dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan.
Penyusunan regulasi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul, Badan Informasi Geospasial (BIG) yang diwakili Balai
Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGPGP), Karaton Ngayogyakarta
Hadiningrat, Perguruan Tinggi, dan masyarakat di wilayah Gumuk Pasir
Parangtritis, sehingga diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47
Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis.
Rumusan rencana aksi restorasi Gumuk Pasir Parangtritis telah tertuang
dalam dokumen RPJPD pada Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi,

untuk menjadi acuan perencanaan program yang mendukung program
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unggulan pada dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan tahunan

RKPD sebagai acuan dalam penganggaran dan pelaksanaan aksi

restorasi.

Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bantul perlu terus mendorong reformasi birokrasi
hingga level pemerintah terdepan agar pemerintahan dapat tetap
dinamis, adaptif, dan efisien seiring perubahan zaman. Hal tersebut
akan berdampak pada kualitas pelayanan publik melalui transformasi
digital.

Reformasi Kalurahan

Pembangunan di wilayah kalurahan ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kalurahan dan mendorong kemandirian
kalurahan. Kemandirian kalurahan dipengaruhi oleh karakteristik
masyarakat. Identifikasi karakter antar kalurahan yang berbeda menjadi
aset informasi penting dalam pengembangan masing-masing kalurahan.

Akselerasi pembangunan kalurahan dilakukan melalui:

a) Reformasi Birokrasi Kalurahan guna mewujudkan tata kelola
Pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi
kinerja dengan Pamong Kalurahan yang profesional dan partisipasi
aktif Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

b) Reformasi birokrasi kalurahan yang bersinergi dengan reformasi
pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul
ditunjukkan oleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada

Tahun 2024 khususnya pada Indeks Kualitas Air (IKA). Penurunan IKA

disebabkan oleh banyaknya sumber pencemar pada lima sungai yang

mengalir di Kabupaten Bantul, yaitu Sungai Bedog, Winongo,

Gajahwong, Opak dan Sungai Oyo. Sumber pencemar berasal dari

beberapa sektor yaitu: sektor industri, domestik dari permukiman, IPAL

dan IPLT, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan,
pertambangan galian C/mineral non logam, serta sektor lain seperti RS,

TPA/TPST dan laboratorium. Faktor lain penyebab menurunnya IKLH

adalah penurunan kualitas udara disebabkan oleh emisi gas buang
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12.

13.

14.

15.

kendaraan bermotor (SONOx) yang relatif masih tinggi. Selain itu
ketersediaan RTH Publik sebagai komponen penyusun IKTL masih
dibawah ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap wilayah kota harus
menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas
wilayah perkotaan, yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH
Privat. Kabupaten Bantul baru memiliki RTH seluas 1.079, 40 ha atau
hanya 2,11% dari luas wilayah, sehingga terdapat kekurangan RTH
seluas 9.145,66 ha.
Percepatan Penurunan Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Bantul menunjukkan fluktuasi
dari tahun ke tahun dan mengalami penurunan pada Tahun 2024.
Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melalui
intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada
1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi spesifik merupakan
kegiatan yang langsung menangani kondisi stunting seperti Pemberian
Makanan Tambahan (PMT), pencegahan infeksi, status gizi ibu, dan
penyakit menular. Sedangkan intervensi sensitif merupakan kegiatan
untuk mengatasi kondisi yang dapat menyebabkan kasus stunting
seperti penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan
kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta
peningkatan akses pangan bergizi.
Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Mekanisme sistem penangangan masalah terhadap kesetaraan
gender, disabilitas, dan inklusi sosial dari berbagai lintas sektor belum
terintegrasi dengan baik yang menyebabkan tidak meratanya
penanganan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Pengendalian Inflasi Daerah

Laju inflasi Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan
yang didorong oleh stabilitas harga bahan pokok, seperti beras.
Walaupun terjadi penurunan, angka inflasi Kabupaten Bantul pada
Tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional.
Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Kondisi geografis Kabupaten Bantul yang rawan terhadap berbagai
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jenis bencana, termasuk gempa bumi, banjir, dan tsunami, menunjukkan

pentingnya memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap bencana

adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindaklanjuti
informasi tentang ancaman bencana dan upaya pengurangan
risiko bencana.

b) Penegakan aturan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik.

c) Dokumen perencanaan dan kajian terkait penanggulangan
bencana belum menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

d) Tutupan lahan yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak
menentu, serta kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko
bencana.

e) Pembangunan infrastruktur bencana belum optimal.

16. Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta
a) Urusan Kelembagaan

Reformasi Kalurahan menjadi hal yang penting pada urusan
kelembagaan guna mencapai visi Gubernur DIY Tahun 2022-
2027. Dukungan terhadap kegiatan ini baru dilaksanakan mulai
Tahun 2024 dengan melibatkan kapanewon dan perangkat
daerah yang menangani urusan kalurahan sehingga masih
diperlukan program dan kegiatan yang keberlanjutan.

b) Urusan Kebudayaan

Penetapan Kalurahan Mandiri Budaya melingkupi Kalurahan
Budaya, Kalurahan Wisata, Kalurahan Primma (Perempuan
Indonesia Maju Mandiri), dan Kalurahan Preneur. Penetapan
Kalurahan Mandiri Budaya oleh DIY diawali dengan
Desa/Kalurahan Rintisan Budaya yang ditetapkan dengan
keputusan bupati. Pada Urusan Kebudayaan juga memuat
pendidikan berbasis budaya, kesehatan tradisonal, perlindungan
masyarakat melalui kelompok jaga warga, dan peningkatan

ketahanan pangan melalui lumbung mataraman serta desa
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maritim.
Urusan Tata Ruang

Kabupaten Bantul memiliki tujuh SRS Kasultanan yaitu: SRS
Pantai Samas-Parangtritis, SRS Makam Raja-raja di Imogiri, SRS
Kerto Pleret, SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede,
SRS Sumbu Filosofi, SRS Karst Gunungsewu, dan SRS Masjid
Pathok Nagoro. Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS)
Kasultanan dan Kadipaten belum optimal untuk mencapai tujuan
keistimewaan. Sumbu Filosofi merupakan kekayaan budaya, telah
ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh United Nation
Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada
tanggal 24 September 2023 dengan nama The Cosmological Axis
of Yogyakarta and its Historic Landmarks. Menindaklanjuti
penetapan tersebut, Gubernur DIY telah mengeluarkan Peraturan
Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan
Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang mengamanahkan
pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta
dilaksanakan secara kolaboratif dan koordinatif antara Pemerintah
Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten
Bantul, Kasultanan dan setiap orang untuk mengelola Warisan
Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.
Urusan Pertanahan

Tanah kasultanan dan tanah kadipaten banyak dimanfaatkan
dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran
maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum
mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Upaya untuk
mengadministrasi keberadaan tanah kasultanan dan kadipaten
mengalami beberapa kendala, yaitu proses pemberkasan

pendaftaran dan belum cukupnya data dukung proses tersebut.

b. Visi Dan Misi Bupati Bantul

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang

ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian

berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran
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yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera
dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkal

NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika"

Sedangkan rumusan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029,
adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan
Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan Dan Budaya Istimewa”

Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029:

1. Maju, diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi
teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan
Kabupaten Bantul yang berdaya saing.

2. Kuat, diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam
mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.

3. Demokratis, diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat
yang mengakui dan menghormati hak setiap warga, serta kehidupan
sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan tertib.

4. Bingkai Keberagaman, diartikan sebagai pedoman hidup yang
memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam
rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.

5. Bingkai Budaya Istimewa, iartikan sebagai nilai pengakuan dan
penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan
Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Misi RPIJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun
2025-2029. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten
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Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat
yang tangguh, produktif dan berdaya saing.

2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif
dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan
pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

3.  Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung
investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah
lingkungan dan tangguh bencana.

5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk
menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong

guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan
Jangka Menengah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah
bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan
pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang
menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah
daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun
penentuan program prioritas daerah Kabupaten Bantul berdasarkan
Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan dalam
Tabel 1.7. sebagai berikut:

Tabel 1.7 Matriks Program Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan
RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

SASARAN DAERAH PROGRAM PRIOITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. |Meningkatnya Kualitas | Program Pengelolaan Pendidikan
Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kesehatan, dan
Penguatan Masyarakat
yang Inklusif

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan***

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

SASARAN DAERAH PROGRAM PRIOITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudyaan***

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan***

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

Program Perlindungan Perempuan

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Perlindungan Khusus Anak

Program Pengendalian Penduduk

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan***

Meningkatnya Kinerja |Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pemerintahan Daerah |Daerah

yang Akuntabel, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Bersih, Berbasis Digital | Daerah

dan Pelayanan Publik
yang Profesional

Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***

Program Kepegawaian Daerah

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***

Program Penyelenggaraan Pengawasan
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SASARAN DAERAH

PROGRAM PRIOITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan***

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan***

Program Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Meningkatnya
Produktivitas Sektor
Unggulan Daerah

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program Pemasaran Pariwisata

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan***

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata
Ruang***

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan
dan Kemandirian Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Perizinan Usaha Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
kebudayaan***




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

SASARAN DAERAH PROGRAM PRIOITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata
Ruang***

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudyaan***

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Pengendalian 1zin Usaha Industri

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Pengembangan Ekspor

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Meningkatnya Program Pelayanan Penanaman Modal
Investasi yang
Menyerap Tenaga
Kerja, Mendorong
Kewirausahaan dan
Pendapatan Penduduk

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman
Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan***

Program Pengembangan UMKM

Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/SP

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan***

Menurunnya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
kedalaman kemiskinan [program Pemberdayaan Sosial
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SASARAN DAERAH

PROGRAM PRIOITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Rehabilitasi Sosial

Program Penanganan Bencana

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Kawasan Permukiman

Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program Pengembangan Perumahan

Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat
dan Masyarakat Hukum Adat

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Pertanahan***

Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup dan
ketahanan daerah
terhadap bencana dan
perubahan iklim

Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan
dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata
Ruang***

Program Penanggulangan Bencana

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata
Ruang***

Meningkatnya kualitas
layanan infrastruktur

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

SASARAN DAERAH PROGRAM PRIOITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Regional

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan***

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata
Ruang***

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata
Ruang***

Program Penatagunaan Tanah

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata

Ruang***
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Pertanahan***
8. |Meningkatnya Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
pelestarian budaya Kebudayaan***
9. |Meningkatnya Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman,
Ketertiban dan
Kenyamanan Daerah

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan***

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata
Ruang***

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik

Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

**¥) Program bersumber Dana Keistimewaan sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer
oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat
Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2026; Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul 2026
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d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan
Tahunan.

Tabel 1.8 Matriks Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Perubahan
RKPD Tahun 2025 (Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025)
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025)

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

RSUD Panembahan Senopati

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

RSUD Saras Adyatma

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Puskesmas Srandakan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Sanden

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Puskesmas Kretek

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Pundong

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Bambanglipuro

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Pandak |

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Pandak Il

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Bantul |

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Bantul Il

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD
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PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Jetis |

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Jetis Il

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Imogiri |

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Imogiri Il

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Dlingo |

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Dlingo Il

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Pleret

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Piyungan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Banguntapan |

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Banguntapan Il

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Banguntapan Il

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Sewon |

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Sewon i

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Puskesmas Kasihan |

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Kasihan Il

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Pajangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Sedayu |

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas Sedayu Il

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

UPTD Jamkesda

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

UPTD Labkesda

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah
1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis

Dinas Perhubungan
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PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dinas Sosial

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya
Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN

Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Sarana dan Prasarana Keistimewaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN

Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3)

Penyimpanan sementara Limbah B3

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pengelolaan Sampah

UPTD Laboratorium Lingkungan

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pengelolaan Sampah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Penyusunan Profil Kependudukan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENATAAN DESA

Penyelenggaraan Penataan Desa

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan
Budaya Lokal

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Penerbitan lzin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penataan Organisasi

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Pendidikan Berbasis Budaya

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya

Pengembangan Industri Kreatif

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman

Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya

Kapanewon Piyungan; Kapanewon Dlingo; Kapanewon Imogiri; Kapanewon Pandak; Kapanewon Bantul; Kapanewon
Kretek; Kapanewon Bambanglipuro; Kapanewon Jetis; Kapanewon Kasihan; Kapanewon Pajangan; Kapanewon
Sanden; Kapanewon Sedayu; Kapanewon Srandakan; Kapanewon Banguntapan; Kapanewon Pundong

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Kapanewon Pleret

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10
(Sepuluh) Tahun

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut lkan dengan Ukuran sampai dengan
10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan lkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

UPTD Balai Budidaya lkan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Pengelolaan Pembudidayaan lkan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dinas Pariwisata

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Pengembangan Prasarana Pertanian

Pembangunan Prasarana Pertanian

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam
daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual
Langsung Minum di Tempat

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan
Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

PROGRAM STABILISAS| HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Penerbitan Izin Usaha Industri (1Ul), 1zin Perluasan Usaha Industri (IPUI), I1zin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan
I1zin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Puskesmas Banguntapan lll

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Peningkatan Budaya Pemerintahan

Dinas Sosial

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Peningkatan Budaya Pemerintahan

Sekretariat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Bagian Tata Pemerintahan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Administrasi Tata Pemerintahan

Fasilitasi Kerja Sama Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Bagian Perencanaan dan Keuangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Bagian Hukum

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Organisasi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penataan Organisasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Peningkatan Budaya Pemerintahan

Bagian Umum dan Protokol

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
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PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang

Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Peningkatan Budaya Pemerintahan

Kapanewon Piyungan; Kapanewon Dlingo; Kapanewon Imogiri; Kapanewon Pandak; Kapanewon Bantul; Kapanewon
Kretek; Kapanewon Sedayu; Kapanewon Srandakan; Kapanewon Banguntapa; Kapanewon Pundong; Kapanewon Sanden;
Kapanewon Pajangan; Kapanewon Kasihan; Kapanewon Jetis; Kapanewon Bambanglipuro;

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Kapanewon Sewon; Kapanewon Pleret

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Layanan Administrasi DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Pembahasan Kebijakan Anggaran

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan Kapasitas DPRD

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Fasilitasi Tugas DPRD

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

KEUANGAN

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Mutasi dan Promosi ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

Kapanewon Piyungan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Dlingo

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Imogiri

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

59



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Pandak

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Bantul

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Kretek

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Bambanglipuro

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Kapanewon Jetis

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Kasihan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Pajangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Sanden

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Sedayu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

63



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Sewon

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Srandakan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025 5%

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Banguntapan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Pundong

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kapanewon Pleret

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

66



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

3
TAHUN 2025 ii%%

PROGRAMY/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanan Tahunan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Sosial

Sumber: Bag. Organisasi, RKPD TA 2025 Perubahan, Bappeda Kab. Bantul, data diolah

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
a. Latar Belakang

Arah  penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan
pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal
atau disingkat SPM yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi
masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
yaitu pasal 11 ayat 3 bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian
substansinya merupakan pelayanan dasar; dan pasal 18 bahwa
penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
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menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud
adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara,
meliputi 6 (enam) urusan wajib yaitu: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan
permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan 6) Sosial. Enam urusan tersebut merupakan urusan
pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM
berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing
kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal.

Masing-masing pemerintah daerah tentunya memiliki kemampuan
fiskal, sumber daya manusia, karakteristik maupun potensi lainnya yang
berbeda-beda, sehingga tiap daerah memiliki tantangan masing-masing
dalam melaksanakan penerapan SPM. Bahwa hakikat penerapan SPM
adalah memberikan jaminan kepada warga negara untuk terpenuhi hak
dasarnya supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera
menuju masyarakat yang mandiri, maka pemenuhan SPM dan capaiannya
menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah
daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja
sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat
dalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari

penerapan SPM.

Dasar Hukum

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan penerapan SPM di
berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Keputusan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2025 tentang Target
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2025;
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16. Keputusan Bupati Bantul Nomor 439 Tahun 2025 tentang Pembentukan
Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tahun
2025; dan

17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 594 Tahun 2025 tentang Penetapan
Perubahan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan

Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Kebijakan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat
Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan SPM telah
dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026 yaitu diwujudkan dalam program-program pelayanan dasar
selama periode RPIJMD 2021-2026 pada Tabel 1.9 sebagai berikut.
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Tabel 1.9 Program Pelayanan Dasar RPIJMD 2021-2026 dalam Pemenuhan SPM di Kabupaten Bantul

KONDISI NDISI KINERJA
KINERJA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE
PE'-JAE\’(\‘/I*?‘AN IT(E')’I\‘KEA"QTJ(/D*R i‘/;“’% TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 R A ) pp,fﬁ,fﬁgéﬁﬂé’ ?E@’,ig
DASAR SPM PROGRAM RPJMD
(TAHUN TARGET
T RGET RET ARGET TARGET
2021)
(2) (5) ©) @) ) ©) (1 (11) (12) (13) (14) (
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1 |o1 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENDIDIKAN
1 (01 [02 |[PROGRAM Persentase nia 100|  91.970. 100 92.470. 100 92.922. 100 93.342. 100 99.342. 100 470.04 | DINAS PENDIDIKAN,
PENGELOLAAN capaian SPM Persen 069.372 Persen 069.372 Persen 332.372 Persen 756.372 Persen 756.372 Persen 7.983.860 | KEPEMUDAAN DAN
PENDIDIKAN Pendidikan OLAHRAGA
1 (01 [04 |PROGRAM Kualitas nia 66 217.41| 70 Persen 217.71 75 218.01| 79 Persen 218.31| 83 Persen 220.81| 83 Persen 1.092.2| DINAS PENDIDIKAN,
PENDIDIK  DAN [pendidik  dan Persen 0.642.120 0.642.120| Persen 0.642.120 0.642.120 0.642.120 53.210.60 | KEPEMUDAAN DAN
TENAGA tenaga 0| OLAHRAGA

KEPENDIDIKAN kependidika n
(kepala sekolah)
Pendidikan

Dasar, PAUD
dan PNF sesuai

SPM
1 |02 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN
1 |02 |02 [PROGRAM Indeks 1indeks 1indeks 21.022.| 1indeks 24.842.| 1indeks 22.369.| 1indeks 26.822.| 1indeks 22.196.| 1indeks 117.25| DINAS KESEHATAN
PEMENUHAN pemenuhan 955.117 065.331 095.882 863.349 026.290 3.005.969
UPAYA Upaya
KESEHATAN Kesehatan
PERORANGAN Perorangan dan
DAN UPAYA | Upaya
KESEHATAN Kesehatan
MASYARAKAT Masyarakat
1 |02 |03 [PROGRAM indeks 1 indeks 1 indeks 352.75| 1indeks 354.00| 1indeks 356.00( 1indeks 358.00| 1indeks 360.00| 1indeks 1.780.7 | DINAS KESEHATAN
PENINGKATAN peningkatan 4.220 0.000 0.000 0.000 0.000 54.220
KAPASITAS kapasitas SDMK
SUMBER  DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
1 |02 |02 [PROGRAM Indeks capaian | 1 indeks lindeks| 645.000.000| 1indeks| 665.000.000| 1indeks| 670.000.000| 1indeks| 675.000.000 1indeks| 680.000.000| 1 indeks 3.335.00 | DINAS KESEHATAN
PEMENUHAN SPM 0.000
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
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02

JENIS
PELAYANAN
DASAR SPM

()
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

Indeks
SPM

(©)

capaian

KONDISI

KINERJA

PADA
AWAL

RPJMD

(TAHUN
2021)

(4)
1 indeks

©)
1 indeks

645.00
0.000

RGET

(7)
1 indeks

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026

665.00
0.000

RET
(9)
1 indeks

670.00
0.000

(11)
1 indeks

675.00
0.000

(13)
1 indeks

(14)

680.00
0.000

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (TAHUN 2026)

( (

1 indeks

3.335.0
00.000

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

(17)
DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

725.00
0.000

1 indeks

743.00
0.000

1 indeks

750.00
0.000

1 indeks

768.00
0.000

1 indeks

785.00
0.000

1 indeks

3.771.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

645.00
0.000

1 indeks

665.00
0.000

1 indeks

670.00
0.000

1 indeks

675.00
0.000

1 indeks

680.00
0.000

1 indeks

3.335.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

706.72
0.400

1 indeks

725.00
0.000

1 indeks

743.00
0.000

1 indeks

761.00
0.000

1 indeks

2.901.4
17.064

1 indeks

5.837.1
37.464

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

635.00
0.000

1 indeks

665.00
0.000

1 indeks

670.00
0.000

1 indeks

675.00
0.000

1 indeks

680.00
0.000

1 indeks

3.325.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYAKESEHATA
N PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

635.00
0.000

1 indeks

665.00
0.000

1 indeks

670.00
0.000

1 indeks

675.00
0.000

1 indeks

680.00
0.000

1 indeks

3.325.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

635.00
0.000

1 indeks

665.00
0.000

1 indeks

670.00
0.000

1 indeks

675.00
0.000

1 indeks

680.00
0.000

1 indeks

3.325.0
00.000

DINAS KESEHATAN
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INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

KONDISI

KINERJA

PADA
AWAL

RPJMD

(TAHUN
2021)

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026

o

&

2
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; |
k {

TAHUN 2025 ‘=&

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (TAHUN 2026)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

(2)
MASYARAKAT

(

“
9) (@

(11)

(12)

(13)

(14)

( (

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

645.00
0.000

1 indeks

665.00
0.000

1 indeks

670.00
0.000

1 indeks

675.00
0.000

1 indeks

680.00
0.000

1 indeks

3.335.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

845.00
0.000

1 indeks

866.00
0.000

1 indeks

870.00
0.000

1 indeks

872.00
0.000

1 indeks

875.00
0.000

1 indeks

4.328.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

705.83
2.000

1 indeks

725.00
0.000

1 indeks

743.00
0.000

1 indeks

750.00
0.000

1 indeks

755.00
0.000

1 indeks

3.678.8
32.000

DINAS KESEHATAN

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

825.00
0.000

1 indeks

845.00
0.000

1 indeks

850.00
0.000

1 indeks

860.00
0.000

1 indeks

865.00
0.000

1 indeks

4.245.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

745.00
0.000

1 indeks

765.00
0.000

1 indeks

770.00
0.000

1 indeks

775.00
0.000

1 indeks

780.00
0.000

1 indeks

3.835.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

650.00
0.000

1 indeks

670.00
0.000

1 indeks

675.00
0.000

1 indeks

680.00
0.000

1 indeks

687.00
0.000

1 indeks

3.362.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

825.00
0.000

1 indeks

845.00
0.000

1 indeks

850.00
0.000

1 indeks

860.00
0.000

1 indeks

865.00
0.000

1 indeks

4.245.0
00.000

DINAS KESEHATAN
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JENIS
PELAYANAN
DASAR SPM

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

KONDISI

KINERJA

PADA
AWAL
RPJMD
(TAHUN
2021)

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (TAHUN 2026)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

()
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

(

IIIIHIIIIIIIHHHIIII'HIIII
9) (@

(11)

(12)

(13)

(14)

( (

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

675.00
0.000

1 indeks

700.00
0.000

1 indeks

710.00
0.000

1 indeks

715.00
0.000

1 indeks

720.00
0.000

1 indeks

3.520.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

877.00
0.000

1 indeks

845.00
0.000

1 indeks

850.00
0.000

1 indeks

860.00
0.000

1 indeks

865.00
0.000

1 indeks

4.297.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

665.00
0.000

1 indeks

682.00
0.000

1 indeks

699.00
0.000

1 indeks

715.00
0.000

1 indeks

720.00
0.000

1 indeks

3.481.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

665.00
0.000

1 indeks

682.00
0.000

1 indeks

699.00
0.000

1 indeks

715.00
0.000

1 indeks

720.00
0.000

1 indeks

3.481.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

725.00
0.000

1 indeks

743.00
0.000

1 indeks

750.00
0.000

1 indeks

755.00
0.000

1 indeks

765.00
0.000

1 indeks

3.738.0
00.000

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

803.84
4.080

1 indeks

810.00
0.000

1 indeks

815.00
0.000

1 indeks

820.00
0.000

1 indeks

825.00
0.000

1 indeks

4.073.8
44.080

DINAS KESEHATAN

02

02

PROGRAM
PEMENUHAN

Indeks
SPM

capaian

1 indeks

1 indeks

825.00
0.000

1 indeks

845.00
0.000

1 indeks

850.00
0.000

1 indeks

861.00
0.000

1 indeks

865.00
0.000

1 indeks

4.246.0
00.000

DINAS KESEHATAN
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2

KONDISI KONDISI KINERJA
KINERJA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE
JENIS INDIKATOR PADA RPJMD (TAHUN 2026) PERANGKAT DAERAH

PELAYANAN KINERJA AWAL TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
DASAR SPM PROGRAM RPJMD PENANGGUNG JAWAB
TARGET
(C (C

(TAHUN RET Rp TARGET TARGET
2021)
9) (@

(11) 12) (13) (14)

() (
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

1 |02 (02 [PROGRAM Indeks capaian | 1 indeks 1indeks| 695.000.000| 1indeks| 715.000.000| 1 indeks 720.00| 1indeks 725.00| 1indeks 730.00| 1 indeks 3.585.0 | DINAS KESEHATAN
PEMENUHAN SPM 0.000 0.000 0.000 00.000
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

1 |02 (02 [PROGRAM Indeks capaian | 1 indeks 1indeks| 825.000.000| 1indeks| 845.000.000| 1 indeks 850.00| 1 indeks 860.00| 1 indeks 867.00| 1 indeks 4.247.0| DINAS KESEHATAN
PEMENUHAN SPM 0.000 0.000 0.000 00.000
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

1 |02 [02 [PROGRAM Indeks capaian | 1 indeks 1indeks| 645.000.000| 1indeks| 665.000.000| 1 indeks 670.00| 1indeks 675.00| 1 indeks 680.00| 1 indeks 3.335.0 | DINAS KESEHATAN
PEMENUHAN SPM 0.000 0.000 0.000 00.000
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

1 |02 |02 [PROGRAM Indeks capaian | 1 indeks lindeks| 645.000.000| 1indeks| 665.000.000| 1indeks| 670.000.000| 1indeks| 675.000.000( 1indeks| 680.000.000| 1 indeks 3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN
PEMENUHAN SPM
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

1 |02 [02 |[PROGRAM Indeks capaian | 1 indeks 1indeks| 635.000.000| 1indeks| 665.000.000| 1 indeks 670.00| 1indeks 675.00| 1indeks 680.00| 1 indeks 3.325.0 | DINAS KESEHATAN
PEMENUHAN SPM 0.000 0.000 0.000 00.000
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

1 |02 |02 [PROGRAM Bed Occupation | 57,29 - 67 Persen 55.000.00 69 59.950.00| 71 Persen 64.746.00| 73 Persen 69.279.00( 73 Persen 248.975.0 | RUMAH SAKIT
PEMENUHAN Rate (BOR) Persen 0| Persen 0 0 0 00 | PANEMBAHAN SENOPATI

UPAYA Turn Over | 2,69 hari - 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari RUMAH SAKIT

KESEHATAN Interval (TOI) PANEMBAHAN SENOPATI
PERORANGAN - - - " - -
DAN UPAYA | Bed Turn | 46,29 kali - 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali RUMAH SAKIT

KESEHATAN Over (BTO) PANEMBAHAN SENOPATI
MASYARAKAT
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KONDISI KONDISI KINERJA
KINERJA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE
JENIS INDIKATOR PADA RPJMD (TAHUN 2026
PELAVANAN | KiNERiA | wia ( — | s
DASAR SPM PROGRAM RPJIJMD
TARGET
2021)
(2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) () (
1 (03 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1 (03 |03 [PROGRAM Persentase 82,36 83,56 1.684.0 84,38 8.744.2 85,19 8.918.6 85,98 9.489.5 86,76 9.962.5 100 38.799. | DINAS PEKERJAAN
PENGELOLAAN jumlah  rumah | Persen Persen 64.441 Persen 42.764| Persen 67.040 Persen 33.744 Persen 87.119 Persen 095.108 | UMUM, PERUMAHAN DAN
DAN tangga yang KAWASAN
PENGEMBANGA N|mendapatka n PERMUKIMAN
SISTEM akses terhadap
PENYEDIAAN AIR |air minum
MINUM melalui  SPAM
jaringan
perpipaan dan
bukan jaringan
perpipaan
terlindungi
terhadap rumah
tangga di
seluruh
kabupaten yang
layak
1 |03 (05 [PROGRAM Persentase 84,83 87,86 4.896.4 89,89 5.351.7 91,92 5.436.8 93,95 5.500.5 95,98 5.650.6 95,98 26.836. | DINAS PEKERJAAN
PENGELOLAAN jumlah  rumah | Persen Persen 17.653 Persen 16.994| Persen 88.693 Persen 77.563 Persen 35.319 Persen 236.222 | UMUM, PERUMAHAN DAN
DAN tangga yang KAWASAN
PENGEMBANGA N | memperoleh PERMUKIMAN
SISTEM AIR | layanan
LIMBAH pengolahan air
limbah domestik
yang layak
1 |04 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
1 |05 PROGRAM Penyediaan dan| 100 Persen 100 3.788.8 100 4.784.8 100 4.813.3 100 4.984.6 100 4.499.1 100 22.870. | DINAS PEKERJAAN
PENGEMBANGA N | rehabilitasi Persen 00.826 Persen 65.801| Persen 52.381 Persen 87.619 Persen 56.802 Persen 863.429 | UMUM, PERUMAHAN DAN
PERUMAHAN rumah layak KAWASAN PERMUKIMAN
huni bagi korban
bencana
1 |05 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 [05 |02 [PROGRAM Persentase 100 Persen 100 2.384.4 100 2.479.7 100 4.887.4 100 2.541.4 100 3.436.8 100 15.729.| SATUAN POLISI PAMONG
PENINGKATAN Perda dan Persen 12.000 Persen 88.771,20 Persen 60.448 Persen 72.297 Persen 09.527,02 Persen 943.044 | PRAJA
KETENTERAMAN |Perkada yang
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KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(TAHUN
2021)

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (TAHUN 2026)

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
JENIS
PELAYANAN
DASAR SPM

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

()

(©)

TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
TARGET
( (

9) (@

(

(11)

(12)

(13)

(14)

DAN KETERTIBAN | ditegakkan
UMUM
0 (05 |03 |PROGRAM Persentase 20 Persen 25 3.190.6| 30 Persen 2.855.0 35 3.068.0| 40 Persen 3.160.8| 45 Persen 3.034.2| 60 Persen 15.308.| BADAN PENANGGULA
1 PENANGGULANG [warga negara Persen 86.000 00.000| Persen 00.000 00.000 41.000 727.000 | NGAN BENCANA DAERAH
AN BENCANA yang
memperoleh
layanan
informasi rawan
bencana
Persentase 100 Persen 100 100 100 100 100 100 BADAN PENANGGULA
warga negara Persen Persen Persen Persen Persen Persen NGAN BENCANA DAERAH
yang
memperoleh
layanan
pencegahan
dan
kesiapsiagaa
n terhadap
bencana
Persentase 100 Persen 100 100 100 100 100 100 BADAN PENANGGULA
warga negara Persen Persen Persen Persen Persen Persen NGAN BENCANA DAERAH
yang
memperoleh
layanan
penyelamata n
dan  evakuasi
korban bencana
Indeks n/a n/a 45 Persen 55 60 Persen 65 Persen 75 Persen BADAN
Pemulihan Persen PENANGGULA
Pascabencan a NGAN BENCANA DAERAH
1 |05 |04 [PROGRAM Waktu tanggap | 14,48 Menit <15 393.93| < 15 Menit 690.00 <15 495.00 666.00| < 15 Menit 732.60| < 15 Menit 2.977.5| BADAN PENANGGULA
PENCEGAHAN, (response time) Menit 0.000 0.000 Menit 0.000 0.000 0.000 30.000 | NGAN BENCANA DAERAH
PENANGGULANG | penanganan
AN, kebakaran dan
PENYELAMATAN | penyelamata n
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
1 |06 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
1 |06 |02 [PROGRAM Persentase nla 60 673.95| 70 Persen 523.95 75 523.95| 80 Persen 523.95| 85 Persen 523.95| 85 Persen 2.769.7 | DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN |PSKS yang Persen 9.448 9.448| Persen 9.448 9.448 9.448 97.240
SOSIAL mampu
menangani
PPKS
0 (06 |04 |PROGRAM Persentase 80 Persen 75 8.938.7| 75 Persen 9.188.7 75 9.788.9| 80 Persen 9.788.7 | 80 Persen 10.288.| 80 Persen 47.993.| DINAS SOSIAL
1 REHABILITASI (% Persen 51.920 51.920| Persen 24.104 51.920 751.920 931.784
SOSIAL penyandang
disabilitas
terlantar, anak
terlantar, lanjut
usia terlantar
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KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(TAHUN
2021)

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (TAHUN 2026)

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
JENIS
PELAYANAN
DASAR SPM

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

(©)

dan
gelandangan
pengemis yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di luar
panti  (Indikator
SPM)

TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
TARGET
( (

9) (@

(

(11)

(12)

(13)

(14)

Cakupan
pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraa n
sosial yang
tertangani

n/a

70
Persen

(6)

70 Persen

®

70
Persen

(10)

80 Persen

(12)

80 Persen

(14)

80 Persen

(16)

DINAS SOSIAL

06

05

PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN
SOSIAL

Persentase
PMKS yang
masuk di DTKS
penerima
Jaminan

dan Bantuan
Sosial

50 persen

55
Persen

4.074.3
65.740

60 Persen

4.141.2
65.740

70
Persen

4.141.2
65.740

75 Persen

4.341.2
65.740

80 Persen

5.004.0
80.834

80 Persen

21.702.
243.794

DINAS SOSIAL

06

06

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

Persentase
korban
bencana alam
dan sosial yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya pada
saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten

57 Persen

100
Persen

250.58
2.500

100
Persen

250.58
2.500

100
Persen

518.60
8.626

100
Persen

518.60
8.626

100
Persen

918.60
8.626

100
Persen

2.456.9
90.878

DINAS SOSIAL

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
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TAHUN 2025

Pelantikan H. Abdul Halim Muslih sebagai Bupati Bantul dan H. Aris
Suharyanta sebagai Wakil Bupati Bantul periode tahun 2025-2030 pada
tanggal 20 Februari 2026 berimplikasi pada perlunya penyesuaian arah
kebijakan daerah agar selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
Penyesuaian dimaksud meliputi arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program Perangkat Daerah,
program lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, yang
selanjutnya dituangkan dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Perubahan RPIJMD
tersebut dilaksanakan dalam rangka menjamin keselarasan program
pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul
yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025
tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-
2029 telah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 telah
mengintegrasikan rencana aksi penerapan SPM ke dalam perencanaan yaitu
dengan mencantumkan matriks rencana pencapaian indikator kinerja SPM
tahun 2025-2029 pada dokumen RPJMD, sebagaimana ditunjukkan pada
Tabel 1.10 sebagai berikut:
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Tabel 1.10 Rencana Pencapaian Indikator SPM dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No Tahun Pencapaian SPM (2025)
Dasar

2024

Inisiasi Sumber Instansi
Pendan Pelaksa
aan na

Inisiasi Sumber Instansi
Pendan Pelaksa
aan na

Inisiasi |Sumber Instansi
Pendan Pelaksa
aan na

Inisiasi Sumber Instansi
Pendan Pelaksa
aan na

Indikator Kinerja | Satuan
/ Jenis Layanan
SPM

Pencapaian SPM (2026) Pencapaian SPM (2027) Pencapaian SPM (2028)

Peneri
ma
Layana
n Dasar

Peneri
ma
Layana
n Dasar

Peneri
ma
Layana
n Dasar

Realisa Anggaran
si

Realisa Anggar
si an

Peneri
ma
Layana
n Dasar

Realisa Anggar
si an

Realisa| Anggar
si an

11 17 23

24 ‘ 25 ‘ 26

Inisiasi Sumber Instansi
Pendan Pelaksana
aan

Pencapaian SPM (2029)

Peneri Realisa Anggaran
ma si
Layana
n
Dasar

29

SPM Pendidikan
1 Pendidikan Anak|Orang |21.742 (21.742 |21.742 (29.851.000.(30.000. [APBD [Dinas |21.742 (21.742 30.149.|35.000. |APBD,A |Dinas 21.742 (21.742 |30.451.0|35.000.0/APBD |Dinas 21.742 |21.742 |30.755.5|35.000.0| APBD [Dinas 21.742 |21.742 |(31.063.070.(35.000. [APBD [Dinas
Usia Dini 153 000.000 [APBN  [Pendidik 510.154 |000.000 (PBN Pendidik 05.256 |00.000 |APBN |Pendidik 15.309 (00.000 |APBN [Pendidik 462 000.000 [APBN  [Pendidikan
an an an an
2 Pendidikan Dasar [Orang  |107.398 (107.398 [107.398 (382.906.60 [395.000.|APBD [Dinas |107.398 [107.398 |386.735./395.000.| APBD &|Dinas  |107.398 [107.398 [390.603./400.000.| APBD |Dinas |107.398 |107.398 |394.509./400.000.| APBD |Dinas [107.398 [107.398 |398.454.14 |400.000.(APBD Dinas
0.422 000.000 [APBN  [Pendidik 666.426 [000.000 (APBN  |Pendidik 023.090 |000.000 |APBN  |Pendidik 053.321 |000.000 [APBN  |Pendidik 3.854 000.000 [APBN  [Pendidikan
an an an an
SD Orang |73.137 (73.137 (73.137 (212.714.57 APBD [Dinas |73.137 |73.137 |[214.841.|215.000.| APBD [Dinas |(73.137 |73.137 |216.990.(220.000.|APBD Dinas |73.137 |73.137 |219.160.|220.000. APBD |Dinas |73.137 |73.137 |221.351.64 (220.000.|APBD Dinas
7.080 215.000.|APBN  Pendidik 722.850 [000.000 (APBN  |Pendidik 140.079 (000.000 |APBN  [Pendidik 041.480 |000.000 [APBN  |Pendidik 1.894 000.000 [APBN  [Pendidikan
000.000 an an an an
SMP Orang [34.261 (34.261 [34.261 (170.192.02 APBD [Dinas |34.261 |34.261 |(171.893./180.000.| APBD [Dinas |34.261 |34.261 |173.612.(180.000.| APBD | Dinas [34.261 |34.261 [175.349.(180.000.| APBD |Dinas [34.261 (34.261 |177.102.50 |180.000./APBD Dinas
3.342 180.000.|APBN  |Pendidik 943,575 [000.000 (APBN  |Pendidik 883.011 |000.000 | APBN  |Pendidik 011.841 |000.000 [APBN  |Pendidik 1.960 000.000 [APBN  [Pendidikan
000.000 an an an an
3 Pendidikan Orang [2.413 (2413 |2.413 (5.398.177. APBD [Dinas |2.413 |2.413 5.452.16.000. | APBD &|Dinas |2.413 [2.413 [5.506.68/|6.000.00| APBD | Dinas |2.413 [2.413 |5.561.74|6.000.00( APBD [Dinas |2.413 |2.413 [5.617.364.9|6.000. [APBD &| Dinas
Kesetaraan 300 6.000. [APBN [Pendidik 159.073 |000.000 |APBN  [Pendidik 0.664 |0.000 |APBN |Pendidik 7.470 [0.000 |APBN [Pendidik 45 000.000 [APBN  [Pendidikan
000.000 an an an an
SPM Kesehatan
1 Pelayanan Orang [9.357 [9.250 [9.250 (1.403.141. APBN, [Dinas |8.610 [8.610 [1.313.81 APBN, [Dinas [8.015 [8.015 |1.230.76 APBN, |Dinas |7.460 [7.460 [1.153.30 APBN, |Dinas [6.945 [6.945 |1.081.427.5 APBN, |Dinas
Kesehatan Ibu 000 APBD, [Kesehat 4.920 APBD, |Kesehat 9.580 APBD, [Kesehat 7.120 APBD, |Kesehat 40 APBD, [Kesehatan
Hamil APBD- [an APBD- |an APBD- [an APBD- [an APBD-
DAK, DAK, DAK, DAK, DAK,
BLUD BLUD BLUD BLUD BLUD
2 Pelayanan Orang [9.510 [9.250 |[9.250 |59.040.000 BLUD, |Dinas [8.610 [8.610 |[5.904.00 BLUD, |Dinas [8.015 [8.015 |59.040.0| BLUD, |Dinas |7.460 |[7.460 |59.040.0 BLUD, |Dinas |[6.945 |6.945 |59.040.000 BLUD, |[Dinas
Kesehatan Ibu APBD  |Kesehat 0 APBD |Kesehat 00 APBD  [Kesehat 00 APBD  [Kesehat APBD  [Kesehatan
Bersalin an an an an
3 Pelayanan Orang |7.959 [7.250 [7.250 (316.769.75 BLUD, [Dinas |7.065 |7.065 [310.248. BLUD, |Dinas [6.890 [6.890 [304.079. BLUD, |Dinas [6.700 |6.700 |297.381. BLUD, [Dinas [6.340 |6.340 [284.691.34 BLUD, [Dinas
Kesehatan  Bayil 0 APBD [Kesehat 315 APBD [Kesehat 390 APBD |Kesehat 700 APBD  |Kesehat 0 APBD |Kesehatan
Baru Lahir an an an an
4 Pelayanan Orang |48.829 (42.000 [42.000 (7.561.558. APBD, |Dinas [41.000 [41.000 |7.391.24 APBD, [Dinas |40.000 |40.000 |7.220.92: APBD, |Dinas [39.000 [39.000 (7.050.60 APBD, |Dinas [38.000 (38.000 |6.880.289.8 APBD, |Dinas
Kesehatan Balita 200 APBN, [Kesehat 1.100 APBN, [Kesehat 4.000 APBN, |Kesehat 6.900 APBN, |Kesehat 00 APBN, [Kesehatan
BLUD [an BLUD |an BLUD |an BLUD |an BLUD
5 Pelayanan Orang |121.607 (121.607 {121.607 (7.112.189. APBN, [Dinas |120.600 [120.600 |7.038.15 APBN, [Dinas |119.600 |119.600 |6.969.14 APBN, | Dinas |118.600 [118.600 [6.900.10 APBN, |Dinas [117.600 (117.600 |6.831.139.8 APBN, |Dinas
Kesehatan padal 486 APBD, [Kesehat 1.800 APBD, |[Kesehat 7.800 APBD, |Kesehat 2.800 APBD, |Kesehat 00 APBD, [Kesehatan
Usia Pendidikan| APBD- |an APBD- |an APBD- [an APBD- [an APBD-
Dasar DAK, DAK, DAK, DAK, DAK,
BLUD BLUD BLUD BLUD BLUD
6 Pelayanan Orang |267.474 200.000 [200.000 |2.135.950. APBN, [Dinas  |200.000 [200.000 [2.135.95 APBN, |Dinas  |200.000 [200.000 [2.135.95 APBN, | Dinas [200.000 [200.000 [2.135.95| APBN, [Dinas [200.000 [200.000 |2.135.950 APBN, [Dinas
Kesehatan padal 000 APBD, |Kesehat 0.000 APBD, |Kesehat 0.000 APBD, [Kesehat 0.000 APBD, |Kesehat APBD, [Kesehatan
Usia Produktif APBD- |an APBD- |an APBD- |an APBD- |an APBD-
DAK, DAK, DAK, DAK, DAK,
BLUD BLUD BLUD BLUD BLUD
7 Pelayanan Orang |107.711 (105.000 |105.000 (3.595.410.0 APBD- |Dinas (106.000 (106.000 |3.628.41 APBD- |[Dinas |107.000 |107.000 |3.661.41 APBD- |Dinas [108.000 |108.000 |3.694.41 APBD- |Dinas [109.000 {109.000 |3.727.410.0 APBD- |Dinas
Kesehatan padal 00 DAK, Kesehat 0.000 DAK, Kesehat 0.000 DAK, Kesehat 0.000 DAK, Kesehat 00 DAK, Kesehatan
Usia Lanjut APBD |an APBD |an APBD |an APBD |an APBD
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Indikator Kinerja | Satuan Tahun Pencapaian SPM (2025) Inisiasi Sumber Instansi Pencapaian SPM (2026) Inisiasi Sumber Instansi Pencapaian SPM (2027) Inisiasi Sumber Instansi Pencapaian SPM (2028) | Inisiasi [Sumber Instansi Pencapaian SPM (2029) Inisiasi Sumber Instansi

/ Jenis Layanan
SPM

Dasar Pendan Pelaksa Pendan Pelaksa Pendan Pelaksa Pendan Pelaksa Pendan Pelaksana

A Peneri Realisa Anggaran aai e Peneri Realisa Anggar aall e Peneri Realisa Anggar aall e Peneri Realisa| Anggar aai e Peneri Realisa Anggaran aai

ma si ma si an ma si an ma si an ma si
Layana Layana Layana Layana Layana
n Dasar n Dasar n Dasar n Dasar n
Dasar

11 17 23 24 ‘ 25 ‘ 26 29

masyarakat yang|
terkena  relokasi
program
pemerintah
daerah

Pelayanan Orang 12.105 |12.105 |(2.756.230.2 Dinas [12.230 [12.230 |2.780.64| Dinas |12.370 |12.370 |2.808.36 Dinas [12.496 [12.496 (2.833.30 Dinas [12.636 |12.636 (2.861.028.0 Dinas
Kesehatan 00 Kesehat 0.000 Kesehat 0.000 Kesehat 8.000 Kesehat 00 Kesehatan
Penderita an an an an
Hipertensi

9 Pelayanan Orang |4.401 [4.080 [4.080 (950.707.44 APBD- |[Dinas |4.152 |4.152 |219.624. APBD- [Dinas [4.225 |4.225 |222.987. APBD- |Dinas [4.298 ]4.298 |226.350. APBD- |Dinas [4.371 [4.371 |229.713.22 APBD- |Dinas
Kesehatan 0 DAK, Kesehat 336 DAK, Kesehat 300 DAK, Kesehat 264 DAK, Kesehat 8 DAK, Kesehatan
Penderita APBD |an APBD [an APBD |an APBD |an APBD
Diabetes Melitus

10 Pelayanan Orang [2.578 |2.000 |2.000 |7.227.000.0 APBD |Dinas (2.000 (2.000 |722.700. APBD [Dinas |2.000 |2.000 |722.700.. APBD |Dinas (2.000 |2.000 [722.700. APBD |Dinas [2.000 [2.000 |722.700.00 APBD  |Dinas
Kesehatan Orang 00 Kesehat 000 Kesehat 000 Kesehat 000 Kesehat 0 Kesehatan
dengan an an an an
Gangguan  Jiwal
(ODGJ) berat

11 Pelayanan Orang |11.718 (11.620 |11.620 (8.365.014.7 APBD, [Dinas [9.960 |9.960 [7.176.20; APBD, [Dinas |8.560 |8.560 |6.173.60: APBD, |Dinas |[7.580 |7.580 |5.471.77 APBD, |Dinas [6.820 (6.820 |4.927.329.3 APBD, |Dinas
Kesehatan Orang 60 APBD- |Kesehat 9.088 APBD- [Kesehat 1.880 APBD- |Kesehat 6.840 APBD- |Kesehat 60 APBD- |Kesehatan
terduga DAK an DAK an DAK an DAK an DAK
Tuberkulosis

12 Pelayanan Orang [13.953 (11.264 [11.264 (256.922.94 APBD, [Dinas |11.037 |11.037 |252.071. APBD, [Dinas [10.913 |10.913 |249.421. APBD, |Dinas [10.801 |10.801 |247.028. APBD, |Dinas [10.696 (10.696 |244.784.21 APBD, |Dinas
kesehatan orang| 4 APBD- |Kesehat 727 APBD- [Kesehat 723 APBD- |Kesehat 171 APBD- |Kesehat 6 APBD- |Kesehatan
dengan risiko| DAK, an DAK, an DAK, an DAK, an DAK,
terinfeksi Nirus| BLUD BLUD BLUD BLUD BLUD
yang melemahkan
daya tahan tubuh|
manusia (Human|
Immunodeficiency
Virus)

SPM Pekerjaan Umum

1 Pemenuhan Orang [2.932 (6.800 |6.800 (8.330.000.0 APBD [DPUPK |6.800 |[6.800 |8.500.00] APBD [DPUPK (7.140 |7.140 |9.817.50 APBD |DPUPK |7.440 |7.440 |10.695.0 APBD |DPUPK (7.780 (7.780 |11.670.000. APBD |DPUPKP,
kebutuhan pokok 00 P, PAM 0.000 PPAM 0.000 PPAM 00.000 PPAM 000 PAM
air minum sehari-|
hari

2 Penyediaan Orang |2.452 [1.600 |1.600 (3.500.000.0 APBD [DPUPK |1.600 [1.600 |3.675.00] APBD [DPUPK [1.600 |1.600 |3.850.00 APBD |DPUPK [1.600 |1.600 |4.025.00 APBD |DPUPK [1.600 (1.600 |4.200.000.0 APBD |DPUPKP
pelayanan 00 P 0.000 P 0.000 P 0.000 P 00
pengolahan  air|
limbah domestik

SPM Perumahan Rakyat

1 Penyediaan dan|Orang |- 104 104 610.000.00 APBD |[DPUPK |104 104 660.000. APBD |DPUPK |104 104 660.000. APBD |DPUPK |104 104 660.000. APBD |DPUPK |104 104 660.000.00 APBD |DPUPKP
rehabilitasi rumah| 0 P 000 P 000 P 000 P 0
yang layak huni
bagi korban
bencana
Kabupaten/Kota

2 Fasilitasi Orang |52 20 20 175.382.50 APBD |DPUPK |20 20 185.000 APBD [DPUPK (20 20 185.000. APBD |DPUPK (20 20 185.000. APBD |DPUPK (20 20 185.000.00 APBD |DPUPKP
penyediaan 0 P 000 P 000 P 000 P 0
rumah yang layak|
huni bagi
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Indikator Kinerja | Satuan Tahun Pencapaian SPM (2025) Inisiasi Sumber Instansi Pencapaian SPM (2026) Inisiasi Sumber Instansi Pencapaian SPM (2027) Inisiasi Sumber Instansi Pencapaian SPM (2028) | Inisiasi [Sumber Instansi Pencapaian SPM (2029) Inisiasi Sumber Instansi
/ Jenis Layanan Dasar Pendan Pelaksa Pendan Pelaksa Pendan Pelaksa, Pendan Pelaksa Pendan Pelaksana

SEM A Peneri Realisa Anggaran aai e Peneri Realisa Anggar aall e Peneri Realisa Anggar aall e Peneri Realisa| Anggar aai e Peneri Realisa Anggaran aai

ma si ma si an ma si an ma si an ma si

Layana Layana Layana Layana Layana
n Dasar n Dasar n Dasar n Dasar n
Dasar

11 17 23 24 ‘ 25 ‘ 26 29

Kabupaten/Kota

SPM Trantibumlinmas

1 Pelayanan Orang |100 1.485 (1.485 |271.815.50 APBD |Satuan (1.485 |1.485 [227.389. APBD [Satuan [1.485 |1.485 |247.635. APBD |Satuan (1.485 |1.485 [309.549. APBD |Satuan |1.485 [1.485 |371.488.06 APBD |Satuan
ketentraman dan 0 pamong 800 pamong 780 pamong 608 pamong 9 pamong
ketertiban umum| Praja Praja Praja Praja Praja
(TRANTIBUM)

2 Kebencanaan 780.000.00 1.300.00 1.670.00 1.635.00 1.132.000.0

0 0.000 0.000 0.000 00

a Pelayanan Orang [15.250 (15.327 [15.327 (95.000.000 APBD |BPBD (15.404 |15.404 (95.000.0 APBD [BPBD |15.482 |15.482 |95.000.0 APBD |BPBD [15.560 |15.560 |95.000.0 APBD |BPBD |15.638 (15.638 |387.000.00 APBD |BPBD
informasi  rawan| 00 00 00 0
bencana
(kebencanaan)

b Pelayanan Orang [972.161 (972.259 [972.259 (370.000.00 APBD |BPBD (972.357 |972.357 (870.000. APBD [BPBD [972.455 |972.455 |1.220.00 APBD |BPBD 972553 |972.553 |1.170.00 APBD |BPBD |972.651 (972.651 |370.000.00 APBD |BPBD
pencegahan dan| 0 000 0.000 0.000 0

kesiapsiagaan
terhadap bencana

c Pelayanan Orang |1.306 |955 955 315.000.00 APBD [BPBD |960 960 335.000. APBD [BPBD |965 965 355.000. APBD |BPBD |970 970 370.000. APBD |BPBD [975 975 375.000.00 APBD |BPBD
penyelamatan 0 000 000 000 0
dan evVakuasi
korban bencana

3 Pelayanan Orang [391 145 145 1.128.500.0 APBD [BPBD |145 145 2.778.50 APBD [BPBD |150 150 3.927.00 APBD |BPBD |150 150 1.627.00 APBD |BPBD [160 160 4.977.000.0 APBD |BPBD
penyelamatan 00 0.000 0.000 0.000 00
dan evVakuasi
korban kebakaran|
(DAMKAR)

SPM Sosial

1 Reahbilitasi sosiallOrang |7.500 (266 266 2.806.511.8 APBD |Dinas (266 266 2.806.51 APBD |Dinas (266 266 2.806.51 APBD |Dinas (266 266 2.806.51 APBD |Dinas (266 266 2.806.511.8 APBD  |Dinas
dasar 90 Sosial 1.890 Sosial 1.890 Sosial 1.890 Sosial 90 Sosial
penyandang
disabilitas
terlantar di luar
panti

2 Rehabilitas sosiallOrang |707 21 21 932.997.72 APBD |Dinas (21 21 932.997. APBD [Dinas |21 21 932.997. APBD |Dinas (21 21 932.997. APBD |Dinas (21 21 932.997.72 APBD  |Dinas
dasar anak| 8 Sosial 728 Sosial 728 Sosial 728 Sosial 8 Sosial
terlantar di luar
panti

3 Rehabilitas sosiallOrang |5.763 (848 848 7.378.066.3 APBD |Dinas (848 848 7.378.06 APBD |[Dinas |848 848 7.378.06 APBD |Dinas (848 848 7.378.06 APBD |Dinas (848 848 7.378.066.3 APBD  |Dinas
dasar lanjut usia 31 Sosial 6.331 Sosial 6.331 Sosial 6.331 Sosial 31 Sosial
terlantar di luar
panti
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No Indikator Kinerja | Satuan

/ Jenis Layanan
SPM

Rehabilitas sosiall
dasar tuna sosial
khususnya
gelandangan dan
pengemis di luar|
panti

Orang

Tahun Pencapaian SPM (2025) Inisiasi
Dasar

A Peneri Realisa Anggaran

ma si
Layana
n Dasar

755.478.16
8

Sumber Instansi
Pendan Pelaksa

aan

na

Dinas
Sosial

Pencapaian SPM (2026)

Peneri

ma
Layana
n Dasar

11

Realisa Anggar

si an

168

755.478.

aan

Inisiasi Sumber Instansi
Pendan Pelaksa

na

Dinas
Sosial

Pencapaian SPM (2027) Inisiasi Sumber Instansi
Pendan Pelaksa

Peneri Realisa Anggar aai

ma si an
Layana
n Dasar

17

755.478.
168

na

Dinas
Sosial

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2

Pencapaian SPM (2028)

Peneri

ma

La

yana

n Dasar

23

Realisa| Anggar

si an

168

755.478.

TAHUN 2025

Inisiasi [Sumber Instansi Pencapaian SPM (2029) Inisiasi Sumber Instansi

Pendan Pelaksa Pendan Pelaksana

aan na 5 5 aan
Peneri Realisa Anggaran

ma si
Layana

n
Dasar

29

Dinas 755.478.16 Dinas
Sosial 8 Sosial

5 Perlindungan dan|
jaminan sosial
pada saat]
tanggap dan|
paska  bencana|
bagi korban
bencana
kabupaten/kota

Orang

110 25 25 217.233.75
0

APBD

Dinas
Sosial

25

25

750

217.233.

APBD

Dinas
Sosial

25 25 217.233. APBD
750

Dinas
Sosial

25

25

750

217.233.

APBD  |Dinas 25 25 217.233.75 APBD  |Dinas
Sosial 0 Sosial

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
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d. Arah Kebijakan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA)
merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu
tahun. Rancangan KUA wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA Tahun 2025
mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025. Dalam rangka sinkronisasi proses
perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka
terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur
program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dalam dokumen
RKPD, KUA PPAS, dan RAPBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019.

Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja
yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan pemerintah
daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kondisi
keuangan pemerintah daerah meliputi kondisi ekonomi makro daerah,
asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja
daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang
harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam
melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Rumusan Kebijakan Umum
APBD juga merupakan hasil sinergi yang harmonis antara kebijakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi program dan kegiatan maka
Penyusunan KUA tahun 2025 juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
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KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan
sasaran prioritas pembangunan daerah. KUA Tahun Anggaran 2025 memuat
strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja
yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul pada setiap urusan pemerintahan daerah,
disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta
sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya.
Dalam hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,
program dan kegiatannya dikelompokkan ke dalam 6 Urusan Wajib
Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pilihan,
2 Unsur Pendukung, 4 Unsur Penunjang, 1 Unsur Pengawas, Unsur
Kewilayahan (Kapanewon), dan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan
Bangsa dan Politik).

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor
B/900.1.1/05947/DPRD/2024 dan Nomor B/900.1.1/614/DPRD/2024 tentang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul Tahun Anggaran 2025, tanggal 9 Agustus 2024, menyebutkan bahwa
kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk
mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai
permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan
kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan
dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi
PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Alokasi belanja daerah
disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah dengan memperhatikan
kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka
pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, serta
memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan
earmarked. Prioritas belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pencapaian SPM dituangkan
dalam kebijakan belanja daerah Tahun 2025, di antaranya sebagai berikut:
1. Belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah

menjadi belanja prioritas kedua sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah memprioritaskan terlebinh dahulu pos belanja yang
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mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran
pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang
dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

2. Prioritas penggunaan dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk
mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka
peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.

3. Pemenuhan Penerapan Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
(SPM) menjadi belanja prioritas daerah pada ururan pertama dari 9
belanja prioritas Daerah.

4. Pemenuhan mandatory spending pada KUA 2025 untuk alokasi
anggaran pendidikan telah memenuhi amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta untuk alokasi
anggaran kesehatan telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pencapaian SPM diakomodir ke dalam dokumen KUA Tahun 2025
dengan dicantumkannya rencana pemenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun
2025. Dalam KUA 2025 disebutkan jenis SPM dan indikator SPM yang harus
dipenuhi setiap tahun, dengan target capaian 100% ditunjukkan dalam Tabel

1.11. sebagai berikut:

Tabel 1.11 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi dalam
Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar Indikator Target | RS Wa_ktu
Pencapaian

I. SPM PENDIDIKAN

1. Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun 100% Setiap tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan
dasar
Rata-rata kemampuan literasi dan| Meningkat Setiap tahun
numerasi siswa berdasarkan hasil| dari hasil
Asesmen Nasional dua tahun
sebelum-nya
2. Pendidikan Kesetaraan |Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun 100% Setiap tahun

yang belum menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah yang
perpartisipasi  dalam pendidikan

kesetaraan
Rata-rata kemampuan literasi dan| Meningkat Setiap tahun
numerasi siswa berdasarkan hasil| dari hasil
Asesmen Nasional dua tahun
sebelumnya
3. Pendidikan Anak Usia Dini|Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun 100% Setiap tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan
PAUD
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Jenis Pelayanan Dasar

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 7
TAHUN 2025

Indikator

‘ Target

Batas Waktu
Pencapaian

. SPM KESEHATAN

1. Pelayanan kesehatan ibu
hamil

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan kesehatan

100%

Setiap tahun

2. Pelayanan kesehatan ibu
bersalin

Jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan kesehatan

100%

Setiap tahun

3. Pelayanan kesehatan bayi
baru lahir

Jumlah  bayi baru lahir yang
mendapatkan pelayanan kesehatan

100%

Setiap tahun

4. Pelayanan kesehatan

balita

Jumlah balita yang mendapatkan
pelayanan kesehatan

100%

Setiap tahun

kesehatan
pendidikan

5. Pelayanan
pada usia
dasar

Jumlah anak pada usia pendidikan
dasar yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

100%

Setiap tahun

6. Pelayanan kesehatan
pada usia produktif

Jumlah Warga Negara usia produktif
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

100%

Setiap tahun

7. Pelayanan kesehatan

pada usia lanjut

Jumlah Warga Negara usia lanjut yang
mendapatkan pelayanan kesehatan

100%

Setiap tahun

8. Pelayanan kesehatan
penderita hipertensi

Jumlah Warga Negara penderital
hipertensi usia 15 tahun ke atas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan

100%

Setiap tahun

9. Pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus

Jumlah Warga Negara penderita
diabetes melitus usia 15 tahun ke atas
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

100%

Setiap tahun

10. Pelayanan kesehatan
orang dengan gangguan
jiwa berat

Jumlah  Warga Negara dengan
gangguan jiwa berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan

100%

Setiap tahun

kesehatan
terduga

11. Pelayanan
orang
tuberkulosis

Jumlah  Warga Negara terdugal
tuberkulosis yang  mendapatkan
pelayanan kesehatan

100%

Setiap tahun

12. Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko
terinfeksi  virus  yang
melemahkan daya tahan
tubuh manusia (Human
Immunodeficiency virus)

Jumlah Warga Negara dengan risiko
terinfeksi virus yang melemahkan dayal
tahan tubuh  manusia (Human
Immunodeficiency virus) yang
mendapatkan pelayanan kesehtan

100%

Setiap tahun

lll. SPM PEKERJAAN UMUM

1. Penyediaan kebutuhan
pokok air minum sehari-
hari

Jumlah  Warga  Negara yang
memperoleh kebutuhan pokok air
minum sehari- hari

100%

Setiap tahun

2. Penyediaan pelayanan
pengolahan air limbah
domestik

Jumlah  Warga  Negara yang
memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik

100%

Setiap tahun

IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT

1. Penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang
layak huni bagi korban

bencana kabupaten/ kota

korban
rumah

Jumlah Warga Negara
bencana yang memperoleh
layak huni

100%

Setiap tahun

2. Fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni
bagi masyarakat yang
terkena relokasi program
Pemerintah Daerah
kabupaten/ kota

Jumlah Warga Negara yang terkena
relokasi akibat program Pemerintah
Daerah  kabupaten/ kota yang
memperoleh fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni

100%

Setiap tahun

V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jumlah  Warga  Negara yang

100%

Setiap tahun
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Jenis Pelayanan Dasar

dan ketertiban umum

Indikator

memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum perda dan perkada

Kabupaten/Kota

‘ Target

Batas Waktu
Pencapaian

1. Pelayanan ketenteraman

2. Pelayanan informasi

rawan bencana

Jumlah  Warga  Negara  yang
memperoleh layanan informasi rawan
bencana

100%

Setiap tahun

3. Pelayanan  pencegahan
dan kesiap  siagaan
terhadap bencana

Jumlah  Warga  Negara  yang
memperoleh layanan Pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana

100%

Setiap tahun

4. Pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban
bencana

Jumlah  Warga  Negara  yang
memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana

100%

Setiap tahun

5. Pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban
kebakaran

Jumlah  Warga  Negara  yang
memperoleh layanan penyelamatan
dan eVakuasi korban kebakaran

100%

Setiap tahun

VI. SPM SOSIAL

1. Rehabilitasi sosial dasar
penyandang  disabilitas
terlantar di luar panti

Jumlah Warga Negara penyandang
disabilitas terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial di luar panti

100%

Setiap tahun

2. Rehabilitasi sosial dasar
anak terlantar di luar panti

Jumlah anak terlantar yang
memperoleh rehabilitasi sosial di luar
panti

100%

Setiap tahun

3. Rehabilitasi sosial dasar
lanjut usia terlantar di luar
panti

Jumlah Warga Negara lanjut usial
terlantar yang memperoleh rehabilitasi
sosial di luar panti

100%

Setiap tahun

4. Rehabilitasi sosial dasar
tuna sosial khususnya
gelandangan dan
pengemis di luar panti

Jumlah Warga Negara gelandangan
dan pengemis yang memperoleh
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di
luar panti

100%

Setiap tahun

5. Perlindungan dan jaminan
sosial pada saat tanggap
dan paska bencana bagi
korban bencanal
kabupaten/ kota

Jumlah Warga Negara korban
bencana kabupaten/kota yang
memperoleh perlindungan dan
jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban

bencana kabupaten/kota

100%

Setiap tahun

Sumber: Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

Program/Kegiatan SPM Tahun 2025 yang dicantumkan dalam
Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025 ditunjukkan dalam Tabel 1.12 sebagai

berikut:




Tabel 1.12

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program/Kegiatan SPM di Kabupaten Bantul dalam Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025

Program/ Kegiatan

‘ Sasaran Program

SELETERNCIEED

Lokasi Kegiatan

TAHUN 2025

Plafon Anggaran
SENEHETER(R))

SPM PENDIDIKAN

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target |OutcomeKegiatan ’ Target ‘

1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN|Persentase capaian|100 64.779.243.184,00
PENDIDIKAN SPM Pendidikan persen
1.01.02.2.01 |Pengelolaan Pendidikan Persentase capaian|100 persen|Persentase capaian{100 persen|Semua Kecamatan, |37.808.061.520,00
Sekolah Dasar SPM Pendidikan SD SPM Pendidikan SD Semua Kelurahan
1.01.02.2.02 |Pengelolaan Pendidikan Persentase  capaian|100 persen|Persentase  capaian|{100 persen|Semua Kecamatan, |24.654.471.316,00
Sekolah Menengah Pertama SPM Pendidikan SMP SPM Pendidikan SMP Semua Kelurahan
1.01.02.2.03 [Pengelolaan Pendidikan Anak Persentase  capaian|100 persen|Persentase  capaian|100 persen|Semua Kecamatan, |1.965.285.348,00
Usia Dini (PAUD) SPM Pendidikan PAUD SPM Pendidikan PAUD Semua Kelurahan
1.01.02.2.03 |Pengelolaan Pendidikan Persentase  capaian|100 persen|Persentase  capaian|100 persen|Semua Kecamatan, |351.425.000,00
Nonformal/Kesetaraan SPM Pendidikan Non SPM Pendidikan Non Semua Kelurahan
Formal/Kesetaraan Formal/Kesetaraan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN|Kualitas pendidik dan|79 persen 36.348.591.000,00
TENAGA KEPENDIDIKAN tenaga kependidikan
(kepala sekolah)
Pendidikan Dasar,
PAUD dan PNF
sesuai SPM
1.01.04.2.01 |Pemerataan Kuantitas dan Pemerataan Kuantitas|8.339 guru [Pemerataan Kuantitas|8.339 guru |Semua Kecamatan, |36.348.591.000,00
Kualitas Pendidik dan Tenaga dan Kualitas PTK dan Kualitas PTK Semua Kelurahan
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Dasar, PAUD, dan PAUD dan Pendidikan PAUD dan Pendidikan
Pendidikan Nonformal/ Non Formal Non Formal
Kesetaraan
SPM KESEHATAN
1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN|Cakupan Pelayanan [100 6.326.862.497,00
UPAYA KESEHATAN|Jamkesda Indeks|Persen
PERORANGAN DAN UPAYA|pemenuhan UKP|1 indeks
KESEHATAN MASYARAKAT |UKM Indeks|1 indeks
pemenuhan Upayal|l Indeks
Kesehatan
Perorangan dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat  Indeks
capaian SPM

89




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Program/ Kegiatan

‘ Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Plafon Anggaran
SENEHETER(R))

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan ’ Target ‘
1.02.02.2.01 |Penyediaan Fasilitas Indeks Penyediaan|1 indeks |Indeks Penyediaan|lindeks [Semua Kecamatan, |2.747.563.413,00
Pelayanan Kesehatan untuk Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan Semua Kelurahan
UKM dan UKP Kewenangan Kesehatan untuk UKM Kesehatan untuk UKM
Daerah Kabupaten/Kota dan UKP dan UKP
1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Indeks Penyediaan|1l indeks |Indeks Penyediaan|lindeks [Semua Kecamatan, |3.335.068.968,00
Kesehatan untuk UKM dan Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kesehatan untuk UKM Kesehatan untuk UKM
Kabupaten/Kota dan UKP dan UKP
1.02.02.2.03 |Penyelenggaraan Sistem Aplikasi yang|2 Aplikasi |Aplikasi yang|2 Aplikasi |Semua Kecamatan, [185.625.000,00
Informasi Kesehatan terintegrasi dalam terintegrasi dalam Semua Kelurahan
Secara Terintegrasi Sistem Informasi Sistem Informasi
Kesehatan Kesehatan
1.02.02.2.04 |Penerbitan Izin Rumah Sakit Rumah sakit yang|6 Rumah [Aplikasi yang|2 Aplikasi |Semua Kecamatan, [58.605.116,00
Kelas C, D dan Fasilitas mendapatkan Sakit terintegrasi dalam Semua Kelurahan
Pelayanan Kesehatan Tingkat perpanjangan izin Sistem Informasi
Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan
1.02.4.01.0.00.01.0001 Puskesmas Srandakan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(|Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|Semua Kecamatan, {15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Srandakan Srandakan
Kabupaten/Kota
1.02.4.01.0.00.01.0002 Puskesmas Sanden
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN|Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, |15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Sanden Sanden
Kabupaten/Kota
1.02.4.01.0.00.01.0003 Puskesmas Kretek
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN|Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, |15.000.000,00
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Program/ Kegiatan

‘ Sasaran Program

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ;

Sasaran Kegiatan

Lokasi Kegiatan

TAHUN 2025

Plafon Anggaran
SEINEETEN (o)

Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target |OutcomeKegiatan ’ Target ‘

UKM
Kretek

Puskesmas

UKM
Kretek

Puskesmas

Semua Kelurahan

1.02.4.01.0.00.01.0004 Puskesmas Pundong

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan
UKM
Pundong

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Cakupan
UKM
Pundong

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00

1.02.4.01.0.00.01.0005 Puskesmas Bambangl

ipuro

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan  pelayanan
UKM Puskesmas
Bambanglipuro

100 persen

Cakupan  pelayanan
UKM Puskesmas
Bambanglipuro

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00

1.02.4.01.0.00.01.0006 Puskesmas Pandak |

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan
UKM
Pandak |

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Cakupan
UKM
Pandak |

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00

1.02.4.01.0.00.01.0007 Puskesmas Pandak Il

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan
UKM
Pandak Il

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Cakupan
UKM
Pandak Il

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00
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‘ Sasaran Program | Sasaran Kegiatan ‘ Plafon Anggaran

Program/ Kegiatan EENERIETER(R))

Lokasi Kegiatan

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target |OutcomeKegiatan ’ Target ‘

1.02.4.01.0.00.01.0008 Puskesmas Bantul |

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, |15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Bantul | Bantul |
Kabupaten/Kota

1.02.4.01.0.00.01.0009 Puskesmas Bantul Il

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN|Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|Semua Kecamatan, {15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Bantul Il Bantul Il
Kabupaten/Kota

1.02.4.01.0.00.01.0010 Puskesmas Jetis |

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|Semua Kecamatan, {15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas Jetis UKM Puskesmas Jetis Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah | |
Kabupaten/Kota

1.02.4.01.0.00.01.0011 Puskesmas Jetis Il

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(|Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, |15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas Jetis UKM Puskesmas Jetis Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah 1l 1l
Kabupaten/Kota

1.02.4.01.0.00.01.0012 Puskesmas Imogiri |

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(|Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
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TAHUN 2025

‘ Sasaran Program | Sasaran Kegiatan ‘ Plafon Anggaran

Program/ Kegiatan EENERIETER(R))

Lokasi Kegiatan

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target |OutcomeKegiatan ’ Target ‘

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, |15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Imogiri | Imogiri |
Kabupaten/Kota

1.02.4.01.0.00.01.0013 Puskesmas Imogiri Il

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, |15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Imogiri Il Imogiri Il
Kabupaten/Kota

1.02.4.01.0.00.01.0014 Puskesmas Dlingo |

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(|Indeks capaian SPM |1 Indeks 111.714.126,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, |111.714.126,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Dlingo | Dlingo |
Kabupaten/Kota

1.02.4.01.0.00.01.0015 Puskesmas Dlingo I

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, |15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Dlingo Il Dlingo Il
Kabupaten/Kota

1.02.4.01.0.00.01.0016 Puskesmas Pleret

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(|Indeks capaian SPM |1 Indeks 111.714.126,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, (111.714.126,00
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Program/ Kegiatan

‘ Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Plafon Anggaran
SEINEETEN (o)

Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target |OutcomeKegiatan ’ Target ‘

UKM
Pleret

Puskesmas

UKM
Pleret

Puskesmas

Semua Kelurahan

1.02.4.01.0.00.01.0017 Puskesmas Piyungan

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan
UKM
Piyungan

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Cakupan
UKM
Piyungan

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00

1.02.4.01.0.00.01.0018 Puskesmas Banguntapan |

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan  pelayanan
UKM Puskesmas
Banguntapan |

100 persen

Cakupan  pelayanan
UKM Puskesmas
Banguntapan |

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00

1.02.4.01.0.00.01.0019 Puskesmas Banguntapan Il

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan  pelayanan
UKM Puskesmas
Banguntapan Il

100 persen

Cakupan  pelayanan
UKM Puskesmas
Banguntapan Il

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00

1.02.4.01.0.00.01.0020 Puskesmas Banguntapan llI

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan  pelayanan
UKM Puskesmas
Banguntapan Il

100 persen

Cakupan  pelayanan
UKM Puskesmas
Banguntapan Il

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00
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Program/ Kegiatan

‘ Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lokasi Kegiatan

TAHUN 2025

Plafon Anggaran
SENEHETER(R))

1.02.4.01.0.00.01.0021 Puskesmas Sewon |

‘ Indikator Kinerja | Target

| Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan ’ Target ‘

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan
UKM
Sewon |

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Cakupan
UKM
Sewon |

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00

1.02.4.01.0.00.01.0022 Puskesmas Sewon Il

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan
UKM
Sewon Il

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Cakupan
UKM
Sewon ||

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00

1.02.4.01.0.00.01.0023 Puskesmas Kasihan |

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

47.238.042,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan
UKM
Kasihan |

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Cakupan
UKM
Kasihan |

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

47.238.042,00

1.02.4.01.0.00.01.0024 Puskesmas Kasihan Il

1.02.02

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Cakupan
UKM
Kasihan Il

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Cakupan
UKM
Kasihan Il

pelayanan
Puskesmas

100 persen

Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15.000.000,00

1.02.4.01.0.00.01.0025 Puskesmas Pajangan

1.02.02

PROGRAM
UPAYA

PEMENUHAN
KESEHATAN

Indeks capaian SPM

1Indeks

15.000.000,00
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Program/ Kegiatan

‘ Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Plafon Anggaran
SEINEETEN (o)

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target |OutcomeKegiatan ’ Target ‘

Penyediaan Air Minum (SPAM)

dengan jumlah rumah

daerha kabupaten

1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, |15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Pajangan Pajangan
Kabupaten/Kota
1.02.4.01.0.00.01.0026 Puskesmas Sedayu |
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(|Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|{Semua Kecamatan, |15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Sedayu | Sedayu |
Kabupaten/Kota
1.02.4.01.0.00.01.0027 Puskesmas Sedayu Il
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN(Indeks capaian SPM |1 Indeks 15.000.000,00
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Cakupan  pelayanan|100 persen|Cakupan  pelayanan|100 persen|Semua Kecamatan, {15.000.000,00
Kesehatan untuk UKM dan UKM Puskesmas UKM Puskesmas Semua Kelurahan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Sedayu I Sedayu I
Kabupaten/Kota
SPM PEKERJAAN UMUM
1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN|Persentase  jumlah|85,98 2.828.258.767,00
DAN PENGEMBANGAN(rumah tangga yang|Persen
SISTEM PENYEDIAAN AIR|mendapatkan akses
MINUM terhadap air minum
melalui SPAM
jaringan  perpipaan
dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi
terhadap rumah
tangga di seluruh
kabupaten yang layak
1.03.03.2.01 |Pengelolaan dan Rumah tangga dengan|100 persen|Capaian kinerja|100 persen|{Semua Kecamatan, |2.828.258.767,00
Pengembangan Sistem akses air bersih dibagi pengelolaan SPAM di Semua Kelurahan
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‘ Sasaran Program

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran Kegiatan

Lokasi Kegiatan

TAHUN 2025

Plafon Anggaran
SENEHETER(R))

di Daerah Kabupaten/Kota

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target |OutcomeKegiatan ’ Target ‘

tangga kali 100%

1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN|Persentase  jumlah|93,95 11.906.245.996,00
DAN PENGEMBANGAN(rumah tangga yang|Persen
SISTEM AIR LIMBAH memperoleh layanan
pengolahan air
limbah domestik
yang layak
1.03.05.2.01 |Pengelolaan dan Persentase rumah|(93,95 Capaian kinerja|100 persen|Semua Kecamatan, |11.906.245.996,00
Pengembangan Sistem Air tangga berakses|Persen pengelolaan dan Semua Kelurahan
Limbah Domestik dalam sanitasi layak pengembangan sistem
Daerah Kabupaten/Kota air limbah domestik
SPM PERUMAHAN RAKYAT
1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.02 PROGRAM Penyediaan dan|100 657.930.000,00
PENGEMBANGAN rehabilitasi persen
PERUMAHAN rumah layak huni
bagi
korban bencana
1.04.02.2.01 |Pendataan Penyediaan dan Jumlah Data|2 Jenis Capaian kinerja|100 Semua Kecamatan, |3.060.000,00
Rehabilitasi Rumah Korban penyediaan dan penyediaan dan|Persen Semua Kelurahan
Bencana atau Relokasi rehabilitasi rumah rehabilitasi rumah
Program Kabupaten/Kota korban bencana/ korban bencana
relokasi
1.04.02.2.02 |Sosialisasi dan Persiapan Data penyediaan dan |1 Jenis Capaian kinerja|100 persen|Semua Kecamatan, [2.677.500,00
Penyediaan dan Rehabilitasi rehabilitasi rumah sosialisasi dan Semua Kelurahan
Rumah Korban Bencana atau korban bencana/ penyediaan rumah bagi
Relokasi Program relokasi korban bencana atau
Kabupaten/Kota relokasi program
pemerintah
1.04.02.2.03 [Pembangunan dan Rehabilitasi Pembangunan dan|10 unit Capaian kinerja|100 persen|Semua Kecamatan, |652.192.500,00
Rumah Korban Rehabilitasi Rumah pembangunan dan Semua Kelurahan
Bencana atau Relokasi Korban Bencana atau rehabilitasi rumah
Program Kabupaten/Kota Relokasi korban bencana
SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN|Persentase Perda dan|100 3.489.177.477,00
KETENTERAMAN DAN|Perkada yang|persen
KETERTIBAN UMUM ditegakkan
1.05.02.2.01 [Penanganan Gangguan Persentase 100 persen|Persentase 100 persen|Semua Kecamatan, |2.247.262.372,00
Ketenteraman dan Ketertiban pelanggaran pelanggaran Semua Kelurahan
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Program/ Kegiatan

‘ Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Plafon Anggaran
SENEHETER(R))

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target |OutcomeKegiatan ’ Target ‘

Umum dalam 1 (Satu) Daerah kantrantibmas yang kantrantibmas yang
Kabupaten/ Kota ditindaklanjuti ditindaklanjuti
1.05.02.2.02 |[Penegakan Peraturan Daerah Persentase 100 persen|Persentase 100 persen|Semua Kecamatan, |1.226.931.605,00
Kabupaten/Kota dan Peraturan pelanggaran Perda pelanggaran Semua Kelurahan
Bupati/Wali Kota yang ditindaklanjuti Perda yang
ditindaklanjuti
1.05.02.2.03 [Pembinaan Penyidik Pegawai Capaian kegiatan|100 persen|Capaian kegiatan|100 persen|Semua Kecamatan, |14.983.500,00
Negeri Sipil (PPNS) pembinaan PPNS pembinaan PPNS Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota
SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBENCANAAN

1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.03 PROGRAM Persentase warga|40 persen 4.624.867.598,00
PENANGGULANGAN negara yang
BENCANA memperoleh layanan
informasi rawan
bencana
1.05.03.2.01 |Pelayanan Informasi Rawan Capaian Kinerja|66 persen |Capaian Kinerja|66 persen |Semua Kecamatan, |155.698.500,00
Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Informasi Pelayanan  Informasi Semua Kelurahan
Rawan Bencana Rawan Bencana
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02 |Pelayanan Pencegahan dan Capaian Kinerja|75 persen |Capaian Kinerja|75 persen |Semua Kecamatan, |3.225.335.309,00
Kesiapsiagaan Terhadap Pelayanan Pelayanan Semua Kelurahan
Bencana Pencegahan dan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
terhadap Bencana terhadap Bencana
1.05.03.2.03 |Pelayanan Penyelamatan dan Capaian Kinerja|100% Capaian Kinerja|100% Semua Kecamatan, |1.027.206.389,00
Evakuasi Korban Pelayanan Pelayanan Semua Kelurahan
Bencana Penyelamatan dan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Evakuasi Korban
Bencana Bencana
1.05.03.2.04 |Penataan Sistem Dasar Capaian Kinerja|87 persen [Capaian Kinerja|87 persen |Semua Kecamatan, [216.627.400,00
Penanggulangan Bencana Pelayanan Sistem Pelayanan Sistem Semua Kelurahan
Dasar Dasar
Penanggulangan Penanggulangan
Bencana Bencana
SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBENCANAAN
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, |Persentase 100 1.904.093.450,00
PENANGGULANGAN, pelayanan persen
PENYELAMATAN penyelamatan dan
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ;

Sasaran Kegiatan

Lokasi Kegiatan

TAHUN 2025 ==

Plafon Anggaran
SEINEETEN (o)

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan ’ Target ‘
KEBAKARAN DAN|evakuasi korban
PENYELAMATAN NON kebakaran
KEBAKARAN
1.05.04.2.01 |Pencegahan, Pengendalian, Capaian Kinerja|87 persen [Capaian Kinerja|87 persen |Semua Kecamatan, |1.384.944.300,00
Pemadaman, Penyelamatan, Pelayanan Pelayanan Semua Kelurahan
dan Penanganan Bahan Pencegahan, Pencegahan,
Berbahaya  dan Beracun Pengendalian, Pengendalian,
Kebakaran dalam  Daerah Pemadaman, Pemadaman,
Kabupaten/Kota Penyelamatan, dan Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Berbahaya dan
Beracun Beracun
1.05.04.2.02 |Inspeksi Peralatan Proteksi Capaian Kinerja|70 persen [Capaian Kinerja|70 persen |Semua Kecamatan, |14.999.800,00
Kebakaran Pelayanan Inspeksi Pelayanan Inspeksi Semua Kelurahan
Peralatan Proteksi Peralatan Proteksi
Kebakaran Kebakaran
1.05.04.2.04 |Pemberdayaan Masyarakat Capaian Kinerja 86 persen [Capaian Kinerja 86 persen |Semua Kecamatan, |258.499.550,00
dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Pemberdayaan Semua Kelurahan
Masyarakat Masyarakat
dalam Pencegahan dalam Pencegahan
Kebakaran Kebakaran
1.05.04.2.05 |Penyelenggaraan Operasi Capaian Kinerja|100 persen|Capaian Kinerja|100 persen|Semua Kecamatan, |245.649.800,00
Pencarian dan Pertolongan Pelayanan Pelayanan Semua Kelurahan
Terhadap Kondisi Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Membahayakan Manusia Operasi Pencarian dan Operasi Pencarian dan
Pertolongan terhadap Pertolongan terhadap
Kondisi Kondisi
Membahayakan Membahayakan
Manusia Manusia
SPM SOSIAL
1.06.2.22.4.01.01.0000 Dinas Sosial
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI|Persentase 80 persen 9.175.593.339,00
SOSIAL penyandang
disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan
gelandangan
pengemis yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
(Indikator SPM)
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Program/ Kegiatan

‘ Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Plafon Anggaran
SEINEETEN (o)

‘ Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target |OutcomeKegiatan ’ Target ‘
1.06.04.2.01 |Rehabilitasi  Sosial Dasar cakupan layanan |68 persen |cakupan layanan |68 persen |Semua Kecamatan, |9.175.593.339,00
Penyandang Disabilitas terhadap penyandang terhadap penyandang Semua Kelurahan
Terlantar, Anak Terlantar, disabilitas terlantar, disabilitas terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta anak terlantar, lanjut anak terlantar, lanjut
Gelandangan Pengemis di Luar usia terlantar dan usia terlantar dan
Panti Sosial gepeng di luar panti gepeng di luar panti
berbasis data PMKS berbasis data PMKS
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN |Persentase korban|100 persen 124.203.400,00
BENCANA bencana alam dan
sosial yang terpenuhi
kebutuhan  dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten
1.06.06.2.01 |Perlindungan Sosial Korban Capaian 85 persen [Capaian 85 persen |Semua Kecamatan, |124.203.400,00
Bencana Alam dan Sosial pemberdayaan pemberdayaan Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota masyarakat masyarakat
kesiapsiagaan kesiapsiagaan
bencana bencana
JUMLAH 142.671.529.602,00

Sumber: Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025 Kab. Bantul dalam Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun 2025, data diolah
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Dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Perubahan
Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berdasarkan Perubahan RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan
antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bantul, Nomor B/900.1.1/04688/DPRD/2025 dan Nomor
B/900.1.1/579/DPRD/2025, tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025,
tanggal 14 Juli 2025.

Secara keseluruhan, belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025  diperkirakan  mengalami  penurunan  sebesar
Rp39.338.873.980,62 yaitu pada APBD 2025 sebesar
Rp2.671.602.861.975,03 menjadi Rp2.632.263.987.994,41. Penurunan
belanja pada Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2025 ini
merupakan hasil tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan
Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 bahwa dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2025
harus memastikan kesesuaian-kesesuaian penyelenggaraan pembangunan
daerah dengan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati, serta
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan 31 Maret 2025
(Triwulan 1), terdapat beberapa penambahan belanja yang antara lain
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, yaitu:

1. Urusan Pendidikan untuk rehabilitasi bangunan SD yang rusak.
2. Urusan Kesehatan untuk pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai

(BMHP) untuk pelayanan kesehatan dasar.
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3. Urusan Sosial untuk bantuan sosial masyarakat miskin ekstrem.

4. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk perbaikan sarana dan
prasarana umum pasca bencana, dan perbaikan sambungan rumah
pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di zona terdampak negatif
TPA Piyungan.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk penataan dan

penertiban reklame.
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BAB I

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian
kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya

dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1 Matriks Capaian Indikator Makro Kabupaten Bantul Tahun 2025.

. . Capaian Kinerja Capaian Kinerja Laju
No Indikator Kinerja Makro Tahun 2024 Tahun 2025 Kinerja (%)
1. Indeks Pembangunan Manusia 82,05 83,03 1,19
2. Angka Kemiskinan 11,66% 11,54% -1,03
3. Angka Pengangguran (Tingkat 3.62% 3.57% 138
Pengangguran Terbuka)
4.  Pertumbuhan Ekonomi (Laju 0 0
PDRB ADHK) 5,04% 4,92% 2,38
5. Pendapatan per Kapita (PDRB
. Rp35.843.000,00 Rp38.187.390,00 6,54
per Kapita ADHB P P
6. Ketimpangan Pendapatan (Gini 0.417 0,427 2 40

Ratio)

Sumber:  Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026; Provinsi DIY Dalam Angka 202; Indeks Pembangunan Manusia DIY
Tahun 2025- No. 70/11/34/Th. XXVII, 5 November 2025; Surat BPS Kab. Bantul No.B-
40/34020/HM.500/2026 Tanggal 2 Maret 2026, Hal: Revisi Data Makro Indikator Kinerja Kunci Kabupaten
Bantul 2026, BPS Kab. Bantul.

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit hasil
turunan indikator-indikator sosial berupa Angka Harapan Hidup saat lahir, Angka
Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta indikator ekonomi
berupa Pengeluaran Per Kapita Riil yang disesuaikan. Capaian kinerja
komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul tahun 2021—
2025 disajikan pada Tabel 2.2. berikut:
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Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Menurut
Komponen, 2021-2025

Tahun
Komponen Satuan
2021 2022 2023 2024 2025
Usia  Harapan Tahun 7389 73,90 7464 74,80 7504
Hidup (UHH) ' ' ' ' '
Harapan Lama
Tahun 1538 15,48 1561 1563 15091
Sekolah (HLS)
Rata-rata Lama
Tahun 9,57 9,59 9.79 981 10,11
Sekolah (RLS)
Pengeluaran Rp*1000/
Riil per Kapita orang/ 15545  16.002 16524  16.851  17.240
tahun
IPM Indeks 80,28 81,04 81,74 82,05 83,03
Pertulrg,\t;“ha” % 0,34 0,95 0,86 0,38 1,19

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia D.l.Yogyakarta Tahun 2025; Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun
2025- No. 70/11/34/Th. XXVII, 5 November 2025, BPS DIY 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul pada tahun 2025
mencapai 83,03 atau meningkat sebesar 1,19% dibanding tahun 2024 yang
mencapai 82,05. Capaian IPM Kabupaten Bantul memiliki status “sangat tinggi”
pada tahun 2025 (IPM>80; berdasarkan kriteria dari United Nations Development
Programme (UNDP)). Hal tersebut menjadi cerminan bahwa kualitas sumber
daya manusia yang tinggi serta memiliki daya saing yang kuat sehingga
eksistensi kehidupannya di masa mendatang menjadi lebih terjamin.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2025 ditinjau dari
komponen penyusunnya (Tabel 2.2) dibandingkan dengan tahun 2024
mengalami perkembangan yang positif pada semua komponen penyusun IPM.
Dimensi umur yang panjang dan sehat mengalami kenaikan (UHH) sebesar
75,04 tahun pada tahun 2025, meningkat 0,24 tahun bila dibandingkan tahun
2024 yang tercapai sebesar 74,80. Pada dimensi pengetahuan, capaian tahun
2025 terhadap indikator HLS dan RLS masing-masing sebesar 15,91 tahun dan
10,11 tahun, meningkat sebesar 0,28 tahun pada indikator HLS dan sebesar 0,3
pada RLS bila dibandingkan dengan tahun 2024. Dimensi standar hidup layak
yang diukur dengan indikator Pengeluaran RIiil Perkapita pada tahun 2025 juga
mengalami kenaikan sebesar Rp389.000,00/orang/tahun bila dibandingkan
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dengan tahun 2024 atau tercapai sebesar Rp17.240.000,00/orang/tahun.

Ditinjau dari laju Pertumbuhan IPM, sejak tahun 2021 mengalami pertumbuhan

yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan pertumbuhan nilai IPM

mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,19% pada tahun 2025 dari tahun

2024.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Tabel 2.3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan
Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2021-2025

Garis Jumlah Persentase Laiu Angka
Tahun Kemiskinan (Rp/ penduduk Penduduk Kem:skine?n (%)
Kapita/ bulan)  miskin (*2000) Miskin (%)
2021 418.265,00 146,98 14,04 4,00
2022 455.511,00 130,13 12,27 -12,61
2023 488.340,00 128,51 11,96 -2,53
2024 510.740,00 126,93 11,66 -2,50
2025 531.456,00 127,25 11,54 -1,03

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026, BPS Kab. Bantul; data diolah

2021

Persentase Penduduk Miskin

2022

2023

2024

2025

Linear (Persentase Penduduk Miskin)

Grafik 2.1  Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Bantul Tahun 2021-
2025. (Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026, BPS Kab. Bantul; Data

Diolah)
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Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang
cenderung menurun pada tahun 2021-2024 (Tabel 2.4 dan Grafik 2.1). Pada
tahun 2021 hingga tahun 2025 tingkat kemisikinan di Kabupaten Bantul
menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan dari 14,04% pada tahun
2021 turun menjadi 11,54% di tahun 2025, meskipun jumlah penduduk miskin
mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 320 orang bila dibandingkan
tahun 2024, namun garis kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar
Rp20.176,00/Kapita/bulan yang ikut andil dalam perhitungan turunnya angka

kemiskinan ini.

2.1.3. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka)

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis
Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2021- 2025

2> Penduduk Persentase Penduduk Menurut Jenis
Tahun 2025 Kegiatan Utama Pada Tahun

Jenis Kegiatan Utama Berusia >15™

2021 2022 2023 2024 2025

(jiwa)
I. Angkatan Kerja 614.314 71,64 74,39 75,06 74,87 74,84
1. Bekerja 592.403 95,96 96,03 96,22 96,38 96,43
2. Pengangguran 21.191 4,04 3,97 3,78 3,62 3,57
Il. Bukan Angkatan Kerja 206.492 28,36 25,61 24,94 25,13 25,16
1. Sekolah 62.003 28,93 29,38 30,99 32,79 30,03
2. Mengurus Rumah Tangga 116.697 57,08 59,13 54,94 55,74 56,51
3. Lainnya 27.792 14,00 11,49 14,06 11,47 13,46
Jumlah 820.806 100 100 100 100 100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 71,64 7439 75,06 74,87 74,84
Tingkat Pengangguran 4,04 3,97 3,78 3,62 3,57

Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2026; BPS Kab. Bantul, 2026

Sejumlah 820.806 jiwa penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2025
termasuk dalam kategori usia kerja (Usia 15 tahun ke atas menurut data BPS).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul ini mencapai
74,84%, yang mengindikasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam
pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bantul pada tahun 2025 mengalami
penurunan sebesar 0,05% bila dibandingkan tahun 2024 atau tercatat sebesar

3,57%, hal ini berarti dari setiap 100 penduduk usia kerja, terdapat sekitar 4 orang
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yang menganggur. Angka ini mencerminkan kondisi pasar kerja di Bantul serta
tantangan yang masih perlu diatasi dalam menciptakan lebih banyak lapangan
pekerjaan.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi (Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan)

Tren Linear Kapasitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami
pertumbuhan ke arah negatif atau mengalami perlambatan sejak tahun 2021.
Peningkatan pertumbuhan sebesar 0,19% dari tahun 2021 ke tahun 2022,
kembali mengalami perlambatan hingga pada tahun 2025 menjadi 4,92% (Grafik
2.2). Berbeda dengan kondisi perekonomian di tingkat Provinsi DIY yang pada
tahun 2025 justru mengalami peningkatan sebesar 0,46% dari tahun 2024

sebesar 5,03% mencapai 5,49% pada tahun 2025.

4.92

2021 2022 2023 2024 2025

e Bantul D.l.Yogyakarta ~ eeceeeee- Linear (Bantul)

Grafik 2.2  Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021-2025 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I.

Yogyakarta (Sumber: BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2026, BPS,
2026, data diolah)

Perlambatan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dibandingkan
dengan tahun 2024 disumbang oleh 7 sektor lapangan usaha (sektor Pengadaan

Listrik dan Gas; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang;
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sektor Konstruksi; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Jasa
Keuangan dan Asuransi; sektor Jasa Perusahaan; sektor Jasa Pendidikan;
sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Administrasi
Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Waijib (Tabel 2.5)).

Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Pertanian Kehutanan dan
Perikanan; dan Sektor Jasa Lainnya merupakan sektor yang mengalami
peningkatan lebih dari 100% pada tahun 2025, namun demikian nampaknya
peningkatan pada sektor-sektor tersebut secara agregat belum dapat
menunjukkan laju pertumbuhan ke arah positif dari tahun 2024 ke tahun 2025.

Tabel 2.5 Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Berdasarkan
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025

LAPANGAN USAHA ADHK TARON Kinerja
2024* 2025 (%)
A Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan 0,84 6,72 700,00
B Pertambangan dan Penggalian 0,50 7,67 1.434,00
C Industri Pengolahan 3,75 4,66 24,27
D Pengadaan Listrik dan Gas 10,27 4,58 -55,40
E Pengadaan Air,Pengelolaan 1,37 -0,68 -149,64
Sampah,Limbah,dan Daur Ulang
F Konstruksi 8,42 -4,17  -149,52
G Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil 4,49 5,54 23,39
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 6,67 8,52 27,74
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,21 7,71 -6,09
J Informasi dan Komunikasi 4,21 4,55 8,08
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,45 1,22 -83,62
L Real Estat 4,14 4,25 2,66
M,  Jasa Perusahaan 5,39 4,97 -7,79
N
O Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan 6,59 6,42 -2,58
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 4,47 6,66 48,99
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 541 7,66 41,59
R, Jasa Lainnya 3,79 7,71 103,43
S,
T,U
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 5,04 4,92 -2,38

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Bantul, 2026; data diolah; *) Angka
Sementara; **)Angka Sangat Sementara
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2.1.5. Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga
Berlaku)

Tabel 2.6 Pendapatan per Kapita Atas PDRB ADHB Menurut Jenis Lapangan
Usaha dan Laju PDRB ADHB Per Jenis Lapangan Usaha Kabupaten
Bantul Tahun 2024-2025

PDRB ADHB pada TAHUN

LAPANGAN USAHA (miliar rupiah) L?;HPBD;JB
20249 2025™

A Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan 4.913,83 5.393,17 9,75
B Pertambangan dan Penggalian 144,02 158,28 9,90
C Industri Pengolahan 5.136,58 5.522,66 7,52
D Pengadaan Listrik dan Gas 51,44 54,13 5,23
E Pengadaan Air,Pengelolaan 26,16 26,15 -0,04

Sampah,Limbah,dan Daur Ulang
F Konstruksi 3.143,83 3.062,87 -2,58

Perdagangan Besar dan 2.973,55 3.198,92 7,58

Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor
H Transportasi dan Pergudangan 1.951,95 2.138,86 9,58
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 4.649,55 5.215,95 12,18

Minum
J Informasi dan Komunikasi 3.212,05 3.409,57 6,15
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.157,35 1.197,19 3,44
L Real Estat 2.217,37 2.388,09 7,70
M, N Jasa Perusahaan 167,54 179,22 6,97
@) Administrasi Pemerintah,Pertanahan 2.516,76 2.650,54 5,32

dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 2.551,64 2.735,85 7,22
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 853,46 930,18 8,99
R, S, Jasa Lainnya 811,64 909,07 12,00
T,U

PDRB ADHB (miliar rupiah) 36.478,72 39.170,70

Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 1.017,75 1.025,75

PDRB ADHB per Kapita*** Rp35.842.515,35 Rp38.187.375,09 .
PDRB ADHB per Kapita**** Rp35.843.000,00 Rp38.187.390,00 0:54%

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Bantul; data diolah; *) Angka
Sementara; **)Angka Sangat Sementara; ™) Berdasarkan perhitungan menggunakan PDRB
ADHB dibagi dengan jumlah penduduk dalam Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026; ™™
Berdasarkan Surat BPS Kab. Bantul No. B-40/34020/HM.500/2026 Tanggal 2 Maret 2026, Hal:
Revisi Data Makro Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bantul 2026, BPS Kab. Bantul
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Capaian laju kinerja Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul yang
dihitung menggunakan data PDRB ADHB pada tahun 2025 dibagi jumlah
penduduk tahun 2025 dalam Kabupaten Bantul Dalam Angka Tahun 2026
diperoleh hasil sebesar 6,54% (Tabel 2.6) atau Pendapatan per Kapita penduduk
Kabupaten Bantul meningkat sebesar Rp2.344.859,74 dari Pendapatan
perkapita Rp35.842.515,35 pada tahun 2024 menjadi Rp38.187.375,09 pada
tahun 2025. Sementara itu, BPS Kabupaten Bantul melalui Surat No. B-
40/34020/HM.500/2026 Tanggal 2 Maret 2026, Hal: Revisi Data Makro Indikator
Kinerja Kunci Kabupaten Bantul 2026 menyampaikan bahwa capaian PDRB per
Kapita pada Tahun 2024 sebesar Rp35.843,00 (dalam ribuan rupiah) dan
Rp38.187,39 (dalam ribuan rupiah) pada tahun 2025, dan laju PDRB ADHB per
Kapita yaitu 6,54% (capaian laju PDRB ADHB per Kapita dalam Surat BPS sama
dengan hasil perhitungan PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk).

Peningkatan laju kinerja Pendapatan per Kapita ini dipengaruhi oleh
meningkatnya nilai PDRB ADHB pada hampir seluruh sektor lapangan usaha
yang mengalami pertumbuhan ke arah positif kecuali pada sektor Pengadaan
Air,Pengelolaan Sampah,Limbah,dan Daur Ulang yang mengalami laju
pertumbuhan negatif sebesar -0,04% dan Sektor lapangan usaha Konstruksi
dengan laju pertumbuhan sebesar -2,58%. Sektor lapangan usaha yang memiliki
andil tertinggi dalam pencapaian peningkatan PDRB ADHB per kapita yaitu
sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,18%. Rincian

lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.6.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Bantul mengalami
perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2021 dengan tren yang menurun
(Grafik 2.3). Angka Indeks Gini Ratio pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,441,
kemudian turun hingga titik terendah sebesar 0,41 pada tahun 2022. Pada tahun
2023 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk mengalami kenaikan menjadi
sebesar 0,454, dan kembali mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2024
menjadi 0,417, dan kembali naik pada tahun 2025 sebesar 0,427.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

0.454

2021 2022 2023 2024 2025

e=¢=mm BANTUL DIY ~ ceeecceee Linear (BANTUL)

Grafik 2.3  Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.l. Yogyakarta Tahun

20212025 (Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2026; BPS DIY, 2026; data
diolah)

Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Bantul
berada pada tingkatan Moderat (nilai antara 0,3 hingga 0,5) dan memiliki
kecenderungan untuk meningkat yang mendekati ke arah ketimpangan tinggi.
Hal ini perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus dari Pemerintah

Kabupaten Bantul untuk mengatasi tingkat kesenjangan.
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2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan
Tabel 2.7 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2025
No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK | Satuan
1 [Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
a |Pendidikan
1 |Persentase anak usia 7-15tahun {Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai
yang berpartisipasi dalam|dengan 15 (lima belas) tahun yang 27 015
pendidikan dasar sedang belajar di satuan pendidikan
dasar 100,00 %
Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai
dengan 15 (lima belas) tahun pada 27.015
kabupaten/kota yang bersangkutan
2 |Persentase anak usia 7-18 tahun | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum
yang berpartisipasi dalam | menyelesaikan pendidikan dasar dan
- L 127.065
pendidikan kesetaraan atau menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan 100,00 %
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar 127.065
dan/atau menengah
3 | Persentase anak usia 5-6 tahun|Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan
yang berpartisipasi dalam|6 (enam) tahun yang sedang belajar di 3.975
pendidikan satuan pendidikan anak usia dini
- - - - 99,97 %
jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan
6 (enam) tahun pada kabupaten/kota 3.976
yang bersangkutan
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
4 | Persentase toilet Sekolah Dasar, | Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah 5 453
Sekolah Menengah Pertama|Menengah Pertama dalam kondisi baik 65,45 %
dalam kondisi baik Jumlah seluruh toilet 3.748
5 |Persentase Ruang Kelas [Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar,
Sekolah Dasar, Sekolah|Sekolah Menengah Pertama dalam 3.293 63.44 %
Menengah Pertama  dalam|kondisi baik '
kondisi baik Jumlah ruang kelas 5.191
Kesehatan
1 |Persentase kematian ibu Jumlah kematian ibu tahun N 9 011 o
Jumlah ibu melahirkan tahun N 8.472 ' °
2 |Prevalensi stunting (pendek dan|Jumlah balita umur O sampai 59 bulan
sangat pendek) pada balita dengan panjang badan atau tinggi badan 3673
kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu
wilayah dan. kurun waktu tertethu 9,05 %
Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan
yang diukur panjang badan atau tinggi
. 40.580
badan pada suatu wilayah dan kurun
waktu yang sama
3 | Persentase pelayanan |Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
kesehatan ibu hamil sesuai|pelayanan antenatal sesuai standar di 8.339
standar wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut ’
dalam kurun waktu satu tahun (nominator) 92,46 %
Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah
kerja kabupaten/ kota tersebut dalam 9.019
kurun waktu satu tahun yang sama
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No

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Elemen Data

Capaian

Parameter

Nilai

IKK

Satuan

Keterangan

Persentase pelayanan
kesehatan ibu bersalin sesuai
standar

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar di
fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah
kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu
satu tahun

8.465

Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah
kerja kabupaten/kota tersebut dalam
kurun waktu satu tahun yang sama

9.019

93,86

%

Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sesuai
standar

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang
mendapatkan pelayanan kesehatan bayi
baru lahir sesuai dengan standar dalam
kurun waktu satu tahun

7.304

Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah
kerja kabupaten/kota tersebut dalam
kurun waktu satu tahun yang sama

7.364

99,19

%

Persentase pelayanan
kesehatan balita sesuai standar

Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang
mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan
mendapatkan  pelayanan  kesehatan
sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan
mendapatkan pelayanan sesuai standar 3

42.147

Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah
kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun
waktu satu tahun yang sama

45.000

93,66

%

Persentase pelayanan
kesehatan pada usia pendidikan
dasar sesuai standar

Jumlah anak usia pendidikan dasar yang
mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standar yang ada di wilayah Kkerja
kabupaten/kota dalam kurun waktu satu

121.607

100,00

%
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No

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Elemen Data

Capaian

Parameter

Nilai

IKK

Satuan

Keterangan

tahun ajaran

Jumlah semua anak usia pendidikan
dasar yang ada di wilayah kerja
kabupaten/kota tersebut dalam kurun
waktu satu tahun ajaran yang sama

121.607

Persentase pelayanan
kesehatan pada usia produktif
sesuai standar

Jumlah orang usia 15-59 tahun di
kabupaten/kota yang  mendapatkan
layanan kesehatan produktif sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun

268.848

100,00

Jumlah orang usia 15-59 tahun di
kabupaten/kota dalam kurun waktu satu
tahun

268.848

%

Persentase warga negara usia
60 tahun ke atas mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar

Jumlah warga negara berusia 60 tahun
atau lebih yang mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di
suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam
kurun waktu satu tahun (nominator)

107.711

Jumlah semua warga negara berusia 60
tahun atau lebih yang ada di suatu
wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun
waktu satu tahun yang sama
(denominator)

107.711

100,00

%
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No

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Elemen Data

Capaian

Parameter

Nilai

IKK Satuan

Keterangan

10

Persentase pelayanan
kesehatan penderita hipertensi
sesuai standar

Jumlah penderita hipertensi usia =15
tahun di dalam  wilayah  kerja
kabupaten/kota yang  mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun

13.450

Jumlah estimasi penderita hipertensi usia
215 tahun yang berada di dalam wilayah
kerjanya berdasarkan angka prevalensi
kabupaten/kota dalam kurun waktu satu
tahun yang sama

13.450

100,00 %

11

Persentase pelayanan
kesehatan penderita diabetes
melitus sesuai standar

Jumlah penderita diabetes melitus usia
215 tahun di dalam wilayah kerja
kabupaten/kota yang  mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun

5.100

Jumlah estimasi penderita diabetes
melitus usia =15 tahun yang berada di
dalam wilayah kerja kabupaten/kota
berdasarkan angka prevalensi
kabupaten/kota dalam kurun waktu satu
tahun yang sama.

5.100

100,00 %
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
12 |Persentase pelayanan |Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa
kesehatan = Orang Dengan [berat di wilayah kerja kabupaten/kota
Gangguan Jiwa berat sesuai|yang mendapatkan pelayanan kesehatan 2 601
standar jiwa sesuai standar dalam kurun waktu |
satu tahun
100,00 %
Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa
berat berdasarkan proyeksi di wilayah
kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu 2.601
satu tahun yang sama
13 |Persentase pelayanan | Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang
kesehatan orang terduga | dilakukan pemeriksaan penunjang dalam
Tuberkulosis sesuai standar kurun waktu satu tahun 11.620
100,00 %
Jumlah perkiraan orang yang terduga
Tuberkulosis dalam kurun waktu satu 11.620
tahun yang sama.
14 |Persentase pelayanan |Jumlah orang dengan risiko terinfeksi
kesehatan orang dengan risiko|Human Immunodeficiency Virus (lbu
terinfeksi virus yang | hamil, Pasien Infeksi Menular Seksual,
melemahkan daya tahan tubuh|Pasien Tuberkulosis, Wanita Pekerja
manusia N - (Humar? Seks, Lelaki Se.ks denggn Lelaki, 11.264 100,00 %
Immunodeficiency Virus) sesuai | Pengguna Narkotika Suntik, Warga
standar Binaan Pemasyarakatan, dan
Transgender/Waria) yang mendapatkan
pelayanan sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi
Human Immunodeficiency Virus (lbu
hamil, Pasien Infeksi Menular Seksual,
Pasien Tuberkulosis, Wanita Pekerja
Seks, Lelaki Seks dengan Lelaki, 11.264
Pengguna Narkotika Suntik, Warga
Binaan Pemasyarakatan, dan
Transgender/Waria) di kabupaten/kota
dalam kurun waktu satu tahun yang sama
¢ |Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 |Persentase  kondisi irigasi|Luas  daerah irigasi kewenangan
kewenangan kabupaten/kota kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha) 5.403,83 65.60 %
Luas daerah irigasi kewenangan 8238 ' ’
kabupaten/kota (Ha)
2 |Persentase kemantapan jalan|(Panjang jalan kondisi baik + panjang
kabupaten/kota jalan kondisi sedang) panjang jalan 797,53
kewenangan kabupaten/kota (Km) 65,87 %
Panjang jalan kewenangan
kabupaten/kota (Km) 1.210.72
3 | Persentase peningkatan jumlah|Jumlah penduduk yang mendapatkan
penduduk yang mendapatkan |akses terhadap air minum melalui Sistem
akses terhadap air minum|Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan
melalui Sistem Penyediaan Air|terlindungi dan bukan jaringan perpipaan 985.142
Minum (SPAM) jaringan |terlindungi di kabupaten/kota pada tahun 100,00 %
perpipaan terlindungi dan bukan|N
jaringan perpipaan terlindungi
terhadap jumlah penduduk di|Jumlah total penduduk kabupaten/kota
985.142
kabupaten/kota
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TAHUN 2025 5%

No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan

4 |Persentase  jumlah rumah [Jumlah rumah yang memiliki akses -
tangga  yang memperoleh | pengolahan berupa cubluk + jumlah
layanan pengolahan air limbah|rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di
domestik Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah 350.563

yang memiliki sambungan rumah dan air 100,00 %
limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan

Air Limbah Domestik

Jumlah rumah di kabupaten/kota 350.563 -

5 |Persentase luas  kawasan |Luas kawasan permukiman rawan banjir Surat Keterangan
permukiman rawan banjir yang|yang telah terlindungi oleh infrastruktur 1 Sekretaris  Daerah
terlindungi  oleh infrastruktur | pengendalian dan mitigasi banjir (ha) Kab. Bantul & Surat
pengendalian dan mitigasi banjir Keterangan Ka.

Luas kawasan permukiman rawan banijir DPUPKP Kab.

yang telah ditentukan dalam dokumen Bantul: Kab. Bantul

perencanaan daerah dengan 100,00 % tidak mempunyai

mempertimbangkan kajian risiko bencana kewenangan dalam

banjir (ha) 1 pembangunan
infrastruktur
pelindung/pengaman
permukiman rawan
banijir.

6 |Persentase peningkatan | Luas kawasan sepanjang pantai yang Surat Keterangan
perlindungan kawasan [rawan abrasi dan banjir rob yang Tidak dapat Tidak dapat Sekretaris  Daerah
sepanjang pantai kewenangan |terlindungi infrastruktur pengaman pantai dilaksanakan dilaksanakan % Kab. Bantul & Surat
kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota (Ha) Keterangan Ka.
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
Luas kawasan sepanjang pantai yang DPUPKP Kab.
rawan abrasi dan banjir rob yang Bantul: Kab. Bantul
terlindungi infrastruktur pengaman pantai tidak mempunyai
kewenangan kabupaten/kota (Ha) kewenangan dalam
pembangunan
Tidak dapat infrgstruktur
dilaksanakan pelmdurw/pengaman
permukiman
sepanjang pantai
rawan abrasi dalam
wilayah sungai
kabupaten.
7 | Persentase kepatuhan | Jumlah pemanfaatan Persetujuan -
Persetujuan Bangunan Gedung|Bangunan Gedung yang digunakan 3.226
kabupaten/Kota sesuai peruntukannya 100,00 %
Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung 3226 -
yang berlaku
8 |Persentase Persetujuan | Jumlah pembebasan retribusi -
Bangunan Gedung untuk | Persetujuan Bangunan Gedung untuk 63
Masyarakat Berpenghasilan| Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Rendah yang diterbitkan
Jumlah permohonan Persetujuan 100,00 % -
Bangunan Gedung untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah yang telah 63
ditetapkan oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capalan Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
9 |Persentase tenaga|Jumlah tenaga kerja konstruksi yang -
operator/teknisi/analisis ~ yang |terlatih dan terlibat dalam kegiatan
memiliki sertifikat kompetensi konstruksi pemerintah kabupaten/kota 304
yang dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan operator dan teknis/analis 39,58 %
Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator -
dan teknis/analis yang terlibat dalam 768
kegiatan konstruksi pemerintah
kabupaten/kota
10 |Persentase penilaian | Jumlah Kesesuaian Kegiatan Penilaian dapat
pelaksanaan Kesesuaian | Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai dilakukan selama
Kegiatan Pemanfaatan Ruang |pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun 5 dan paska
berdasarkan Kesesuaian pembangunan.
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Penilaian difokuskan
yang sudah diterbitkan di Jumlah Kesesuaian Kegiatan pada KKFfR. yang
kabupaten/kota Pemanfaatan Ruang yang sudah telah memiliki masa
diterbitkan dalam waktu 1 tahun 17,86 % berlaku lebih lama
sebagai prioritas
lokasi yang telah
28 dimungkinkan
mengalami
pembangunan fisik.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 |Persentase warga negara|Jumlah warga negara korban bencana Surat Keterangan
korban bencana kabupaten/kota | kabupaten/kota yang  mendapatkan Tidak dapat Tidak dapat % Sekretaris Daerah Kab.
yang memperoleh rumah layak |layanan penyediaan rumah layak huni| dilaksanakan |dilaksanakan Bantul &  Surat
huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N Keterangan Ka.
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capalan Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
Jumlah total rencana warga negara DPUPKP Kab. Bantul:
korban bencana kabupaten/kota yang pada tahun 2025 sudah
akan ditangani pada tahun N mengalokasikan
anggaran untuk
rehabilitasi rumah bagi
Tidak dapat korban bencan_a
. sebanyak 25  unit,
dilaksanakan namun tidak
direalisasikan  karena
tidak ada rumah
terdampak bencana di
Kabupaten Bantul
selama tahun 2025.
2 | Persentase luas kawasan | Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha -
permukiman kumuh di bawah 10 |yang ditangani tahun N (Ha) 1,83
Ha yang ditangan Target luas kawasan kumuh di bawah 10 83,18 % -
Ha pada tahun N 2,2
3 | Persentase Rumah Tidak Layak|Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang -
Huni yang tertangani tertangani pada tahun N 368
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada 19,74 % -
Tahun N 1.864
4 |Persentase perumahan vyang|Realisasi jumlah perumahan yang Surat Keterangan
sudah dilengkapi Prasarana, |dilaksanakan penyelenggaraan Sekretaris Daerah Kab.
Sarana, dan Utilitas Umum Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 0 0,00 % Bantul &  Surat
tahun N Keterangan Ka.
DPUPKP Kab. Bantul:
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TAHUN 2025 5%

No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capalan Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
Target  jumlah  perumahan  yang PSU berada dalam
dilaksanakan penyelenggaraan kondisi  baik  dan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di berfungsi sebagaimana
tahun N mestinya sehingga
sampai dengan
diterbitkannya Surat
7 Keterangan, belum
terdapat kegiatan
pemeliharaan yang
dilaksanakan oleh
Pemkab. Bantul
terhadap PSU
dimaksud.
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1 |Persentase dokumen|Jumlah dokumen kebencanaan yang -
kebencanaan yang telah|telah ditetapkan dan masih berlaku pada 3
ditetapkan dan masih berlaku tahun N
Jumlah dokumen kebencanaan 100,00 % -
(Kawasan Rawan Bencana, Rencana
Penanggulangan Bencana, dan Rencana 3
Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh
pemerintah kabupaten/kota = 3
2 |Persentase penyelenggaraan|Jumlah pengaduan Pelanggaran -
Ketertiban Umum dan|Ketenteraman dan Ketertiban Umum 119
Ketenteraman Masyarakat yang |yang ditangani
. S 100,00 %
dilaksanakan oleh Satuan Polisi| Jumlah pengaduan pelanggaran -
Pamong Praja Ketenteraman dan Ketertiban Umum 119
yang dilaporkan
3 |Persentase peraturan daerah|Jumlah  peraturan  daerah/peraturan -
dan peraturan kepala daerah|kepala daerah yang memuat sanksi yang 34 100,00 %
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
yang ditegakkan ditegakkan
Jumlah keseluruhan peraturan daerah -
dan peraturan kepala daerah yang 34
memuat sanksi
4 |Persentase warga negara yang |Jumlah warga negara dan aparatur yang -
memperoleh layanan | mendapatkan pelayanan pencegahan
_ o 972.259
pencegahan dan kesiapsiagaan | dan kesiapsiagaan terhadap bencana
terhadap bencana
- - 100,00 %
Jumlah warga negara yang tinggal di -
kawasan rawan pencana berdasarkan 972 959
target yang telah ditetapkan
5 |Persentase jumlah warga | Jumlah warga negara yang mendapatkan -
negara yang mendapatkan|pelayanan penyelamatan dan evakuasi 1.605
pelayanan penyelamatan dan|korban bencana |
evakuasi korban bencana 100,00 %
Jumlah warga yang menjadi korban -
bencana 1.605
6 |Persentase pelayanan |Jumlah layanan penyelamatan dan 24 kejadian tidak
penyelamatan dan evakuasi|evakuasi korban kebakaran di dapat memenuhi
korban kebakaran kabupaten/kota dalam tingkat waktu 184 response time
tanggap 88.46 % disebabkan Ieb|.h Qan
setengah  kejadian
_ i berlokasi lebih dari
Total kejadian kebakaran di 208 75 km dari Pos
kabupaten/kota Pemadam dan 14
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No

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Elemen Data

Capaian

Parameter

Nilai

IKK

Satuan

Keterangan

kejadian berupa
kebakaran jaringan
listrik PLN, sampah,
dan kendaraan di
jalan

Sos

ial

Persentase penyandang
disabilitas terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti

Jumlah penyandang disabilitas terlantar di
luar panti yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

2.914

Populasi penyandang disabilitas terlantar
di daerah kabupaten/kota  yang
membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di
luar panti

2.914

100,00 %

Persentase anak terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti

Jumlah anak terlantar di luar panti yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya

208

Populasi anak terlantar di daerah
kabupaten/kota yang membutuhkan
rehabilitasi sosial dasar di luar panti

208

100,00 %

Persentase lanjut usia terlantar
yang terpenuhi  kebutuhan
dasarnya di luar panti

Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

2.498

Populasi lanjut usia terlantar di daerah
kabupaten/kota yang membutuhkan
rehabilitasi sosial dasar di luar panti

2.498

100,00 %

Persentase gelandangan dan
pengemis  yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti

Jumlah gelandangan dan pengemis di
luar panti yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

10

100,00 %
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Elemen Data

Capaian

direncanakan di kabupaten/kota

No Indikator Kinerja Kunci (IKK) — Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
Populasi gelandangan dan pengemis di
daerah kabupaten/kota yang 10
membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di
luar panti
5 |Persentase korban bencana| jumlah korban bencana alam, sosial dan
alam, sosial dan/atau non alam|non alam kabupaten/kota yang terpenuhi 159
yang terpenuhi kebutuhan dasar | kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah tanggap | Populasi korban bencana alam, sosial
100,00 %
darurat bencana kabupaten/kota|dan non alam yang membutuhkan
perlindungan dan jaminan sosial pada 159
saat dan setelah tanggap darurat
bencana kabupaten/kota
6 |Persentase penerima manfaat|Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi 5 630
yang terpenuhi kebutuhan dasar | kebutuhan dasar |
Populasi masyarakat miskin, fakir miskin
dan kelompok rentan yang membutuhkan 100,00 %
pemenuhan kebutuhan dasar cakupan 5.630
daerah kabupaten/kota
2 |Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar
a |Tenaga Kerja
1 |Persentase kegiatan vyang|Jumlah kegiatan keseluruhan yang
dilaksanakan yang mengacu ke | dilaksanakan yang mengacu ke Rencana 10
rencana tenaga kerja Tenaga Kerja Daerah 100,00 %
Jumlah kegiatan keseluruhan yang 10
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: . . Elemen Data Capaian
No Indikator Kinerja Kunci (IKK) — P Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
2 |Persentase Perusahaan yang|Jumlah perusahaan yang menerapkan Masih rendahnya
menerapkan tata kelola kerja|tata kelola kerja yang layak pemahaman - perusahaan
| K Perat 121 terhadap konsep tata
yang aya (Peraturan kelola kerja layak,
Perusahaan/ Peraturan Kerja dinamika kondisi
Bersama, Lembaga Kerja Sama 30.40 % perusahaan membuat
Bipartit, Struktur Skala Upah, Jumlah perusahaan perusahaan lebih fokus
pada keberlangsungan
dan terdaftar peserta Badan 308 ussha (penerapan seluruh
Penyelenggara Jaminan Sosial aspek tata kelola kerja
Ketenagakerjaan). layak  belum  menjadi
prioritas utama)
3 |Persentase pekerja  bukan|Jumlah pekerja bukan penerima upah dan -
penerima upah dan atau pekerja|atau pekerja rentan yang mendapatkan
rentan yang mendapatkan|perlindungan jaminan sosial
. I . . . 2.682
perlindungan jaminan sosial|ketenagakerjaan yang berasal dari
ketenagakerjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota
- . 100,00 %
Jumlah target pekerja bukan penerima -
upah dan atau pekerja rentan yang
mendapatkan  perlindungan  jaminan 2 682
sosial ketenagakerjaan yang telah '
ditetapkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 |Persentase anak korban|Jumlah anak memerlukan perlindungan -
kekerasan yang mendapatkan|khusus yang mendapatkan layanan 263
layanan komprehensif komprehensif
Y P P 100,00 %
Jumlah  anak yang  memerlukan -
perlindungan khusus (penduduk usia 263
kurang dari 18 tahun)
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capalan Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
2 | Persentase perempuan korban|Jumlah perempuan korban kekerasan
kekerasan dan Tindak Pidana|dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 206
Perdagangan  Orang  yang|yang mendapatkan layanan komprehensif 100,00 %
mendapatkan layanan|Jumlah perempuan korban kekerasan 206
komprehensif dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
c |Pangan
1 |Persentase jumlah cadangan|Jumlah cadangan pangan pemerintah
pangan pemerintah | kabupaten/kota 57,861
kabupaten/Kota . 48,62 %
Target jumlah cadangan pangan 119
d |Pertanahan
1 |Persentase Ditetapkannya hak|Luas tanah yang telah bersertifikat dalam
atas tanah dalam penguasaan |penguasaan Pemerintah Daerah 965.937
dan pengelolaan Pemerintah 29,95 %
Daerah Luas seluruh tanah yang masuk dalam 3994827
aset Pemerintah Daerah e
2 | Persentase Kesesuaian|Luas Rencana Pola Ruang yang telah
Pemanfaatan Ruang dengan |terwujud pada Kondisi Eksisting 37.453,8
Rencana Tata Ruang Wilayah 75.70 %
Luas Rencana Pola Ruang dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah 49.476,19
3 | Persentase Rencana Detail Tata|Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang 3
Ruang yang sudah dilegalkan sudah legal
Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang 75,00 %
diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang 4
Wilayah
e |Lingkungan Hidup-
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EL

TAHUN 2025 5%

No

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Elemen Data

Capaian

Parameter

Nilai

IKK

Satuan

Keterangan

Persentase ketaatan
penanggung jawab  usaha
dan/atau kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) dan Peraturan
Perundang-undangan
Lingkungan Hidup (PUU LH)
yang diterbitkan oleh pemerintah
kabupaten/kota

Jumlah  penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin
lingkungan, izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang diterbitkan oleh pemerintah
kabupaten/kota

15,00

Jumlah target tahunan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan
pengawasan secara langsung

40

%

Persentase jumlah sampah yang
tertangani

Jumlah sampah  yang diangkut,
pemilahan dan pengolahan sampah di
instalasi pengolahan sampah Tempat
Pengolahan Sampah Reduce, Reuse,
Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun
Peralihan Antara, Pembangkit Listrik
Energi Sampah/ Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah, Refuse Derived Fuel,
pusat pengomposan, biodigester, Bank
sampah dan fasilitas lainnya sesuai
dengan peraturan perundangan dan
pemrosesan akhir sampah di Tempat
Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu kabupaten/kota atau
Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu Regional di
wilayah kabupaten/kota

56.297,15

36,59

%
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
Jumlah seluruh timbulan sampah di
wilayah kabupaten/kota 153.853,22
f |Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 |Persentase akta kelahiran yang | Akta kelahiran yang diterbitkan
=oE 233.729
diterbitkan 99,98 %
Jumlah anak usia 0 — 4 tahun 233.766
2 | Persentase kepemilikan Kartu|Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas 213.020
Identitas Anak (KIA) Anak 97,61 %
Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak 218.227
3 |[Jumlah data profil | Jumlah data profil kependudukan yang 5
kependudukan yang disusun |disusun dan dipublikasikan 100,00 %
dan dipublikasikan 2 dokumen 2
4 |Persentase kepemilikan Kartu|Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke
Tanda Penduduk (KTP)|atas yang memiliki Kartu Tanda 763.758 99.59 %
elektronik Penduduk Elektronik '
Jumlah penduduk 17 tahun ke atas 766.929
5 |Persentase akta kematian yang|Akta kematian yang diterbitkan 7.465
diterbitkan bagi Yang jumlah penduduk yang mengalami 100.00 %
melaporkan peristiwa kependudukan (kematian) yang 7.465 ' ’
tercatat dan melaporkan
6 |Persentase akta perkawinan|Akta perkawinan yang diterbitkan 152
yang diterbitkan  bagi  yang Jumlah penduduk yang mengalami 100.00 %
melaporkan peristiwva kependudukan (perkawinan) 152 '
yang tercatat dan melaporkan
7 |Persentase akta perceraian|Akta perceraian yang diterbitkan 31 100,00 %
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capalan Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
yang diterbitkan bagi yang|Jumlah penduduk yang mengalami
melaporkan peristiva kependudukan (perceraian) 31
yang tercatat dan melaporkan
Pemberdayaan masyarakat dan desa
1 |Persentase pengentasan desa|Jumlah desa tertinggal yang memenuhi
tertinggal kriteria desa berkembang per tahun| Tuntas hasil 100% | Tuntas hasil %
berdasarkan indeks desa per tahun 100%
Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N) | Tuntas hasil 100%
2 |Persentase peningkatan status|Jumlah  desa  berkembang yang
desa mandiri memenubhi kriteria desa maju dan mandiri Tuntas hasil 100%
per tahun berdasarkan Indeks Desa per Tuntas hasil .
tahun 100% %o
Jumlah desa berkembang (per-awal
tahun N) Tuntas hasil 100%
3 | Persentase fasilitasi kerja sama|Jumlah kerja sama desa yang telah
desa ditetapkan dan berlaku 17
100,00 %
Jumlah kerja sama desa yang ditangani 17
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1 |Angka kelahiran total (Total|Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota 13
Fertility Rate/TFR) per Wanita
Usia Subur usia 15-49 Tahun Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 84,42 %
terhadap kabupaten/kota yang 1,54
bersangkutan
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
2 |Angka prevalensi kontrasepsi|Total peserta Keluarga Berencana aktif
modern/modern  Contraceptive | modern 74.662
Prevalence Rate (NCPR) _ _ 73,98 %
Total pasangan usia subur usia 15-49 100.918
tahun
3 |Persentase kebutuhan ber-|Persentase kebutuhan ber- Keluarga
Keluarga Berencana yang tidak | Berencana yang tidak terpenuhi (unmet 8,94
terpenuhi (unmet need) need) kabupaten/kota
Target persentase keb'utuhan ber—. 41,58 %
Keluarga Berencana yang tidak terpenubhi
(unmet need) kabupaten/kota yang 21,5
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk
kabupaten/kota yang bersangkutan
i |Perhubungan
1 |Konektivitas Kabupaten/Kota KTD = Konektivitas Transportasi Darat -
WTD = Bobot Konektivitas Transportasi
Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan
%)
KTL = Konektivitas Transportasi Laut .
WTL = Bobot Konektivitas Transportasi 0.75 0.75 Rasio
Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan
%)
Jumlah WTD + WTL = 100%
2 | Volume/Capacity Ratio di Jalan|Volume/Capacity Ratio di  Jalan 0.36 0.36 Rasio -
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
3 |Persentase Jumlah perusahaan |Jumlah perusahaan angkutan umum yang Surat Keterangan
angkutan umum yang | tersertifikasi sistem manajemen 0 0,00 % Sekretaris Daerah Kab.
tersertifikasi sistem manajemen | keselamatan Bantul &  Surat
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capalan Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
keselamatan Jumlah perusahaan angkutan umum yang Keterangan Ka. Dinas
terdata Perhubungan Kab.
Bantul: sampai dengan
Tahun 2025, belum ada
perusahaan angkutan
umum di Kab. Bantul
yang tersertifikasi
1 SMKPAU karena belum
memiliki SDM sebagai
tim penilai SMKPAU &
perusahaan angkutan
umum belum
menyiapkan
kelengkapan dokumen
persyaratan SMKPAU.
Komunikasi dan Informatika
1 |Persentase Perangkat Daerah|Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau -
(PD) dan/atau unit pelaksana|unit pelaksana teknis daerah yang
teknis daerah yang terhubung |terhubung dengan akses internet yang 90
dengan akses internet yang|disediakan oleh Dinas Komunikasi dan 100,00 %
disediakan oleh Dinas | Informatika
Komunikasi dan Informatika Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau 90 -
unit pelaksana teknis daerah
2 | Persentase Layanan Publik yang | Jumlah Layanan Publik yang -
diselenggarakan secara online|diselenggarakan secara online dan 19 100.00 %
dan terintegrasi terintegrasi '
Jumlah Layanan Publik 19 -
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Elemen Data Capaian
No Indikator Kinerja Kunci (IKK) — pal Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
3 |Persentase masyarakat yang|Jumlah masyarakat yang menjadi
menjadi sasaran penyebaran|sasaran penyebaran informasi publik,
informasi  publik, mengetahui|mengetahui kebijakan dan program 666.345
.. o o . . 99,34 %
kebijakan dan program prioritas|prioritas pemerintah dan pemerintah
pemerintah dan pemerintah|daerah kabupaten/kota
daerah kabupaten/kota Jumlah penduduk 670.755
k |Koperasi, usaha kecil dan menengah
1 |Persentase Pertumbuhan|% Volume saha Kkoperasi tahun
. _vome s '| (396.680.832.631 -
volume usaha koperasi berjalan - ¥ Volume usaha koperasi 383.715.191.839)
tahun sebelumnya o 3,38 %
>z Vol h k i h
olume usaha operasi tahun 383.715.191.839
sebelumnya
2 | Persentase Usaha mikro yang|> Usaha mikro yang memperoleh Nomor 2120
bertransformasi dari informal ke | Induk Berusaha (NIB) ) 76,16 %
formal Y Jumlah usaha mikro 94.697
| |Penanaman Modal
1 |Persentase peningkatan | (Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah
. L L . . (754.866.711.055 -
investasi di kabupaten/kota nilai investasi tahun N-1)
. 727.122.758.804)
di kabupaten/kota 3,82 %
Jumlah nilai investasi tahun N-1
di kabupaten/kota 727.122.758.804
2 |Realisasi total terhadap target|Total realisasi investasi kabupaten/kota 754.866.711.055
investasi Target investasi kabupaten/kota yang
i inasi 110,20 %
ditetapkan  oleh Badan- Koordlna3| 685.000.000.000 )
Penanaman Modal Provinsi kepada
kabupaten/kota yang bersangkutan
m |Kepemudaan dan Olahraga
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1 |Persentase partisipasi pemuda|Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang 24
dalam kegiatan ekonomi mandiri | berwirausaha di kabupaten/kota
Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun 3,04 %
yang mendapatkan pembinaan wirausaha 790
di kabupaten/kota
2 | Persentase partisipasi pemuda|Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang
dalam organisasi kepemudaan|menjadi anggota aktif pada organisasi 10.059
dan organisasi sosial |kepemudaan dan organisasi sosial
kemasyarakatan kemasyarakatan di kabupaten/kota 4,79 %
Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di
kabupaten/kota 210.065
3 |Persentase atlet yang berasal|Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota
dari kabupaten/kota yang masuk | yang masuk Pemusatan Latihan Daerah 12
Pemusatan Latihan  Daerah |Provinsi
Provinsi Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat 1,33 %
kabupaten/kota (Komite Olahraga
Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan 900
dan Latihan Daerah, Induk Cabang
Olahraga)
4 | Persentase Jumlah Atlet | Jumlah atlet peraih medali 35
Berprestasi
- - 15,09 %
Jumlah atlet yang ikut event nasional dan 232
internasional
Statistik
1 |Persentase kepatuhan daftar|Jumlah daftar data yang di laporkan
data yang dilaporkan kepada|kepada wali data berdasarkan 71.735 100,00 %
wali data berdasarkan | kesepakatan forum satu data daerah
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Elemen Data Capaian
Indikator Kinerja Kunci (IKK) — pal Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
kesepakatan forum satu data|jumlah daftar data yang disepakati oleh
71.735
daerah forum satu data daerah
Persandian
Persentase tingkat kematangan | Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI)
. . . e 843
keamanan siber dan sandi|hasil verifikasi 01 83 %
Pemerintah Daerah Nilai optimal indeks Keamanan Informasi 918 ' °
(KAMI) (918)
udayaan
Persentase jumlah warisan|Jumlah cagar budaya dan obyek
budaya yang dilestarikan pemajuan kebudayaan yang dilindungi, 274
dikembangkan dan dimanfaatkan
100,00 %
Jumlah cagar budaya dan obyek
pemajuan kebudayaan yang telah 274
ditetapkan
Persentase peningkatan jumlah|Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan
masyarakat yang mengunjungi|bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan 156.843
pusat seni dan pusat sejarah ke pusat peninggalan bersejarah tahun N- ' 091 %
0
1 1
Jumlah kunj k i
: jungan ke pusat peninggalan 156.517
bersejarah tahun N-1
rpustakaan
Nilai Tingkat Kegemaran| TKM = ((0.15 x Pra Membaca) + (0.50 x
Membaca (TKM) masyarakat Saat Membaca) + (0.35 x Pasca 55,93 55,93 Nilai
Membaca)) x 100
Indeks Pembangunan Literasi|IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + 8.41 8.41 Nilai
Masyarakat (IPLM) (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100 ' '

Kearsipan




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH {@
TAHUN 2025 =&

No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capalan Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
1 |Tingkat ketersediaan arsip|T = (@ + i + s + )4
sebagai bahan akuntabilitas
kinerja, alat bukti yang sah dan|T = Tingkat Kketersediaan arsip
pertanggungjawaban nasional |a = Persentase arsip aktif yang telah
dibuatkan daftar arsip
i = Persentase arsip in aktif yang telah
dibuatkan Qaftar . arsip 79.16 79.16 %
s = Persentase arsip statis yang telah
dibuatkan sarana bantu temu balik
j = Persentase jumlah arsip yang
dimasukkan dalam Sistem Informasi
Kesehatan Nasional (SIKN) melalui
Jaringan Informasi Kesehatan Nasional
(JIKN)
Urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan
1 | Produksi perikanan tangkap dan | Produksi perikanan tangkap dan budidaya
budidaya (ton) 14.683,93
106,45 %
Target produksi perikanan tangkap dan
budidaya (ton) 13.794
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
2 | Angka konsumsi ikan| Konsumsi per kapita = Jumlah ikan yang
(Kg/Kap/Th) dikonsumsi rumah tangga per kapita
setara utuh segar dalam periode 1 tahun
berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi
Nasional.
Penimbang individu :' Nilai yang 14,95 14,95 Ka/Kap/
menggambarkan keterwakilan sampel di Tahun
dalam populasi
Jumlah penduduk = Jumlah seluruh
penduduk di lingkup populasi sampel
Kg/Kap/Th
b |Pariwisata
1 |Persentase investasi sektor|Realisasi investasi sektor penyediaan
penyediaan akomodasi, makan, |akomodasi, makan, minum yang dapat
minum diperoleh dari Dinas Penanaman Modal| 3.273.296.291 0.43 %
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu '
(DPMPTSP)
Realisasi investasi Tahun N 754.866.711.055
2 |Persentase pertumbuhan jumlah|Jumlah wisatawan asing tahun N
. . , . (3.100 - 2.931)
wisatawan asing Jumlah wisatawan asing tahun N-1 5,77 %
Jumlah wisatawan asing tahun N-1 2.931
3 |Persentase peningkatan | Jumlah wisatawan tahun N — Jumlah (5.995.318 -
perjalanan wisatawan nusantara | wisatawan tahun N-1 5.934.434)
yang datang ke kabupaten/kota |Jjumlah wisatawan tahun N-1 1,03 %
5.934.434
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No

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Elemen Data

Capaian

Parameter

Nilai

IKK

Satuan

Keterangan

Pertanian

1

Peningkatan produksi tanaman
pangan

Produksi tanaman pangan tahun N -—
Produksi tanaman pangan tahun N-1

(228.338,3 -
214.131,3)

6,63

Produksi tanaman pangan tahun N-1

214.131,3

%

Peningkatan
hortikultura

produksi

Produksi hortikultura tahun N — Produksi
hortikultura tahun N-1

(61.276,67 -
74.455,85)

Produksi hortikultura tahun N-1

74.455,85

-17,70

%

Produksi Tanaman Hias
tidak dapat dimasukkan ke
dalam perhitungan karena
tidak adanya satuan
konversi  standar  dari
satuan tangkai atau pohon
ke satuan ton. Penurunan
produksi disebabkan
petani beralih budidaya
dari tanaman hortikultura
ke tanaman pangan sesuai
dorongan program
pemerintah pusat yaitu
Luas Tambah Tanam.
Pemerintah sudah
berusaha mengantisipasi
dengan menambah luas
tanam tanaman
hortikultura dengan
budidaya di lahan pasir.
Akan tetapi karena unsur
hara di lahan pasir sangat
minim sehingga
mempengaruhi  produksi
yang mengakibatkan
penurunan produksi
tanaman hortikultura pada
tahun 2025.
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data — Capalan Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
3 | Peningkatan produksi komoditas | Produksi komoditas peternakan tahun N —
peternakan Produksi komoditas peternakan tahun N- (24.269,028 -
1 24.011,018)
Produksi komoditas peternakan tahun N- 1.07 %
1 24.011,018
4 | Persentase wilayah yang|Luas wilayah terkendali dari penyakit
terkendali dari penyakit hewan |hewan menular strategis tahun ini
menular strategis (diperoleh dari 418.765
surveylance penyakit dari 5
Penyakit Hewan Menular
Strategis (PHMS)) Wilayah yang terdampak penyakit hewan 100,00 %
menular strategis
418.765
f |Perdagangan
1 |Persentase Alat Ukur, Takar,|Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Timbang, dan Perlengkapannya | Perlengkapannya bertanda tera sah yang 11.380
(UTTP) bertanda tera sah yang|berlaku '
berlaku
Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, 89,89 %
Timbang, dan Perlengkapannya yang
wajib ditera dan tera ulang di wilayah 12.660
kab/kota
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Parameter Nilai IKK Satuan
Perindustrian
1 |Pencapaian sasaran | Pencapaian dari  setiap  sasaran Surat Keterangan
pembangunan industri daerah, |pembangunan industri daerah dihitung Sekretaris Daerah Kab.
meliputi: dengan cara membandingkan antara Bantul &  Surat
target yang ada dalam dokumen gitSf&%?Kab Banl:j:
1. Pertumbuhan Produk | perencanaan  pembangunan  industri Dokumen Rplk Kab:
Domestik Regional Bruto sektor|daerah tahunan yang disepakati dengan Bantul belum
industri pengolahan nonmigas | capaian pada akhir tahun tersebut ditetapkan. Tahun 2022
kabupaten/kota telah dilakukan
2. Kontribusi sektor industri penyusunan NA dan
pengolahan nonmigas terhadap Raperda RPIK, namun
Produk Domestik Regional Bruto 0 0,00 % s.d.  Tahun 2025
Kabupaten/Kota berakhir, dokumen
3. Jumlah tenaga kerja sektor RPIK ~ masih  dalam
industri pengolahan nonmigas i::gﬁ; draf/;i\gr:s:ggz
kabupaten/kota Reviu Perda tentang
4. Nilai ekspor sektor industri RTRW Kab. Bantul
pengolahan nonmigas disahkan.
kabupaten/kota
5. Nilai investasi sektor industri
pengolahan nonmigas
kabupaten/kota
2 |Persentase kepatuhan pelaku|Jumlah pelaku usaha industri kecil dan Kesadaran pelaku IKM
usaha industri kecil dan|menengah yang melaporkan informasi melaporkan data
menengah yang melaporkan |industri melalui Sistem Informasi Industri 289 industri di SliNas masih
informasi melalui Sistem | Nasional 1.05 7 rendah, kendala teknis
. . . - - ' pengguna (lupa
Informasi Industri Nasional Jumlah seluruh pelaku usaha industri username & password),
kecil dan menengah 27.622 karakteristik IKM
mayoritas berskala
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No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Elemen Data Capaian Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
rumah tangga/informal
menyebabkan  belum
seluruh pelaku usaha
memiliki kesiapan
administrasi & literasi
digital yg memadai
3 |Pertambahan jumlah industri|Jumlah industri kecil dan menengah tahun -
kecii  dan  menengah  di|N — Jumlah industri kecil dan menengah| (27.622 - 27.014)
kabupaten/kota tahun N-1 2,25 %
Jumlah industri kecil dan menengah tahun -
N-1 27.014
4 |Persentase realisasi investasi|Nilai investasi sektor industri -
sektor industri dibandingkan 448.638.749.587 59.43 %
realisasi investasi seluruh sektor | Total investasi seluruh sektor 754.866.711.055 -
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2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.8 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Elemen Data Capaian

No Indikator Kinerja Kunci (IKK) —
Parameter | Nilai IKK | Satuan

Keterangan

4 |Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

1 |Persentase Kesesuaian antara|Program dan atau Kkegiatan yang -
Rencana Kerja  Pemerintah|dianggarkan dalam peraturan daerah
dengan Anggaran Pendapatan|Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Belanja Daerah dan direalisasikan 100,00 %

17

Program kegiatan dalam Rencana Kerja -
Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17
17 Program prioritas presiden

b | Keuangan

1 |Persentase belanja pegawai|Anggaran belanja pegawai daerah di luar -
daerah tidak termasuk belanjajtambahan penghasilan guru, tunjangan
untuk tambahan penghasilan|khusus guru, tunjangan profesi guru, dan
guru, tunjangan khusus guru, |tunjangan sejenis lainnya yang bersumber
tunjangan profesi guru, dan|dari Transfer ke Daerah (TKD)

tunjangan sejenis lainnya yang 32,34 %
bersumber dari Anggaran belanja dalam Anggaran -
Transfer ke Daerah (TKD) yang|Pendapatan dan Belanja Daerah
telah ditentukan penggunaannya

852.658.702.946,47

2.636.904.600.204,41

2 |Persentase Pendapatan Asli|Realisasi Pendapatan Asli Daerah -

Daerah terhadap pendapatan 706.131.199.608,89 30.50 %

, 0
daerah Realisasi pendapatan daerah )
2.512.298.437.218,89
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No

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Elemen Data

Capaian

Parameter

Nilai

IKK

Satuan

Keterangan

Persentase realisasi  belanja
urusan wajib pelayanan dasar
terhadap total belanja Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun N

Total realisasi belanja urusan wajib
pelayanan dasar tahun N

1.508.513.368.475,84

Total realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun N

2.501.013.620.265,84

60,32

%

Persentase  alokasi belanja
infrastruktur pelayanan publik

Alokasi
publik

belanja infrastruktur pelayanan

697.445.757.326,43

Total belanja Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil
dan/atau transfer kepada daerah dan/atau
desa

2.275.760.330.705,41

30,65

%

Kelembagaan, Kepegawaian, Pendi

dikan dan Pelatihan

1

Persentase Aparatur Sipil Negara
pendidikan  perguruan  tinggi
(Aparatur Sipil Negara tidak
termasuk guru dan tenaga
kesehatan)

Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan
perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

1.646

Seluruh jumlah Aparatur Sipil
(tidak termasuk guru dan
kesehatan)

Negara
tenaga

2.548

64,60

%

Penelitian dan Pengembangan

1

Persentase perangkat daerah
yang menerapkan inovasi dan
telah menjadi bagian dari
program kegiatan

Jumlah produk inovasi perangkat daerah
yang menjadi bagian dari program dan
atau kegiatan perangkat daerah

43

Jumlah produk inovasi yang dihasilkan
oleh perangkat daerah

43

100,00

Fungsi Pengawasan
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No

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Elemen Data

Capaian

Parameter

Nilai

IKK

Satuan

Keterangan

Maturitas penyelenggaraan
Sistem  Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Tingkatan Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah sebagai berikut:

- Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai
capaian 1;

- Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan
Penjaminan

Kualitas (PK), nilai capaian 2;

- Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai
capaian 3;

- Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai
capaian 4; dan

- Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas
capaian 5.

Penentuan level berdasarkan Laporan
Hasil Evaluasi Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan atas
Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah pada Pemerintah
Daerah

5,00

5,00

Nilai
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: L . Elemen Data Capaian
No Indikator Kinerja Kunci (IKK) — Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
2 |Kapabilitas Sistem Pengendalian|Tingkatan Kapabilitas Sistem Capaian 2025
Intern Pemerintah (APIP) Pengendalian Intern Pemerintah sebagai menggunakan
berikut: capaian 2024.
- Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai Tahun 2025
capaian 2; (tinjut
- Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai Peraturan
capaian 3; BPKP RI No. 6
- Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai Tahun 2025),
capaian 4; dan BPKP
- Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, Perwakilan
nilai capaian 5 5,00 5,00 Nilai DIy
melaksanakan
Penentuan level berdasarkan Laporan sampling
Hasil Evaluasi Badan Pengawasan evaluasi &
Keuangan dan Pembangunan atas penjaminan
Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Kualitas
Pengawasan Intern Pemerintah pada Kapabilitas
Pemerintah Daerah APIP pada 5
APIP kab/kota,
Kab. Bantul
tidak
termasuk.
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No

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Elemen Data

Capaian
Keterangan

Parameter

Nilai

IKK Satuan

Manajemen risiko Indeks

Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)
adalah sebagai berikut:

- Melakukan Penilaian Mandiri (PM)
Manajemen Risiko, nilai capaian 1;

- Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan
Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2;
- Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai
capaian 3;

- Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai
capaian 4; dan

- Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas
capaian 5.

Penentuan level berdasarkan Laporan
Hasil Evaluasi Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan atas
Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah pada Pemerintah
Daerah yang di dalamnya terdapat capaian
Manajemen Risiko Indeks.

5,00

5,00 Nilai

Persentase Tindak lanjut
rekomendasi Badan Pemeriksa
Keuangan tahun anggaran N-1

Tindak lanjut rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan tahun anggaran
Tahun N-1

31

Rekomendasi Badan Pemeriksa
Keuangan tahun anggaran tahun N-1

31

100,00 %
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: . . Elemen Data Capaian
No Indikator Kinerja Kunci (IKK) — Keterangan
Parameter Nilai IKK Satuan
f |Fungsi Pengadaan
1 |Tingkat kematangan Unit Kerja|Skor indikator tingkat kematangan Unit
Pengadaan Barang/Jasa |Kerja Pengadaan Barang/Jasa 40,00 40,00 Poin
(UKPBJ)
2 |Pemanfaatan sistem pengadaan |Skor indikator pemanfaatan sistem 26.56 26.56 Poin
pengadaan
3 |Kualifikasi dan kompetensi|Skor indikator kualifikasi dan kompetensi
Sumber Daya Manusia|Sumber Daya Manusia Pengadaan ,
Pengadaan Barang/Jasa (SDM|Barang/Jasa 20,77 20,77 Poin
PBJ)
g |Hubungan dengan Perwakilan Daerah
1 |Ketepatan Waktu Penetapan|l. Tepat Waktu 1. Tepat
Peraturan Daerah  Anggaran|2. Tidak Tepat Waktu Waktu
Pendapatan dan Belanja Daerah Tepat Tepat 2. Tidak
Tahun N Tepat Waktu (100%) Tepat Waktu
Tidak Tepat Waktu (0%)
2 |Persentase penetapan|Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan
Rancangan Peraturan Daerah|Tahun N 1
tahun N Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 100,00 %
yang tertuang dalam program 11
pembentukan peraturan daerah tahun N
h |Pelayanan Publik
1 |Penilaian maladministrasi| Nilai Penilaian maladministrasi
penyelenggaraan pelayanan | penyelenggaraan pelayanan publik 84,35 84,35 Nilai
publik
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2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus
dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah
instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan
layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena
itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada
publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, tanggal 4
Maret 2021 disampaikan dalam nomor 1 (satu), huruf (a) maka, terhitung sejak
terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah
daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri
karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu
dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan target indikator sasaran
strategis daerah dalam bentuk rentang (range) yang disesuaikan dalam dokumen
perencanaan tahunan RKPD Perubahan Tahun 2023, dan juga telah diterapkan
pada beberapa indikator dalam dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029.
Penetapan target dalam bentuk rentang (range) pada indikator-indikator makro
dan strategis daerah didasarkan pada prinsip perencanaan adaptif. Beberapa

faktor dan tujuan penerapan target dalam bentuk rentang diantaranya:
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1. Faktor Eksternalitas dan Ketidakpastian Ekonomi: Indikator dalam kelompok
indikator ekonomi maupun sosial memiliki ketergantungan yang sangat
tinggi terhadap variabel eksternal seperti kebijakan nasional, fluktuasi pasar
global, dan kondisi fiskal pusat. Target rentang berfungsi sebagai instrumen
fleksibilitas (buffer) untuk mengakomodasi guncangan yang berada di luar
kendali langsung pemerintah daerah.

2. Akurasi Metodologi Statistik: Mengingat sumber data utama berasal dari
survei berkala (seperti Susenas atau Sakernas oleh BPS) yang memiliki
ambang galat (margin of error), penetapan target rentang mencerminkan
prinsip kehati-hatian ilmiah (scientific prudence). Hal ini memastikan bahwa
capaian kinerja tetap dianggap valid selama berada dalam koridor interval
kepercayaan yang logis.

3. Sinkronisasi Perencanaan Vertikal: Penetapan rentang diselaraskan dengan
sistematika penyusunan RPJMN dan RKP Nasional. Hal ini memudahkan
sinkronisasi target antara kabupaten, provinsi, dan pusat agar tidak terjadi
tumpang tindih asumsi angka tunggal yang kaku di tingkat daerah.

4. Berdasarkan kelompok sifat indikator (indikator negatif dan positif)
penerapan target rentang memiliki tujuan:

a) Indikator negatif (seperti kemiskinan dan pengangguran), rentang
berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko guna mengantisipasi
eksternalitas ekonomi yang dapat memperlebar kerentanan sosial.

b) Indikator positif (seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, dan investasi),
rentang ditetapkan untuk menjaga motivasi pencapaian kinerja yang
progresif namun tetap realistis di tengah keterbatasan ruang fiskal dan
dinamika kebijakan nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa
evaluasi kinerja tetap objektif dan selaras dengan standar metodologi
statistik nasional (BPS).

Dalam rangka menjamin objektivitas dan akuntabilitas pengukuran kinerja
terhadap indikator dalam bentuk rentang, maka pengukuran realisasi terhadap
target menggunakan nilai acuan utama terhadap kelompok sifat indikator
(indikator kinerja bersifat negatif dan indikator kinerja bersifat positif).

Pengukuran kinerja pada indikator bersifat negatif menerapkan Batas Atas
dari rentang target sebagai nilai acuan utama dalam perhitungan capaian

realisasi. Dasar pertimbangan strategis yang mendasari kebijakan ini adalah:
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Fungsi Ambang Batas Toleransi (Maximum Threshold): Pada indikator
negatif, nilai target dalam dokumen perencanaan merupakan batas
maksimal dampak atau kondisi yang dapat ditoleransi. Penggunaan batas
atas sebagai pembagi (denominator) dalam rumus capaian memastikan
bahwa selama realisasi berada di bawah atau setara dengan batas tersebut,
program kerja dianggap telah memenuhi koridor target yang direncanakan
secara makro.

Prinsip Keadilan Penilaian (Fairness in Evaluation): Penetapan target dalam
bentuk rentang bertujuan untuk mengakomodasi dinamika eksternal yang
sulit dikendalikan. Dengan menggunakan batas atas sebagai acuan,
evaluasi kinerja memberikan apresiasi proporsional terhadap upaya
pengendalian yang berhasil menjaga realisasi tetap berada dalam rentang
target, sehingga menghindari penalti nilai (under-performance) pada capaian
yang secara substansi sudah sesuai rencana.

Konsistensi Logika Invers: Mengingat karakteristik indikator negatif adalah
'semakin kecil nilai realisasi, semakin baik kinerjanya', maka batas atas
merepresentasikan  standar minimal  keberhasilan.  Keberhasilan
menurunkan realisasi di bawah batas atas, terutama jika menyentuh atau
melampaui batas bawah rentang, secara otomatis akan terhitung sebagai
capaian yang melampaui 100%, yang mencerminkan efektivitas intervensi
kebijakan secara akurat.

Mitigasi Risiko Perencanaan: Pendekatan ini meminimalisir deviasi
perhitungan yang bersifat semu, sehingga dokumen LAKIP dapat
menyajikan gambaran kinerja yang lebih realistis dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik maupun instansi pemeriksa.

Pengukuran kinerja pada indikator bersifat positif ditetapkan menggunakan

Batas Bawah dari rentang target yang ditetapkan sebagai titik acuan perhitungan
capaian kinerja untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan telah
memenuhi standar pelayanan minimal yang direncanakan. Penggunaan batas
bawah memberikan penilaian yang objektif terhadap progres pencapaian, di
mana setiap kenaikan di atas standar minimal tersebut dihitung sebagai nilai

tambah (added value) atas efektivitas program.
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2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 merupakan sasaran yang
sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 telah disusun dengan mengacu pada
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026,
dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan tahun 2025 telah disusun dengan
mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029 Peraturan Bupati Bantul 28 Tahun 2025 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun 2025. Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.9. sebagai
berikut:

Tabel 2.9 Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran

No ; Indikator Kinerja Utama Satuan Target tahun 2025
Strategis
Tujuan:
. MEW.UJUdkan tata.KeIo_Ie} Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 83,25
pemerintahan efektif, efisien
akuntabel dan bebas KKN.
1 Terwujudnya Nilai Evaluasi Penyelenggara Angka 4,2815
penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
pemerintahan daerah yang  Opini Laporan Keuangan Predikat WTP
berkinerja tinggi dan Nilai Rata-Rata Capaian Nilai 90-94
akuntabel Kinerja Monitoring Centre for
Prevention (MCP) KPK
Indeks Sistem Pemerintahan Indeks 4,18
Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks Kepuasan Masyarakat  Indeks 90,25
(IKM)
Tujuan: Pembangunan Manusia (IPM)  Indeks 81,99 - 82,53
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No . Indikator Kinerja Utama Satuan Target tahun 2025
Strategis
II. Mewujudkan peningkatan
kualitas hidup masyarakat
berbudaya
2 Terwujudnya derajat Usia Harapan Hidup Tahun 74,86
kesehatan masyarakat yang
tinggi
3 Terwujudnya pemerataan Angka Harapan Lama Sekolah  Tahun 15,7
dan daya saing pendidikan
4 Terwujudnya pelestarian Desa/ Kelurahan Pamor Kalurahan 12
dan pengembangan budaya Budaya
daerah
Tujuan: Indeks Rasa Aman Indeks 2,79
I1l. Mewujudkan peningkatan
kualitas hidup masyarakat
berbudaya
5 Terwujudnya kehidupan Persentase penanganan Persen 100
masyarakat yang harmonis ~ gangguan ketetraman
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
Tujuan: Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks 5,27-5,66
IV. Mewujudkan perekonomian
daerah yang berkualitas
6 Terwujudnya Pemerataan Rasio Gini Angka 0,346- 0,439
Pendapatan Tingkat Pengangguran Persen 3,08-3,58
Terbuka
Capaian Jaringan Kabupaten Persen 100
kreatif
Tujuan: Indeks Pembangunan Indeks 69,50
V. Mewujudkan infrastruktur Infrastruktur
berkelanjutan
7 Terpenuhinya kualitas Indeks kualitas infrastruktur Indeks 77,47
sarana prasarana publik Kesesuaian pemanfataan Persen 75,63
ruang
8 Terwujudnya lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Indeks 61,70
hidup yang berkualitas Hidup
9 Terwujudnya penurunan Indeks Risiko Bencana Indeks 146
risiko bencana
Tujuan: Tingkat Kemiskinan Persen 10,75-11,02
VI Mewujudkan kesejahteraan
sosial masyarakat
10  Terwujudnya perlindungan Jumlah Pemerlu Pelayanan Orang 38,575
bagi pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
kesejahteraan sosial
(PPKS)
Tujuan: Indeks Pembangunan Gender  Indeks 96,75
VII. Mewujudkan kesejahteraan (IPG)
sosial masyarakat
11  Terwujudnya perlindungan Indeks Pemberdayaan Gender Indeks 74,31
bagi perempuan dan anak (IDG)
Kategori Kabupaten Layak . KLA
Kategori

Anak

Sumber :

Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2025; berdasarkan RPIJMD 2021-2026
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Tabel 2.10

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dalam

Berkualitas dan Ramah
Lingkungan

Wilayah

No Tujuan dan S_asaran Indikator Kinerja Utama Satuan | Target tahun 2025
Strategis
Tujuan:
. Menm_glfatkan daya saing dan Indeks Pembangunan Manusia| Indeks 82,10-82,53
produktivitas sumber daya
manusia
1 |[Meningkatnya kualitas Harapan Lama Sekolah Tahun 15,70
pendidikan, kesehatan, dan  |Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,88
penguatan masyarakat yang  |Usia Harapan Hidup Tahun 74,86
inklusif Prevalensi Stunting (pen(_jek dan Persen 15,50-13,50
sangat pendek) pada balita
I(Tsce;l;s Ketimpangan Gender Indeks 0,125
Tujuan:
II. Meningkatkan reformasi Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 88,25
birokrasi pemerintahan daerah
2  |Meningkatnya Kinerja Nilai AKIP Angka 82,73
Pemerintahan Daerah yang Opini BPK Opini 1 (WTP)
Akuntabel, Bersih, Berbasis i
Digital dan Pelayanan Publik gs:f:hPencegahan orups! Indeks 93,68
yang Profesional Indeks Pelayanan Publik Indeks 4,47-4,51
Tujuan: Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,16-5,36
lll. Meningkatkan ketangguhan  |PDRB per kapita Rp Juta 36,99-38,21
perekonomian daerah Gini Ratio Indeks 0,390-0,410
3  |Meningkatnya Produktivitas  |Rasio PDRB Penyediaan
SektorgUngg]/uIan Daerah Akomodasi Makaﬁ dan Minum Persen 12,77-12,86
E::g’or;z:f’ Industr Persen 14,10-14,77
PDRB Sektor Pertanian ADHB Rp miliar | 5.107,17-5.152,41
Meningkatnya Investasi yang |Pembentukan Modal Tetap Bruto| Persen 26,75 - 26,82
Menyerap Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen 3,08 - 3,58
Mendorong Kewirausahaan - -
4 ldan Pendapatan Penduduk Rasio Kewirausahaan Daerah Persen 4,00 - 4,50
Pengeluaran Per Kapita
Disesuaikan (Ribu Rupiah/ Ribu rupiah 17.078
orang/ tahun)
Tujuan:
IV. Meningkatkan Tingkat Kemiskinan Persen 10,75-11,02
Penanggulangan Kemiskinan
5 MenL_Jru_nnya Kedalaman Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks 216
Kemiskinan
Tujuan:
V. Mengembangkan wilayah
denganglnfrastr%ktur yanyg Indeks Pengembangan Indeks 64,39
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Tuj . .
No ujuan dan Sgsaran Indikator Kinerja Utama Satuan |Target tahun 2025
Strategis
6  |Meningkatnya kualitas Indeks kualitas lingkungan hidup | Indeks 66,07
lingkungan hidup dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks
ketahanan daerah terhadap 123,02
bencana dan perubahan iklim
7  |Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Layanan Indeks
59,08
Layanan Infrastruktur Infrastruktur
8  |Meningkatkan Keharmonisan |Indeks Harmoni Indonesia Indeks 751
Daerah )
9  |Meningkatnya Pelestarian Indeks Pelestarian Kebudayaan Indeks 89.26
Budaya '
10 |Meningkatnya Ketentraman, |Crime Rate per 100.000
Ketertiban dan Kenyamanan penduduk 148
Daerah
Sumber Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2025; berdasarkan RPIMD 2025-2029
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target di
Dalam Perjanjian Kinerja
Keberhasilan Visi dan Misi Pembangunan di Kabupaten Bantul selama lima
tahun sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul
2021-2026 diukur dengan menggunakan tolok ukur beserta target kinerja per
tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Potret kinerja daerah
tercermin dari capaian 7 (tujuh) indikator tujuan dan 15 (lima belas) sasaran
strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul.
Tabel 2.11  Matriks Capaian Indikator Tujuan Dan Sasaran Daerah (Indikator
Kinerja Utama (IKU)) Kabupaten Bantul Tahun 2025 Dalam Perjanjian
Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Dengan Dasar RPJMD Tahun
2021-2026.
2025
No Indikator Tujuan - Sasaran Satuan . .
Target Realisasi % Realisasi
I. Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 88,25 90,03 102,02
1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Angka 4,2815 3,4254* 80,00
(EPPD)
Opini Laporan Keuangan Predikat WTP WTP 100,00
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre  Nilai 90-94 91,2 101,33
for Prevention (MCP) KPK
4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks 4,18 4,18* 100,00
(SPBE)
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 90,25 92,97 103,01
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2025
No Indikator Tujuan - Sasaran Satuan . .
Target Realisasi % Realisasi
Il. Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 81,99-82,53 83,03 101,27
6. Usia Harapan Hidup Tahun 74,86 75,04 100,24
7. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 15,7 15,91 101,34
8. Desa/ Kelurahan Pamor Budaya Kalurahan 12 14 116,67
lll. Indeks Rasa Aman Indeks 2,79 4,55*% 163,08
9. Persentase penanganan gangguan ketetraman Persen 100 100,00 100,00
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
IV. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,20-5,32 4,92 94,62
10. Rasio Gini Angka 0,390- 0,410 0,427 95,85
11. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,08 - 3,58 3,57 100,28
12. Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Persen 100 100 100,00
V. Indeks Pembangunan Infrastruktur Indeks 69,50 68,04 97,90
13. Indeks Kualitas Infrastruktur Indeks 77,47 72,53* 93,62
14. Kesesuaian pemanfataan ruang Persen 75,63 75,6* 99,96
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 61,70 71,17 115,35
16. Indeks Risiko Bencana Indeks 146 96,02 134,23
VI. Tingkat Kemiskinan Persen 10,75- 11,02 11,54 95,28
17. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial  Orang 38.575 37.116 103,78
(PPKS)

VII. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 96,75 96,05* 99,28
18. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 74,31 75,97* 102,23
19. Kategori Kabupaten Layak Anak Kategori  KLA Utama

Nilai 890 801,5* 90,06
Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024;

Dari Tabel 2.11 terlihat capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bantul pada
tahun 2025 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025 terdapat 17 (tujuh belas) indikator atau sebesar 65,38%
mencapai target, dan 9 (sembilan) indikator atau sebesar 34,62% tidak mencapai
target. Hal tersebut umumnya karena angka tersebut masih menggunakan
capaian tahun 2024 dikarenakan belum adanya rilis angka dari BPS, sedangkan
untuk indikator Kabupaten Layak Anak angka tersebut adalah capaian tahun
2024 dikarenakan indikator tersebut dievaluasi 2 tahun sekali. Perhitungan pada

indikator negatif menggunakan target range tertinggi sebagai acuan perhitungan.
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Dengan Tahun

Tabel 2.12 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dari Perjanjian Kinerja Bulan
Januari Tahun 2025.

Indikator Tujuan - Capaian Realisasi . __ . Selisih

NE Sasaran SEUE 2024 o025 AKInera ineria

T.1 Indeks Reformasi Indeks 88,02 90,03 102,28 2,01
Birokrasi

1. Nilai Evaluasi Angka 3,4254 3,4254* 100,00 0
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(EPPD)

2. Opini Laporan Predikat WTP WTP 100,00 0
Keuangan

3. Nilai Rata-Rata Nilai 93,29 91,2 97,76 -2,09
Capaian Kinerja
Monitoring Centre for
Prevention (MCP) KPK

4 Indeks Sistem Indeks 4,18 4,18* 100,00 0
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

5. Indeks Kepuasan Indeks 90,14 92,97 103,14 2,83
Masyarakat (IKM)

T.2 Pembangunan Indeks 82,05 83,03 101,19 0,98
Manusia (IPM)

6. Usia Harapan Hidup Tahun 74,8 75,04 100,32 0,24

7. Angka Harapan Lama  Tahun 15,63 15,91 101,79 0,28
Sekolah

8. Desa/ Kelurahan Kalurahan 10 14 140,00 4
Pamor Budaya

T.3 Indeks Rasa Aman Indeks 4,55 4,55* 100,00 0

9. Persentase Persen 100 100 100,00 0
penanganan gangguan
ketetraman ketertiban
umum dan
perlindungan
masyarakat

T.4 Laju Pertumbuhan Persen 5,04 4,92 97,62 -0,12
Ekonomi

10. Rasio Gini Angka 0,417 0,427 97,60 -0,01

11. Tingkat Pengangguran Persen 3,62 3,57 101,38 -0,05
Terbuka

12. Capaian Jaringan Persen 100 100 100,00 0
Kabupaten Kreatif

T.5 Indeks Pembangunan Indeks 69,5 68,04 97,90 -1,46

Infrastruktur
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Indikator Tujuan - Capaian Realisasi . _ . Selisih
Al Sasaran SCUEN e 2025  AKinena ineria
13. Indeks Kualitas Indeks 58,72 75,23 128,12 16,51
Infrastruktur
14. Kesesuaian Persen 75,62 75,6 99,97 -0,02
pemanfataan ruang
15. Indeks Kualitas Indeks 65,43 71,17 108,77 574
Lingkungan Hidup
16. Indeks Risiko Bencana Indeks 129,5 96,02 125,85 -33,48
T.6 Tingkat Kemiskinan Persen 11,66 11,54 101,03 0,12
17. Jumlah Pemerlu Orang 38.601 37.116 103,85 -1.485
Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)
T.7 Indeks Pembangunan Indeks 96,05 96,05* 100,00 0
Gender (IPG)
18. Indeks Pemberdayaan Indeks 75,97 75,97* 100,00 0
Gender (IDG)
19. Kategori Kabupaten Kategori Utama Utama
Layak Anak Nilai go15  gorsy 10000 0

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024

Dari Tabel 2.12 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 5 indikator atau sebesar
19,23% dari seluruh IKU (tujuan dan sasaran) yang mengalami penurunan
capaian bila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024,
indikator tersebut adalah: Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for
Prevention (MCP) KPK, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Indeks
Pembangunan Infrastruktur, Kesesuaian pemanfataan ruang. Untuk indikator
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja MCP KPK penurunan terjadi karena metode
penilian yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sementara sisanya ada 9 IKU
(tujuan dan sasaran) tetap dan 12 IKU mengalamai kenaikan capaian bila
dibandingkan dengan capaian 2024.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan dari RPJMD periode
tahun 2021-2026 berganti dengan RPJMD 2025-2029 sehingga pengukuran
capain kinerja tersaji dalam 2 tabel. Pengukuran dengan target pada RPJMD
2025-2029 tersaji dalam tabel 2.13.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH f%

TAHUN 2025 5%

Tabel 2.13 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasar Perjanjian Kinerja
Perubahan Bulan Sepetember Tahun 2025.

Realisasi Realisasi % .
No. INDIKATOR SATUAN 2024 2025 Capaian Selisih
o, el Pt mgnEn Indeks 82,05 83,03 101,19 0,98
Manusia
Harapan Lama Sekolah Tahun 15,63 15,91 101,79 0,28
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,81 10,11 103,06 0,3
Usia Harapan Hidup Tahun 74,8 75,04 100,32 0,24
S.1.1 prevalensi Stunting (pendek
dan sangat pendek) pada Persen 16,5 16,5* 100,00 0
balita
'(ﬂgg';S Ketimpangan Gender 1.\ o 0,127 0,127 100,00 0
T2. 'E;‘.deks Reformasi Indeks 88,02 90,03 102,28 201
irokrasi
Nilai AKIP Angka 81,27 82,8 101,88 1,53
Opini BPK Opini WTP 1 (WTP) 100,00 0
S.2.1 :
Indeks Pencegahan Korupsi Indeks 93,29 91,2 97.76 12,09
Daerah
Indeks Pelayanan Publik Indeks 4,18 4,68 111,96 0,5
Laju Pertumbuhan Persen 5,04 4,92 100,00  -0,12
Ekonomi
T3 PDRB per kapita Rp Juta 35,843 38,187 100,00 2,344
Rasio Gini Indeks 0,417 0,427 100,00 0,01
Rasio PDRB Penyediaan
Akomodasi Makan dan Persen 12,75 13,32 100,00 0,57
Minum
S.3.1 Rasio PDRB Industri Persen 14,08 14.1 100,00 0,02
Pengolahan
PDRB Sektor Pertanian Rpmiiar  4913,83 539317 100,00 47943
ADHB
Pembentukan Modal Tetap Persen 26,72 26,72 100,00 0
Bruto
Tingkat Pengangguran Persen 3,62 3,57 101,38 -0,05
Terbuka
S.3.2 i i
Rasio Kewirausahaan Persen 3,85 3,855 100,00 0
Daerah
Pengeluaran Per Kapita
Disesuaikan (Ribu Ribu rupiah  16.851,00 17.240,00 102,31 389
rupiah/orang/tahun)
T4 Tingkat Kemiskinan Persen 11,66 11,54 101,03 -0,12
s.4.1 'ndeks Kedalaman Indeks 1,28 1,28 100,00 0
Kemiskinan
75 EEE PErgETbamgay Indeks 63,12 63,12 100,00 0

Wilayah
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Realisasi Realisasi % .
No. INDIKATOR SATUAN 2024 2025 Capaian Selisih
In_deks Kualitas Lingkungan Indeks 61,67 71.05 11521 9.38
S51 Hidup
'(ﬂgg')‘s Risiko Bencana Indeks 129,5 128,26 100,96 1,24
5.5.2 Indeks Kualitas Layanan Indeks 58,72 69,19 117,83 10,47
Infrastruktur
T6 Indeks Harmoni Indonesia Indeks 7,44 7,44* 100,00 0
5.6.1 Indeks Pelestarian Indeks 71,82 89,42 124,51 17,6
Kebudayaan
Per
S.6.2 Crime Rate 100.000 73 73* 100,00 0
penduduk

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul, Bappeda Kab.Bantul, 2026; Keterangan: T: Tujuan; S: Sasaran Daerah; *) angka
2024

Dari Tabel 2.13 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 indikator atau sebesar
3,33% dari seluruh IKU (tujuan dan sasaran) yang mengalami penurunan
capaian bila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024,
indikator tersebut adalah: Indeks Pencegahan Korupsi Daerah. Untuk indikator
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK
penurunan terjadi karena metode penilian yang berbeda dengan tahun
sebelumnya. Sementara 8 IKU (tujuan dan sasaran) atau sebesar 26,67% tetap

dan 21 IKU atau sebesar 70% mengalamai kenaikan.
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2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.14 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
Terhadap Target Tahun 2025 Dan Target Akhir Tahun Dalam
Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 (Tahun 2026).

2025 e % Capaian
Akhir terhadap
No Indikator Tujuan - Sasaran Satuan % Akhir
Target Realisasi Realisasi RPIMD RPJMD
(2026)
(2026)
T.1 Indeks Reformasi Birokrasi  Indeks 83,25 90,03 108,14 83,75 107,50
1. Nilai Evaluasi Angka 4,2815 3,4254* 80,00 4,3315 79,08
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (EPPD)
2. Opini Laporan Keuangan Predikat WTP WTP 100,00 WTP 100,00
3. Nilai Rata-Rata Capaian Nilai 84 91,2 108,57 84,5 107,93
Kinerja Monitoring Centre for
Prevention (MCP) KPK
4  Indeks Sistem Pemerintahan Indeks 3,4 4,18* 122,94 3,45 121,16
Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Indeks Kepuasan Indeks 89,10 92,97 104,34 89,50 103,88
Masyarakat (IKM)
T.2 Pembangunan Manusia Indeks 81,99 83,03 101,27 82,44 100,72
(IPM)
6. Usia Harapan Hidup Tahun 74,29 75,04 101,01 74,39 100,87
7. Angka Harapan Lama Tahun 15,3 15,91 103,99 15,32 103,85
Sekolah
8. Desa/ Kelurahan Pamor Kalurahan 10 14 140,00 12 116,67
Budaya
T.3 Indeks Rasa Aman Indeks 2,79 4,55* 163,08 2,81 161,92
9. Persentase penanganan Persen 100 100 100,00 100 100,00
gangguan ketetraman
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
T.4 Laju Pertumbuhan Persen 4,83 4,92 101,86 5,12 96,09
Ekonomi
10. Rasio Gini Angka 0,320 0,427 66,56 0,310 45,20
11. Tingkat Pengangguran Persen 3,30 3,57 91,82 3,2 79,27
Terbuka
12. Capaian Jaringan Kabupaten  Persen 100 100 100,00 100 100,00
Kreatif
T.5 Indeks Pembangunan Indeks 69,50 68,04* 97,90 70,61 96,36
Infrastruktur
13. Indeks Kualitas Infrastruktur Indeks 77,47 72,53 97,11 79,08 95,13
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2025 % Capaian

leﬁﬁt terhadap
No Indikator Tujuan - Sasaran Satuan % Akhir
Target Realisasi - . RPJMD RPJIMD
Realisasi (2026)
(2026)
14. Kesesuaian pemanfataan Persen 75,10 75,6* 100,67 75,20 100,53
ruang
15. Indeks Kualitas Lingkungan Indeks 65,24 71,17 109,09 66,07 107,72
Hidup
16. Indeks Risiko Bencana Indeks 159,33 96,02 139,04 154,27 221,33
T.6 Tingkat Kemiskinan Persen 12,05 11,54 104,23 11,50 99,31

17. Jumlah Pemerlu Pelayanan Orang 71.059 37.116 147,77 70.668 280,80
Kesejahteraan Sosial (PPKS)

T.7 Indeks Pembangunan Indeks 96,75 96,05* 99,28 96,90 99,12
Gender (IPG)

18. Indeks Pemberdayaan Indeks 74,31 75,97* 102,23 75,96 100,01
Gender (IDG)

19. Kategori Kabupaten Layak Kategori KLA Utama KLA
Anak i 510 S015 88,08 55 84,37

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul, Bappeda Kab.Bantul, 2026; Keterangan: T: Tujuan; S: Sasaran Daerah; *) Capaian 2024

Realisasi Capaian IKU pada tahun 2025 terhadap target tahun 2025 yang
ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 (Tabel 2.14), dari 26 IKU
tujuan dan sasaran terdapat 7 (tujuh) atau sebesar 26,92% IKU yang belum
dapat memenuhi target, 3 (tiga) atau sebesar 11,54% IKU tercapai tepat 100%,
dan 16 (enam belas) atau sebesar 61,56% IKU tercapai lebih dari 100%.

Terhadap target akhir periode RPIJMD 2021-2026 (tahun 2026), dari 26 IKU
tujuan dan sasaran terdapat 15 IKU atau sebesar 57,96% memiliki capaian
melebihi target yang ditetapkan, 2 IKU atau sebesar 7,69% tercapai tepat 100%,
dan sebanyak 9 IKU atau sebesar 34,62% tercapai kurang dari target yang
ditetapkan. Informasi lebih lanjut terhadap ketercapaian masing-masing indikator
pada setiap Sasaran Daerah diuraikan dalam sub bab 2.3.6 Analisis Penyebab
Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/

Solusi yang Telah Dilakukan.
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Tabel 2.15 Matriks Capaian

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH |/

TAHUN 2025 'iﬁ%é'

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
Terhadap Target Tahun 2025 Dan Target Akhir Tahun Dalam
Dokumen RPJIJMD Tahun 2025-2029 (Tahun 2030).

2025 %Capaian
Target
AKhir terhadap
No Indikator Tujuan - Sasaran Satuan . % Akhir
Target Realisasi .. RPJMD
Realisasi (2030) RPIMD
(2030)
T1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 82,10- 83,36-
101,1
82.53 83,03 01,13 84.34 99,36
1 Harapan Lama Sekolah Tahun 15,781 -
15,70 15,91 101,34 100,82
16,15
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,88 10,11 102,33 10,25 98,63
Usia Harapan Hidup Tahun 75,40-
74,86 75,04 100,24 99,52
76,46
4  Prevalensi Stunting (pendek dan Persen 15.50- 14.25-
; ’ 16,5* 93,55 84,21
sangat pendek) pada balita 13,50 12.25
5 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,125 0,127* 98,40 0,115 89,57
T2 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 88,25 90,03 102,02 90 100,03
6  Nilai AKIP Angka 82,73 82,8 100,08 90 92,00
7  Opini BPK Opini 1(WTP) 1(WTP) 100,00 1(WTP) 100,00
8 Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Indeks 93,68 91,2 97,35 95,55 95,45
9 Indeks Pelayanan Publik Indeks 4,52-
4,47-451 4,68 104,70 103,54
4,56
Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 516536 492 95.35 5,76- 85.42
6,13
PDRB per kapita Rp Juta  36,99- 48,50-
T3 38,21 38,187 103,24 5387 78,74
Rasio Gini Indeks 0,390- 0,375-
0,410 0,427 95,85 0,405 94,57
10 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi  Persen 12,77- 13,63-
. 13,32 104,31 97,73
Makan dan Minum 12,86 15,06
11 Rasio PDRB Industri Pengolahan Persen 14,10- 14,58-
14.77 14,1 100,00 1514 96,71
12 PDRB Sektor Pertanian ADHB Rp miliar 510717 6.369,63
5' 152’ a1 5.393,17 105,60 - 84,67
B 6.706,52
13 Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen 26.75- 27-16 -
' 26,72* 99,89 98,38
26,82 27.26
14 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,90-
3,08-3,58 3,57 100,28 98,58
3,52
15 Rasio Kewirausahaan Daerah Persen 4.00-450 472 118,00 4,50- 104,89
5,00
16 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Ribu 17.078 17.240 100,95 18.840,0 91,51
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2025 %Capaian
Target
Akhir terhadap
No Indikator Tujuan - Sasaran Satuan L % Akhir
Target Realisasi .. RPJMD
Realisasi (2030) RPIJMD
(2030)
(Ribu rupiah/orang/tahun) rupiah 0

T4 Tingkat Kemiskinan Persen 10.75- 7,93-
' 11,54 95,28 60,63

11,02 8,28
17 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks 2,16 1,28* 140,74 1,98 134,69
T5 Indeks Pengembangan Wilayah Indeks 64,39 63,12* 98,03 68,83 91,70
18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 66,07 71,05 107,54 66,59 106,70
19 Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks 123,02 96,02 121,95 95,19 99,13
20 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur  Indeks 59,08 69,2 117,13 65,97 104,90
T6 Indeks Harmoni Indonesia Indeks 7,51 7,44* 99,07 7,86 94,66
21 Indeks Pelestarian Kebudayaan Indeks 89,26 89,42 100,18 97,52 91,69

22 Crime Rate Per
100.000 148 73* 150,68 138,5 147,29
penduduk

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024
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Realisasi Capaian IKU (Tujuan dan Sasaran) tahun 2025 terhadap target
yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 (Tabel 2.15) dapat
dilihat bahwa dari keseluruhan 30 IKU terdapat 9 IKU atau sebesar 30% IKU tidak
tercapai, 2 IKU atau 6,67% IKU tercapai tepat 100%, dan 19 IKU atau 63,33%
tercapai melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025.

Terhadap target akhir tahun RPIMD (target tahun 2030) sebanyak 21 IKU
atau sebesar 70,00% IKU belum mencapai target, 1 IKU atau 3,33% tercapai
tepat 100%, dan 8 IKU atau 26,67% IKU telah tercapai melampaui target yang
ditetapkan untuk akhir tahun periode RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
2029.

Perhitungan capaian persentase realisasi terhadap target rentang yang
ditetapkan dalam Tabel 2.15 menggunakan nilai acuan dengan pengelompokan
terhadap indikator bersifat negatif dan indikator bersifat positif. Terhadap
indikator bersifat negatif digunakan nilai batas atas yang merupakan batas
toleransi/ titik kritis, kinerja dianggap tercapai jika tidak melebihi batas kritis.
Penggunaan batas bawah (Skenario Minimal) pada perhitungan capaian kinerja
indikator bersifat positif memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah
kabupaten telah memenuhi dalam mencapai target yang diperjanjikan meskipun

dalam kondisi ekonomi yang sulit. Informasi lebih lanjut terhadap ketercapaian
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masing-masing indikator pada setiap Sasaran Daerah diuraikan dalam sub bab
2.3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.

2.3.5. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Capaian
Standar Nasional

Capaian Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada tahun 2025 menunjukkan
terdapat 7 indikator dari 10 indikator yang dapat disandingkan dengan capaian
nasional memiliki tingkat capaian yang lebih tinggi (Tabel 2.16.). Ketujuh
Indikator tersebut adalah Umur Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah,
Rata-rata Lama Sekolah, Nilai AKIP, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks
Ketimpangan Gender, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Tabel 2.16 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Pada
Tahun 2025 Terhadap Capaian Tingkat Nasional

Realisasi Tahun %Capaian

No Indikator Kinerja Utama Satuan 2025 terha(_jap

Capaian

Bantul Nasional Neelamal
1 Usia Harapan Hidup tahun 75,04 74,47 100,77
2 Angka Harapan Lama Sekolah tahun 15,91 13,30 119,62
3 Rata-rata Lama Sekolah tahun 10,11 9,07 111,47
4 Nilai AKIP Indeks 82,80 66,42 124,66
5  Tingkat Pengangguran Terbuka persen 3,57 4,85 135,85
6 Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) Angka 0,427 0,375 87,82
7 Indeks Ketimpangan Gender Indeks 0,127* 0,421* 331,50
8 Laju pertumbuhan ekonomi persen 4,92 511 96,28
9  Tingkat Kemiskinan Persen 11,54 8,47 73,39
10 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks 1,28 1,37 107,03

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024

2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus
dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan

sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
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perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah
instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan
layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena
itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada
publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Skala penilaian terhadap kinerja
pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.17 Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017

Interval Nilai Kriteria Penilaian

No Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Kode

1 91 <100 Sangat Tinggi

2 76 <90 Tinggi

3 66 <75 Sedang

4 51 <65 Rendah

5 <50 Sangat Rendah —

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017
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Tabel 2.18  Tabel Matriks Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025
2025 target Capaian
. . . Realisasi Akhir terhadap
NO Indikator Kinerja Indikator Satuan ; .
2024 Target Realisasi Car;alan RPJMD akhir
(%) (2030)  RPJMD (%)
Tl Meningkatkan daya saing dan Indeks Pembangunan Indeks 82,05 82,10-82,53 83,03 101,13 83,36- 99,60
produktivitas sumber daya Manusia 84,34
manusia
S.1.1 Meningkatnya kualitas Harapan Lama Sekolah Tahun 15,63 15,70 15,91 101,34 15,78- 98,51
pendidikan, kesehatan, dan 16,15
penguatan masyarakat yang Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,81 9,88 10,11 102,33 10,25 98,63
inklusif
Usia Harapan Hidup Tahun 74,8 74,86 75,04 100,24 75,40- 98,14
76,46
Prevalensi Stunting Persen 16,5 15,50-13,50 16,5* 93,55 14,25- 84,21
(pendek dan sangat 12,25
pendek) pada balita
Indeks Ketimpangan Indeks 0,127 0,125 0,127* 98,40 0,115 89,57
Gender (IKG)
T2. Meningkatkan reformasi Indeks Reformasi Indeks 88,02 88,25 90,03 102,02 90,00 100,03
birokrasi pemerintahan Birokrasi
daerah
S.2.1 Meningkatnya Kinerja Nilai AKIP Angka 81,27 82,73 82,8 100,08 90,00 92,00
Pemerintahan Daerah yang - P
Opini BPK Opin WTP L(WTP L(WTP 100,00 L(WTP 100,00
Akuntabel, Bersih, pin! pin! ( ) (WTP) (WTP)
Berbasis Digital dan Pelayanan Indeks Pencegahan Indeks 93,29 93,68 91,2 97,35 95,55 95,45
Publik yang Profesional Korupsi Daerah
Indeks Pelayanan Indeks 4,18 4,47-4,51 4,68 104,70  4,52-4,56 103,54

Publik
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2025 target Capaian
. . . Realisasi Akhir terhada
NO Indikator Kinerja Indikator Satuan 2024 rarget Cealisas Capaian  RPIMD e p
(%) (2030)  RPJMD (%)
Indeks Pemerintah Indeks n/a n/a n/a n/a 1,8 n/a
Digital
T3  Meningkatkan ketangguhan  Laju Pertumbuhan Persen 5,04 5,16-5,36 4,92 95,35 5,76-6,13 85,42
perekonomian daerah Ekonomi
PDRB per kapita Rp Juta 35,84 36,99-38,21 38,187 103,24 48,50- 78,74
53,87
Rasio Gini Indeks 0,417 0,390-0,410 0,427 95,85 0,375- 94,57
0,405
S.3.1 Meningkatnya Produktivitas Rasio PDRB Persen 12,75 12,77-12,86 13,32 104,31 13,63- 97,73
Sektor Unggulan Daerah Penyediaan Akomodasi 15,05
Makan dan Minum
Rasio PDRB Industri Persen 14,08 14,10-14,77 14,1 100,00 14,58- 96,71
Pengolahan 15,13
PDRB Sektor Pertanian Rp miliar  4913,83 5.107,17 - 5.393,17 105,60 6.369,63 - 84,67
ADHB 5.152,41 6.706,52
S.3.2 Meningkatnya Investasi yang Pembentukan Modal Persen 26,72 26,75-26,82 26,72 99,89 27,16- 98,38
Menyerap Tenaga Kerja, Tetap Bruto 27,26
Mendorong Kewirausahaan dan ‘Tingkat Pengangguran  Persen 3,62 3,08-3,58 3,57 100,28 2,90-3,52 98,58
Pendapatan Penduduk Terbuka
Rasio Kewirausahaan  Persen 3,85 4,00-4,50 4,72 118,00 4,50-5,00 104,89
Daerah
Pengeluaran Per Kapita Ribu rupiah 16,851 17.078 17.240* 100,95 18.840 91,51

Disesuaikan (Ribu
rupiah/orang/tahun)
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2025 target Capaian
. N . Realisasi Akhir terhadap
NO Indikator Kinerja Indikator Satuan : .
2024 Target Realisasi Cagalan RPJMD akhir
(%) (2030)  RPJMD (%)

T4 Meningkatkan Tingkat Kemiskinan Persen 11,66 10,75-11,02 11,54 95,28 7,93-8,28 60,63
Penanggulangan Kemiskinan

S.4.1 Menurunnya Kedalaman Indeks Kedalaman Indeks 1,28 2,16 1,28 140,74 1,96 134,69
Kemiskinan Kemiskinan

T5 Mengembangkan wilayah Indeks Indeks 63,12 64,39 63,12 98,03 68,83 91,70
dengan Infrastruktur yang Pengembangan
Berkualitas dan Ramah Wilayah
Lingkungan

S.5.1 Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Indeks 61,67 66,07 71,05 107,54 66,59 106,70
lingkungan hidup dan Lingkungan Hidup
menurunnya risiko bencana. o < Risiko Bencana  Indeks 129,5 123,02 96,02 121,95 95,19 99,13

(IRB)

S.5.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Indeks Kualitas Indeks 58,72 59,08 69,2 117,13 65,97 104,90
Infrastruktur Layanan Infrastruktur

T6  Meningkatkan Keharmonisan Indeks Harmoni Indeks 7,44 7,51 7,44* 99,07 7,86 94,66
Daerah Indonesia

S.6.1 Meningkatnya Pelestarian Indeks Pelestarian Indeks 71,82 89,26 89,42 100,18 97,52 91,69
Budaya Kebudayaan

S.6.2 Meningkatnya Ketentraman, Crime Rate Per 73 148 73 150,68 138,5 147,29
Ketertiban, dan Kenyamanan 100.000
Daerah penduduk

Sumber : Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024
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a. Misi 1 Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju

masyarakat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 1 yaitu Meningkatkan
daya saing dan produktivitas sumber daya manusia, dengan indikator Indeks
Pembangunan Manusia target sebesar 82,10-82,53, tercapai sebesar 83,03
atau sebesar 101,13% dengan kriteria sangat tinggi. Capaian tesebut telah
menyumbang sebesar 99,60% terhadap target akhir tahun RPIJMD (tahun
2030) yaitu sebesar 83,36-84,34. Tujuan Meningkatkan daya saing dan
produktivitas sumber daya manusia didukung dengan (1) satu sasaran, yaitu
Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat
yang inklusif.

1) Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan
penguatan masyarakat yang inklusif.

Kualitas pendidikan dan kesehatan adalah pilar utama pembangunan
manusia yang saling berkaitan untuk menciptakan SDM unggul,
meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemiskinan. Investasi pada
kedua sektor ini secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan taraf hidup, serta memfasilitasi inovasi dan daya saing bangsa.
Kualitas pendidikan dan kesehatan saling berkaitan. Masyarakat yang sehat
lebih mudah menyerap ilmu (pendidikan), sementara pendidikan yang tinggi
meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat. Keduanya krusial untuk
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan penguatan
masyarakat yang inklusif merupakan upaya terencana dan berkelanjutan
untuk membangun lingkungan sosial yang terbuka, adil, dan menghargai
keberagaman, di mana semua oran tanpa terkecuali dapat berpartisipasi

penuh dan mendapatkan kesempatan yang sama.
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Tabel 2.19  Matriks Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya
kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang

inklusif
202 % i
025 Target vCapaian
Realisasi Akhir terhadap
No Indikator Sasaran Satuan o % Akhir
2024 Target Realisasi . RRIMD o0
Realisasi (2030)
(2030)
a) Harapan Lama Sekolah Tahun 15,63 15,70 15,91 101,34 15,78- 98,51
16,15
b) Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,81 9,88 10,11 102,33 10,25 98,63
¢) Usia Harapan Hidup Tahun 74,8 74,86 75,04 100,24 75,40- 98,14
76,46
d) Prevalensi Stunting (pendek  Persen 16,5 15,50-13,50 16,5* 93,55 14,25- 84,21
dan sangat pendek) pada balita 12,25
e) Indeks Ketimpangan Gender Indeks 0,127 0,125 0,127* 98,40 0,115 89,57

(IKG)
Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2025, Data diolah; *) angka 2024

a) Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada
umur tertentu di masa mendatang dimana angka ini menunjukkan peluang
anak usia tujuh tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada
waktu tertentu.

Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 ditetapkan target
sebesar 15,70 terealisasi sebesar 15,91 atau 101,34% dari target kinerja.
Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Terhadap
target yang ditetapkan pada akhir tahun RPIJMD 2025-2029, telah tercapai
sebesar 98,51% yang dapat diartikan sebagai indikasi pencapaian dengan
skor sangat tinggi (91 < 100). Perhitungan capaian terhadap target pada
akhir tahun RPJMD 2025-2029 menggunakan ambang batas atas
(skenario optimis) yang menunjukkan bahwa realisasi saat ini masih
memiliki ruang untuk tumbuh lebih tinggi lagi terhadap pencapaian di masa
datang. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 15,63 Angka
Harapan Lama Sekolah di kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar
0,28.
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Grafik 2.4 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, Provinsi
D.l Yogyakarta dan 5 Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi
Tahun 2021 — 2025

Angka Harapan lama Sekolah Bantul sebesar 15,91 tahun, artinya
lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7
tahun ke atas) di masa mendatang adalah 15,91 tahun. Dengan kata lain,
penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh jenjang pendidikan

hingga Diploma llI.

Tabel 2.20  Trend Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 - 2025

Tahun

2021 2022 2023 2024 2025
DIY 15,64 15,65 15,66 15,70 14,55
Kabupaten Kulon Progo 14,27 14,38 14,48 14,49 14,55
Kabupaten Bantul 15,38 1548 15,61 15,63 1591
Kabupaten Gunungkidul 1298 13,33 13,39 13,40 13,56
Kabupaten Sleman 16,74 16,76 16,77 16,79 16,8
Kota Yogyakarta 17,60 1761 17,62 17,66 17,67

Sumber: BPS, 2026

Kabupaten Bantul masih tetap berada pada posisi ketiga, apabila
dibandingkan dengan angka kabupaten lain se DIY, angka HLS

Kabupaten Bantul masih berada di bawah angka Provinsi D.I Yogyakarta
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(15,91 tahun).

Angka HLS Kabupaten Bantul tahun 2025 meningkat 0,3 poin
dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta
dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan
pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya
operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu
mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.

b) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah indikator yang menunjukkan
jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan penduduk berusia 15 atau 25
tahun ke atas dalam pendidikan formal. RLS mengukur jumlah tahun
belajar penduduk (usia 15+ atau 25+) yang telah diselesaikan, tidak
termasuk tahun mengulang. Merupakan komponen dalam penghitungan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pendidikan. Indikator ini
diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

42213
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Grafik 2.5 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, dalam
Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2021 — 2025 (Sumber: BPS
2026)

Rata - rata Lama Sekolah pada tahun 2025 memiliki target sebesar

9,88 dan terealisasi sebesar 10,11 atau sebesar 102,33% dari target
kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi.
175
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Terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2030 dengan nilai 10,25
capaian terealsiasi sebesar 98,63% dengan skor sangat tinggi.

Angka rata-rata lama Sekolah Bantul sebesar 10,11 tahun, artinya
secara rata-rata, penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bantul
telah menempuh pendidikan selama kurang lebih 10 tahun 1 bulan

Tabel 2.21  Trend Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 — 2025

Di Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi DIY

Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
Kabupaten Kulon Progo 9,02 9,17 9,18 9,2 9,33
Kabupaten Bantul 9,57 9,59 9,79 9,81 10,11
Kabupaten Gunungkidul 7,3 7,31 7,32 7,35 7,64
Kabupaten Sleman 10,92 10,94 11,01 11,33 11,42
Kota Yogyakarta 11,72 11,89 12,11 12,12 12,13

Sumber: BPS, 2026

Kabupaten Bantul masih tetap berada pada posisi ketiga, apabila
dibandingkan dengan angka kabupaten lain se DIY, angka Rata-rata
Lama Sekolah Kabupaten Bantul masih berada di bawah angka Provinsi
D.I Yogyakarta (10,20 tahun).

.
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Gambar 2.1 Juara Tingkat Nasional Gala Siswi Indonesia (GSI) 2025,
Sentul, Oktober 2025 (Sumber: Disdikpora Kab Bantul, 2026)
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Pembangunan pendidikan telah menunjukkan keberhasilan dan
peningkatan, yang dapat digambarkan antara lain melalui Capaian
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.22

Tabel 2.22  Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

_ 2025
No Indikator Kinerja Utama Capaian %
2024 Target Realisasi o
Realisasi
1 Tingkat partisipasi warga negara 100,77 100 100 100
usia 5-6 tahun yang berpartisipasi
dalam PAUD
2 Tingkat partisipasi warga negara 101,69 100 101,77 101,77
usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar
3 Tingkat partisipasi warga negara 100,07 100 97,95 97,95

usia 13-15 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan
menengah pertama
4  Tingkat partisipasi warga negara 15,29 15,30 16,65 108,82
usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar

dan menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (2026)

Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai
dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Bantul
salah satunya adalah perpustakaan (Tabel 2.23). Selain Kantor
Perpustakaan Umum, juga diadakan layanan perpustakaan keliling.
Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa
yang ada di Kabupaten Bantul. Selain perpustakaan, terdapat 104 pojok
baca dan taman bacaan Masyarakat juga memberikan dukungan
terhadap perwujudan akses dan mutu pendidikan masyarakat yang
berkualitas. Sampai dengan tahun 2025 ada sebanyak 836 perpustakaan

yang terakreditasi.
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Tabel 2.23  Jumlah dan Jenis Perpustakaan Di Kabupaten Bantul
Sampai Dengan Tahun 2025

NO JENIS PERPUSTAKAAN JUMLAH
1 Perpustakaan Daerah/Kabupaten 1
2 Perpustakaan Desa 75
3 Perpustakaan SD/MI 398
4 Perpustakaan SMP/MTs 120
5 Perpustakaan SMA/SMK/MA 102
6 Perpustakaan Khusus/Instansi 9
7 Perpustakaan Tempat Ibadah 20
8 Perpustakaan Komunitas 104
9 Perpustakaan Pondok Pesantren 7
Jumlah 836

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025

Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik
dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas
pendidikan di Kabupaten Bantul. Capaian kinerja di atas merupakan hasil
dari program yang dilakukan terkait mewujudkan akses dan mutu
pendidikan yang berkualitas.

Faktor pendorong indikator Harapan lama sekolah dan rata-rata
lama sekolah, adalah:

1. Kompetensi tenaga pendidik yang mayoritas bersertifikasi.

2. Ketersediaan dan pemerataan satuan pendidikan di wilayah.

3. Dukungan Pemerintah Kalurahan dan kader dalam pendidikan anak
usia dini.

4. Dukungan organisasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga.

Faktor penghambat indikator harapan lama sekolah dan rata-rata
lama sekolah, adalah:

1. Terdapat perubahan jadwal dari Pusat sehingga berpengaruh
terhadap pelaksaan kegiatan, terutama kegiatan berjenjang sampai
Nasional.

Regulasi bidang pendidikan dari Pusat yang berubah-ubah.
Sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai.
Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM untuk

memenuhi SPM pendidikan dasar.
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5. Kurangnya pemenuhan sarana-prasarana untuk peningkatan
kompetensi siswa seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru, ruang
kepala sekolah dan ruang perpustakaan.

Strategi kedepan untuk mewujudkan harapan lama sekolah dan rata-
rata lama sekolah, adalah:

1. Perencanaan anggaran pendidikan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan anggaran daerah.

Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap.
Peningkatan kualitas hasil pembelajaran.

4. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses dan sarana prasarana
pendidikan.

Peningkatan peran aktif pemuda dalam kegiatan kewirausahaan.
Peningkatan infrastruktur olahraga yang memadai.

c) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator utama
yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum dan derajat
kesehatan masyarakat secara khusus. UHH atau Life Expectancy at Birth
menggambarkan estimasi rata-rata lamanya hidup yang dapat dicapai
oleh seorang bayi yang baru lahir pada suatu periode tertentu, dengan
asumsi bahwa pola mortalitas yang berlaku pada periode tersebut tetap
konstan sepanjang hidupnya. Secara teknis, UHH dihitung melalui tabel
kehidupan (life table) yang memetakan probabilitas bertahan hidup
penduduk dari satu kelompok usia ke kelompok usia berikutnya.

Namun demikian, UHH tidak dapat dipahami semata-mata sebagai
indikator demografis. Angka ini merupakan cermin komprehensif dari
kondisi sosial-ekonomi, keterjangkauan dan mutu layanan kesehatan,
kualitas lingkungan hidup, serta efektivitas sistem perlindungan sosial
suatu wilayah. Dalam perspektif pembangunan manusia, sebagaimana
dikemukakan oleh Amartya Sen, kesehatan merupakan bagian dari
perluasan kapabilitas individu untuk hidup panjang, sehat, dan bermakna.
Oleh karena itu, dalam kerangka Human Development Index (HDI) yang
dikembangkan oleh UNDP, UHH ditempatkan sebagai salah satu pilar
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utama bersama pendidikan dan pendapatan, karena memiliki keterkaitan
erat dengan tingkat kesejahteraan kolektif masyarakat.

Peningkatan UHH pada prinsipnya mencerminkan membaiknya
derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup penduduk secara
keseluruhan. Namun, indikator ini bersifat agregatif sehingga berpotensi
menyamarkan ketimpangan internal, baik antarwilayah, antarkelompok
maupun sosial-ekonomi. Oleh karena itu, interpretasi UHH harus selalu
disertai dengan analisis kontekstual terhadap determinan sosial dan
kinerja sektor kesehatan yang mendasarinya.

Di Kabupaten Bantul, capaian UHH menunjukkan perkembangan
yang sangat positif. Pada tahun 2025 UHH Kabupaten Bantul sebesar
75,04 meningkat dibandingkan tahun 2024 UHH Kabupaten Bantul
tercatat sebesar 74,80, dibandingkan dengan trget tahun 2025 sebesar
74,86 capaian tahun 2025 tercapai sebesar 100,24% dengan tingkat
capaian yang sangat tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan target
akhir tahun RPJMD (2030) sebesar 75,40-76,46 capaian tahun 2025
menyumbang sebesar 98,14%.

Tren lima tahun terakhir menunjukkan pola peningkatan yang
konsisten, sekaligus menandai pemulihan  sektor kesehatan
pascapandemi Covid-19. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan
kondisi kesehatan masyarakat secara umum serta dampak positif dari
berbagai intervensi pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara
berkelanjutan.

Tabel 2.24  Capaian Usia Harapan Hidup per Kabupaten dalam
Provinsi D.l.Yogyakarta tahun 2020-2025

Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
Nasional 73,46 73,7 73,39 74,15 74,47
DIY 75,04 75,08 75,18 75,36 75,64
Kab. Bantul 73,89 73,9 74,64 74,8 75,04
Kab. Kulon Progo 75,27 75,28 75,35 75,49 75,71
Kab. Sleman 74,93 75 75,26 75,48 75,81
Kota Yogyakarta 74,76 74,83 75,52 75,73 76,05
Kab. Gunungkidul 74,19 74,23 74,76 74,91 75,12

Sumber: BPS, 2026, data diolah
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Grafik 2.6 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I.

Yogyakarta, dan Nasional tahun 2020-2025 (Sumber: BPS,
2026)

Secara nasional, capaian UHH Kabupaten Bantul (Grafik 2.6 dan

Tabel 2.24) berada di atas rata-rata nasional, yang menunjukkan bahwa

secara agregat derajat kesehatan penduduk Bantul relatif lebih baik

dibandingkan kondisi rata-rata nasional. Namun demikian, capaian

tersebut perlu dilihat secara lebih kritis dalam konteks regional Daerah

Istimewa Yogyakarta. Selama periode 2020-2025, Kabupaten Bantul

secara konsisten

kabupaten/kota

berada pada posisi
DIY dalam hal

terbawah dibandingkan

lain di capaian UHH. Hal ini

mengindikasikan bahwa meskipun UHH Bantul meningkat secara absolut,

laju peningkatannya relatif lebih lambat dibandingkan wilayah sekitarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan

kesehatan Kabupaten Bantul ke depan tidak semata-mata terletak pada

pencapaian angka UHH, melainkan pada peningkatan kualitas dan daya

saing pembangunan kesehatan secara regional. Dengan kata lain,

agenda pembangunan kesehatan perlu diarahkan pada intervensi yang

lebih tajam dan berorientasi pada kelompok serta wilayah yang masih

tertinggal di Kabupaten Bantul.

Peningkatan dan stabilitas Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten

Bantul tidak terjadi secara alamiah, melainkan didukung oleh berbagai
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inovasi penguatan sistem kesehatan yang dirancang untuk meningkatkan
kecepatan respons, mutu pelayanan, serta kesinambungan layanan dari
tingkat primer hingga rujukan. Inovasi-inovasi ini berperan sebagai faktor
pendukung yang memperkuat kapasitas sistem kesehatan daerah dalam
menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas hidup masyarakat lintas
kelompok usia.

Salah satu inovasi tersebut adalah penguatan Public Safety Center
(PSC) 119 sebagai simpul koordinasi kegawatdaruratan medis. PSC 119
berfungsi memastikan penanganan kasus gawat darurat dilakukan secara
cepat, tepat, dan terkoordinasi lintas fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam
konteks UHH, keberadaan PSC 119 berkontribusi pada pengurangan
risiko kematian akibat keterlambatan penanganan kasus akut, baik pada
kelompok ibu, bayi, maupun masyarakat usia produktif dan lanjut usia.

Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras
Adyatma di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 merupakan investasi
struktural untuk memperluas kapasitas layanan rujukan dan memperkuat
jejaring pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul. Kehadiran rumah sakit
ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap
pelayanan spesialistik, mengurangi beban fasilitas rujukan yang ada, serta
memperpendek waktu tempuh rujukan, yang secara jangka panjang
mendukung ketahanan sistem kesehatan dan peningkatan umur harapan
hidup.

Penguatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak juga
dilakukan melalui inovasi pendampingan dokter spesialis obstetri dan
ginekologi (SPOG) berbasis lokus, yang difokuskan pada wilayah dan
fasilitas dengan risiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi. Pendekatan
berbasis lokus memungkinkan intervensi yang lebih kontekstual dan tepat
sasaran, sekaligus meningkatkan kapasitas klinis tenaga kesehatan di
layanan primer dan rujukan.

Sebagai pelengkap, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
mengembangkan serial daring pembahasan kasus kesehatan ibu sebagai
media pembelajaran dan berbagi pengetahuan antar tenaga kesehatan di
27 Puskesmas. Forum ini mendorong budaya refleksi klinis, penyamaan

persepsi penatalaksanaan kasus, serta peningkatan mutu pelayanan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH i@
TAHUN 2025 5%

secara berkelanjutan. Inovasi ini memperkuat sistem pembelajaran dalam

pelayanan kesehatan dan berkontribusi pada pemerataan kualitas

layanan antar wilayah.
Faktor Pendorong:

1. Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Relatif Merata
Ketersediaan jaringan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di
seluruh kapanewon, didukung kondisi geografis yang relatif mudah
dijangkau, menjadi faktor struktural penting dalam meningkatkan
pemanfaatan layanan kesehatan dasar. Akses ini memperkuat upaya
promotif dan preventif, khususnya bagi kelompok ibu, bayi, dan lansia,
yang memiliki kontribusi signifikan terhadap dinamika UHH.

2. Penguatan Sistem Kesehatan Pasca Pandemi
Pengalaman penanganan pandemi Covid-19 mendorong penguatan
kapasitas sistem kesehatan daerah, terutama pada aspek surveilans
epidemiologi, kesiapsiagaan fasilitas layanan, serta koordinasi lintas
sektor. Capaian Case Fatality Rate Covid-19 yang sangat rendah pada
tahun 2025 menjadi indikator meningkatnya resiliensi sistem
kesehatan daerabh.

3. Inovasi Kegawatdaruratan Medis dan Layanan Rujukan
Penguatan PSC 119 dan pembangunan RSUD Saras Adyatma
meningkatkan  kecepatan respons  kegawatdaruratan  dan
memperbaiki akses terhadap pelayanan rujukan spesialistik. Kedua
inovasi ini berkontribusi langsung terhadap penurunan risiko kematian
akibat keterlambatan penanganan kasus akut.

4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Inovasi pendampingan dokter spesialis obstetri dan ginekologi
berbasis lokus serta forum pembelajaran kasus kesehatan ibu bagi
seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Bantul baik fasilitas
kesehatan primer maupun rujukan guna mendorong peningkatan mutu
pelayanan maternal dan neonatal. Upaya ini berperan penting dalam
menekan mortalitas ibu dan bayi, yang merupakan determinan utama
UHH.

5. Pendekatan Pembangunan Kesehatan Berbasis Determinan Sosial

Integrasi program kesehatan dengan sektor lain, seperti sanitasi,
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pangan, dan pemberdayaan masyarakat, memperkuat pendekatan
promotif—preventif. Hal ini sejalan dengan konsep social determinants
of health yang menempatkan kesehatan sebagai hasil interaksi faktor
medis dan non-medis.

Faktor Penghambat:
Ketimpangan Kualitas Pelayanan Antarwilayah. Meskipun akses
layanan relatif merata, kualitas pelayanan kesehatan belum
sepenuhnya homogen antar Puskesmas dan antarwilayah. Variasi
kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana, dan kapasitas
manajerial fasilitas berpotensi memperlebar kesenjangan hasil
kesehatan di tingkat lokal.
Tingginya Angka Kematian Ibu yang Fluktuatif. Peningkatan AKI pada
tahun 2025 menunjukkan bahwa penguatan layanan maternal belum
sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas risiko kehamilan,
terutama pada kasus rujukan terlambat, komorbiditas ibu, serta
determinan sosial seperti status gizi dan pendidikan kesehatan
keluarga.
Stagnasi dan Kenaikan Prevalensi Stunting. Meningkatnya prevalensi
stunting mengindikasikan bahwa intervensi gizi belum sepenuhnya
efektif menyasar determinan hulu, seperti ketahanan pangan
keluarga, sanitasi lingkungan, dan pola asuh. Dalam jangka panjang,
kondisi ini berpotensi menekan kualitas kesehatan generasi
mendatang dan memperlambat peningkatan UHH.
Tantangan Transisi Epidemiologi. Meningkatnya proporsi penyakit
tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lanjut usia
menjadi tantangan baru. Beban ganda penyakit ini berpotensi
menekan kualitas hidup dan usia harapan hidup apabila tidak
diimbangi dengan penguatan layanan promotif dan preventif berbasis
gaya hidup sehat.

Strategi kedepan:
Penguatan Intervensi Berbasis Lokus dan Kelompok Rentan. Strategi
pembangunan kesehatan diarahkan pada wilayah dan kelompok
dengan risiko kesehatan tertinggi melalui pendekatan berbasis data

dan pemetaan risiko. Fokus pada ibu hamil risiko tinggi, bayi, balita,
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lansia, dan masyarakat miskin menjadi kunci dalam menekan
ketimpangan internal UHH.

Peningkatan Mutu dan Kesinambungan Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak. Penguatan sistem rujukan obstetri dan neonatal, peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan, serta pengawasan mutu layanan menjadi
prioritas utama untuk menurunkan AKI dan AKB secara berkelanjutan.
Akselerasi Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Konvergensi.
Strategi penurunan stunting difokuskan pada integrasi intervensi
spesifik dan sensitif, dengan memperkuat peran lintas sektor dalam
pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, dan edukasi keluarga.
Pendekatan ini penting untuk menjaga keberlanjutan peningkatan
UHH dalam jangka menengah dan panjang.

Penguatan Promotif dan Preventif Penyakit Tidak Menular.
Pengendalian PTM dilakukan melalui penguatan skrining dini, promosi
gaya hidup sehat, serta integrasi layanan PTM di tingkat primer.
Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan
produktivitas penduduk usia produktif dan lanjut usia.

Peningkatan Daya Saing Sistem Kesehatan Daerah Secara Regional.
Kabupaten Bantul perlu mendorong inovasi pelayanan, digitalisasi
sistem informasi kesehatan, serta peningkatan tata kelola dan
pembiayaan kesehatan yang adaptif. Upaya ini bertujuan
mempercepat laju peningkatan UHH agar tidak tertinggal

dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY.

d) Prevalensi stunting

Capaian Prevalensi stunting pada tahun 2025 sebesar 16,5%, angka

ini berada di atas rentang target yang ditetapkan (13,50%-15,50%),
dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,55% (Kategori: Tinggi).
Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD
(2030) sebesar 14,25-12,25 telah menyumbang sebesar 84,21%. Stunting
merupakan indikator untuk mengukur masalah gizi kronis pada balita yang
ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari standar usianya. Capaian
ini merupakan capaian dari tahun 2024 (Grafik 2.7), dikarenakan pada

tahun 2025 Kementerian Kesehatan RI belum melakukan rilis Survey
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Status Gizi Indonesia (SSGI) dan dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI)

Prowvinsi DI Yogyakarta

yang digunkaan untuk menghitung angka prevalensi stunting.
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Grafik 2.7 Prevalensi stunting di DIY berdasarkan data SSGI tahun
2024 (sumber: Dinkes Kab. Bantul, 2026)

Sementara dari data EPPGBM tahun 2024, didapatkan data sebagai
berikut:

Tabel 2.25  Prevalensi stunting di DIY data SSGI tahun 2024

STATUS GIZI (TB/U ) DATA EPPGBM DIY TAHUN 2024
TB/IU
NO KABUPATEN/KOTA i
/ Juml?h Balita Sangat Pendek| % Pendek % Stunting %
Diukur
1 |KULON PROGO 20727 454 2:19 1698 8.19 2152 10.38
2 [BANTUL 48766 796 1.63 2621 5.37 3417 7.01
3 |GUNUNG KIDUL 32687 922 2.82 3769 11.53 4691 14.35
4 |SLEMAN 51513 744 144 2494 4.84 3238 6.29
5 |KOTA YOGYAKARTA 11137 184 1.65 938 8.42 1122 10.07
DIY 164830 3100 1.88 11520 6.99 14620 8.87

(Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024)

Berdasarkan data SSGI tahun 2024 (Grafik 2.7) Prevalensi stunting
Kabupaten Bantul berada pada tingkatan terendah ke 2 dengan
Prevalensi Stunting sebesar 16,5% setelah Kota Yogyakarta dengan
Prevalensi stunting sebesar 14,9%, sementara capaian Prevalensi
stunting menurut data EPPGBM pada tahun yang sama capaian

Kabupaten Bantul berada pada posisi terendah ke 2 dengan capaian



sebesar 7,01% setelah Kabupaten Sleman dengan capaian 6,29.
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Capaian Prevalensi stunting berdasarkan data e-Pencatatan dan

Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sangat fluktuatif.

Prevalensi stunting pada Tahun 2025 tercatat sebesar 9,05 persen, belum

mencapai target Tahun 2025 sebesar 7,5 persen, dengan tingkat capaian

79,33 persen, serta menunjukkan kenaikan dibandingkan Tahun 2024

sebesar 7,01 persen. Dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 2.26  Prevalensi Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025
Berdasarkan data e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi
Berbasis Masyarakat (EPPGBM)

Tahun Jumlah Balita Stunting Total Balita Prevalensi Stunting

2021 3.996 47.788 8,36%

2022 3.001 46.722 6,42%

2023 2.842 44.620 6,37%

2024 3.270 44.894 7,28%

2025 3.673 40.580 9,05%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025
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Grafik 2.8

Capaian

Target Dan Capaian Status Gizi
Dibandingkan Dengan Capaian Pada Tingkat Provinsi DIY
Tahun 2021-2025 (Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2026)

Prevalensi

Stunting  Kabupaten

Kabupaten Bantul

Bantul

apabila

dibandingkan dengan capaian pada tingkat Provinsi DIY berdasarkan
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target yang ditetapkan dalam rentang waktu 2021-2025 dapat dilihat pada
Grafik 2.8.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun berbagai intervensi gizi

telah dilaksanakan, tantangan pada determinan hulu stunting, seperti

status gizi ibu, sanitasi, dan pola asuh, masih memerlukan penguatan

intervensi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

N o o A

Faktor Pendorong:
Peran pemerintah, swasta, LSM, masyarakat dan Organisasi profesi
dalam Pendanaan penanggulangan stunting.
Pendampingan dan pemeriksaan kesehatan balita stunting dan gizi
buruk oleh dokter ahli di 27 puskesmas.
Adanya Sistem Rujukan bagi balita terindikasi stunting ke Rumah
sakit.
Penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Pendampingan keluarga beresiko Stunting.
Program PMT lokal untuk balita T, BB kurang dan gizi kurang.
Program PMT bagi balita stunting berupa susu PKMK.

Faktor Penghambat:
Akses pelayanan kesehatan spesialistik bagi balita stunting dan gizi
buruk belum terpenuhi.
Kasus anemia tinggi pada remaja putri dan rendahnya partisipasi
minum TTD.
Konvergensi Lintas Sektor dalam penanggulangan stunting dan gizi
buruk belum optimal.
Tidak semua sasaran stunting menerima PMT yang diberikan oleh
pemerintah.

Strategi Penurunan Stunting:
Meningkatkan Akses pelayanan kesehatan spesialistik bagi balita
stunting dan gizi buruk.
Program pencegahan anemia pada remaja putri dengan skrining
anemia pada remaja putri, dan pemberian tambah darah dalam
program SEPEKAN (sekolah peduli kasus anemia).
Skrining layak hamil bagi calon pengantin dan pasangan usia subur.

Meningkatkan peran lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam
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intervensi sensitif.

5. Meningkatkan literasi kesehatan bagi ibu balita dan keluarganya.
Program PMT Lokal bagi balita T, BB kurang dan gizi kurang untuk
pencegahan stunting.

7. Peningkatan kapasitas kader posyandu dan peran posyandu.

e) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang
menggambarkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan
dalam tiga dimensi utama pembangunan, yaitu kesehatan reproduksi,
pemberdayaan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi
nilai IKG, maka semakin besar ketimpangan gender yang terjadi. Indikator
ini digunakan untuk menilai sejauh mana kesetaraan gender telah tercapai
dan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang responsif gender.

Capaian indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2025
sebesar 0,127 dari target 0,125 atau tercapai sebesar 98,4% dengan
kriteria kinerja Sangat Tinggi. Capaian ini adalah capaian tahun 2024
sebab sampai dengan laporan ini disusun capaian IKG tahun 2025 belum
dirilis. Capaian IKG tersebut telah menyumbangkan 89,57% dari target
akhir capaian tahun 2030 dalam RPJMD 2025-2029 sebesar 0,115.

Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Bantul, menunjukkan
perbaikan ketimpangan, tercatat sebesar 0,127 pada 2024, yang
merupakan angka terendah/terbaik di DIY. Angka ini mencerminkan
berkurangnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Bantul
dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga

kerja.
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Tabel 2.27  Target Indeks Ketimpangan Gender Di Kabupaten Bantul
Pada Dokumen Renstra Tahun 2026-2030
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(Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2026)

Pada tahun 2025 target Kabupaten Bantul untuk Indeks
Ketimpangan Gender adalah 0,125 dengan realisasi 0,127* menunggu
release dari BPS.

Tabel 2.28. Tabel Perbandingan IKG Tahun 2020 — 2024 Di Kabupaten
Bantul Dengan Capaian IKG Pada Tingkat Provinsi DIY
dan Nasional

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
IKG Kahupaten Bantul 0,194 0.235 0,321 @,151 0,127
IKG DY 0,149 01250 0,240 0,142 0,163
IKG Nasional 0,472 0,465 0,454 0,447 0,421

oumber: BES, 2025

Pada Tabel 2.28 Indeks Ketimpangan Gender di atas menyatakan
untuk target Nasional masih pada rata-rata angka 0,4 sedangkan untuk
Kabupaten Bantul sudah berada jauh di bawahnya yaitu angka 0,1 yang
sudah selaras dengan target yang telah ditetapkan DIY. Capaian tahun
2025 masih menggunakan data tahun 2024 dikarenakan belum release

secara resmi capaian IKG dari BPS.
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Grafik 2.9 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten
Bantul, Provinsi DIY, dan Nasional Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS,2025)

Kebijakan daerah untuk menurunkan ketimpangan gender
difokuskan pada pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender
(PUG) dalam perencanaan pembangunan, serta penganggaran responsif
gender (ARG). Langkah nyata meliputi peningkatan akses pendidikan,
pelatihan keterampilan ekonomi, perlindungan dari kekerasan, dan
peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan Keputusan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada Indeks Ketimpangan
Gender:

1. Budaya dan Sosial (Patriarki): Budaya yang memposisikan
perempuan terbatas pada ranah domestik membuat partisipasi di
ranah publik rendah.

2. Akses Pendidikan dan Kesehatan: Kesenjangan akses pendidikan
dan kesehatan antara laki-laki dan perempuan masih terjadi, yang
berdampak langsung pada kualitas hidup dan kapabilitas perempuan.

3. Partisipasi Tenaga Kerja: Terbatasnya akses dan kesempatan
perempuan di pasar tenaga kerja, serta perbedaan keterampilan,
menghambat kemandirian ekonomi perempuan.

4. Representasi Politik: Rendahnya keterwakilan perempuan dalam
pengambilan keputusan (legislatif/pemerintahan).

5. Kebijakan dan Infrastruktur. Kurangnya kebijakan pemerintah yang
inklusif dan kurangnya infrastruktur pendukung di daerah terpencil.
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Faktor pendukung dari Indeks Ketimpangan Gender yaitu:
Dimensi Kesehatan Reproduksi: Penurunan angka kematian ibu saat
melahirkan dan perbaikan akses layanan kesehatan reproduksi.
Dimensi Pemberdayaan: Peningkatan partisipasi perempuan di kursi
parlemen, peningkatan angka partisipasi sekolah, dan pencapaian
pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan.
Dimensi Pasar Tenaga Kerja: Peningkatan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di sektor formal maupun informal.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Kualitas hidup
yang meningkat berdampak langsung pada penurunan ketimpangan.
Kebijakan Pengarusutamaan Gender: Program pemerintah yang
mendukung kesetaraan gender di berbagai sektor.
Pertumbuhan Ekonomi: Akses terhadap lapangan kerja yang lebih
luas bagi perempuan.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberikan

perlindungan bagi Perempuan dan anak, adalah:

1.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Program pemberdayaan
perempuan melalui pelatihan keterampilan untuk meningkatkan
ekonomi mandiri, khususnya di pedesaan.

Pengarusutamaan Gender (PUG): Pembentukan Kelompok Kerja
(Pokja) PUG di tingkat daerah untuk memastikan kebijakan
pemerintah peka terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.
Anggaran Responsif Gender (ARG): Penyusunan APBD yang
mengakomodasi kebutuhan akses, partisipasi, dan kontrol sumber
daya bagi perempuan.

Perlindungan Perempuan: Penguatan hukum dan layanan, termasuk
penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Peningkatan Akses Kesehatan: Peningkatan layanan kesehatan ibu
dan anak serta edukasi bagi calon orang tua.

Kebijakan Afirmatif: Mendorong partisipasi perempuan dalam politik

(legislatif) dan posisi pengambilan keputusan di pemerintahan.
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Misi 2 Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif,
inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk
meningkatkan pelayanan publik.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 2 yaitu Mewujudkan
transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif
berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, dengan
indikator Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 88,25 tercapai 90,03 atau
sebesar 102,2% dari target yang di tetapkan dalam dokumen PK dan RPIJMD
2025-2029. Capaian tahun 2024 sebesar 88,02 sehingga pada tahun ini ada
kenaikan sebesar 2,01. Tujuan kedua ini didukung dengan sasaran, yaitu
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih,
Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional.

1) Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang
Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang

Profesional

Tabel 2.29 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja

Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan
Pelayanan Publik yang Profesional

2025 % Capaian
Target
Realisasi Akhir terhadap
No Indikator Sasaran  Satuan % Akhir
2024 Target Realisasi ~ RPIJMD RPJMD
Realisasi (2026)
(2026)
a) Nilai AKIP Angka 81,27 82,73 82,8 100,08 90,00 92,00
b)  Opini BPK Opini WTP 1(WTP) 1(WTP) 100,00 1(WTP) 100,00
c) Indeks Pencegahan Indeks 93,29 93,68 91,2 97,35 95,55 95,45
Korupsi Daerah
d) Indeks Pelayanan Indeks 4,18 4,47-4,51 4,68 104,70 4,52-4,56 103,54
Publik
Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2025, Data diolah
a) Nilai AKIP
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. AKIP
diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang merupakan integritas dari sistem perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan kinerja. Pelaksanaan akuntabilitas di

Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
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2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaksanaan evaluasi tahun 2024
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk
mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government).

Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul pad